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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja
Tahun 2024. LK|jIP Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan
fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.
Penyusunan LKjIP Tahun 2024 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang
harus dihadapi. Namun demikian, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang,
tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan. Proses
penyusunan laporan ini membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi
pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan dan
dapat dipertanggungjawab-kan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian
instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran
strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini
dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil,
relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Rembang, 24 Fehruari 2025
Kepala Badan Pendapatan,
F'engalalaan Keuangan dan Aset Daerah
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasamya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang selama Tahun 2024 ini merupakan
laporan bentuk pertanggung jawaban atas perjanjian kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang yang memuat rencana,capaian dan realisasi
inidkator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-
2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan,
program,kegiatan dan sub kegiatan seperti yang telah di rumuskan dalam rencana strategis.

Adapun prestasi kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang yang dicapai di Tahun 2024 dapat di gambarkan sebagai berikut:

. Target
Indikator
Tahun
RPJMD
2024 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Opini BPK. Dalam
atas LKD WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP proses
Proporsi
PAD
| terthadap
Pendapatan
Daerah 18,5 A A 17,04 21,14 19,17 1747 19,34

1. Hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah
Kabupaten Rembang merupakan indikator Kepala Daerah yang menjadi tanggungjawab
semua perangkat daerah. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
selaku koordinator atas realisasi kinerja indikator Hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan
Daerah, telah berupaya maksimal untuk merah hasil kinerja sesuai target yang di tetapkan.
Pemerintah Kabupaten Rembang telah mencapai Hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian
untuk 6 tahun berturut turut yaitu pada tahun 2018 s/d 2023. Kinerja ini akan terus
diupayakan hasilnya seoptimal mungkin, dengan mengatasi kendala dan permasalahan
dalam meraih opini WTP tersebut.

2. Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah merupakan sasaran strategis kedua yang dimiliki
oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pada tahun 2024 nilai
yang diperoleh mengalami kenaikan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan
tahun 2023, walaupun belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Kinerja akan lebih
ditingkatkan, untuk memenuhi target berikutnya.



BAB |
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna,
bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan
atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja
merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada
setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan
(disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan
ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap perangkat daerah yang
merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi
kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan
dengan hal tersebut maka Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]IP).

Penyusunan LKjIP Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan
sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja
perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja
yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga

sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan
kinerja.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada
pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang tahun 2021-2026. Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :
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2. Penjelasan Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang
Keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada

Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

a.

f.
g.

perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan;

b. pelaksanaan koordinasi di bidang keuangan;
c.
d

pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan;

. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang

keuangan;

pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi- fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah
struktur organisasi dan tatakerja Badan Pendapzatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Berikut bagan struktur organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
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Sumber : Peraturan Bupali Rembang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Rembang

3.Aspek Strategis OPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang merupakan instansi
yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset mulai dari
proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara
lain pelaksanaan pelayanan administratif dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset
daerah. Kegiatan pelayanan dibidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan
penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan
anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD.

Selain itu juga melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis dibidang
pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian
pedoman penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, pedoman
penatausahaan dan penyusunan aset serta pembinaan pengelolaan aset pemerintah Kabupaten
Rembang. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah
pemerintah Kabupaten Rembang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.Dukungan Sumber Daya, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada Tahun 2024
sebagaimana tabel berikut

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan,
Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO | JABATAN FORMASI PEGAWAI YANG ADA JENIS KELAMIN
| Laki- | Perempuan
JML KUALIFIKASI JML KUALIFIKASI laki
1 2 3 4 5 6 7 8
81| D4 | DI | SMA 52 | 51 D2 SMA | SMP | SD
A | Jabatan Tinggi I EN I 1 | 1
_____ Pratama
B Jabatan
Administrasi )
1. Adrninistrator i 7 7 ] 2 - - - - 5 2
2. Pengawas 15 B | 9 o 4 | 6| 8 - - - - 7 7
3. Pelaksana 127 41 65 21 17 2 a2 1 56 5 1 iz} 28
c Jabatan 12 2 5 5
Fungsional 5 -1 5 2 = = - 5 | )
Jumlah 162 57 5 i) 21 144 14| &7 1 56 5 1 107 37

Sumber: Data Kepegawaian BFPKAD Desember 2024

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang relatif tinggi dan merata antara
laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 67 orang (46,52%),
SMA sebanyak 56 orang (38,88%), disusul oleh jenjang Pendidikan S2 14 orang (9,72%), dan
SMP dan SD sejumlah 6 orang(4,16%). Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak
dibanding pegawai Perempuan, hal ini dikarenakan kebanyakan pegawai laki- laki berada pada
pos pemantauan portal Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 18 orang, terdiri dari 1 orang pejabat
pengawas, 7 orang pejabat fungsional dan 10 pejabat pelaksana. Kekurangan pegawai tersebut
tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah sebagai penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset.




Tabel 1.2.

Sarana dan Prasarana

13 | Auel Tetap | 15.140.537,105,50
1 | Tanah | 1 3,509.000,60 |
101 | Tanak | 1 | 3.500.000.00 |
% | Peralatan Dan Masin ) | 1sm 13,291, 55,995, 50 |
0 | Mot Besar 11| 1mspoom|
200 | At Anghutin 81 | AMSEELAMOO
203 | Azt Benghel Dan Al Ukur T  L54.539.000,00
246 | &lat Gantor Dan Rumah Tanggs. T 1,063 436,704,850
| 206 | Alat Shaco, Komerskasi Dan Pemarcar | sl 421.520.450,00
207 | Mt Kedakreran Dan Kesehamey | H JQETK.I:I.-IT
108 | Alat Labolaturium n L] LEIL000.00
10 [k z a5 | si13zssamon
3 | Gedwng Dan Bangusan ) 1.605.098.200,00
| 301 | Begunan Gedung 49 ‘L6050 A, 500,00
| & | walar, lavingan dan irigasi & 230.572.000,00
E 102 | Bargunan Ak 1 | 13007.600,00
404 | Invtakasi 3 38,5704 10,00
| 804 | mnngan 7 50 885, 00,00
5 | Rsat Tatap Liinmga 1] 9.430.500,00
| 501 | Bahan Perpustakean EL LA 20000
13 | Rset Laintye =i 83 | BS0141A24,00
| 300 | fset Tedak fermujud ] i 745,255, %84,00
| a0t | Paet Lan Lan : Bl A7
| JUMLAH 165 | I59P0ETHTIE |

Sumber Data: Neraca Asel BPPKAD per 31 Desember 2024 (Unaudited) *Nilai aset belum memperhifungkan penyuswtan of Tahun 2024

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 9 unit kendaraan dinas roda 4 (empat) dan 81 (delapan )
unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang
rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang
tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling
cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi

baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan
ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.
Tabel 1.3.1
Perbandingan Anggaran Tahun 2024
Kode Uraian Anggaran Induk 2024 Perubahan 2024 Bertambah/Berkurang
Rekening (Pargeseran 8)
{1 {2} {2 4 (5)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp174.768.991.148,00 Rp174.768.991.148,00 RpO
4.1.1 Pajak Daerah Rp143.016.000.000,00 Rp143.016.000.000,00 Rp 0
412 Retribusi Daerah Rp570.000.000,00 Rp570.000.000,00 Rp 0
413 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp25.624.191.148,00 Rp25.624.191.1458,00 Rp 0
yang Dipisahkan
414 Lain-lain PAD yang Sah Rip35.558.800.000,00 Rp5.558.800,000,00 Rp@
| 42 PEMDAPATAN TRANSFER Rp1.602.242.027.000,00 Rp1.672.314.837.000,00 Rp70.072.810.000
421 Pendapatan Transfer Pemerintah Rp1.462.857.780.000,00 Rp1.482.711.488.000,00 Rp19.853.699.000
Pusat
4.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp139.384 238.000,00 Fp189.603.349.000,00 Rp50.219.111.000
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH Rp0 Rp 0 Rp 0
YANG SAH
4.3.1 Pendapatan Hibah __ Rp0 Rp0 Rp 0
5.1 BELANJA OPERASI Rp42.665.757.963,00 Rp40.884.260.081,00 {Rp1.781.497.882)
511 Belanja Pegawai Rp28.837.380.776,00 Rp26.253.331.392,00 (Rp2.584.049 384)
5.12 Belanja Barang dan Jasa Rp10.951 882 187 00 Rp12.039.433.689,00 Rp1.087 .551.502
5.1.3 Belanja Bunga Rpz.800.000.000,00 Rp2.515.000.000,00 {RﬁZHE,QDD.ﬂDﬂ}I
5.1.5 Belanja Hibah Rp76.495,000,00 Rp76.485.000,00 Rp 0 |
6.2 BELANJA MODAL Rp1.006.448.900,00 Rp943.773.900,00 (Rp6&2.675.000)
522 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp1.006.448,900,00 Rp943.773.900,00 (Rp62.675.000)
53 BELANJA TIDAK TERDUGA Rp1.000.000.000,00 | Rp300.000.000,00 |Rp7 00.000.000)
5.3, Belanja Tidak Terduga FEp'I.UUU.DDD.ﬂOﬂ.qq_ Rp200.000.000,00 {Rp700.000.000)
54 BELAN.JA TRANSFER Rp385.093.184.000,00 Rpa78.756.564.000,00 (Rp6.336.620.000)
5.4.1 Belanja Bagi Hasil Fpi2.013.910.000,00 Rp13.013.810,000,00 Rp 0
5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan Rp372.079.274.000,00 Rp3E5.742 654.000,00 {Rp6.336.620,000)
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN Rp66.250.000.000,00 Rp19.703.524.024,00 {Hm.ﬁl-ﬁ.l-?ﬁ.ﬂ_'?fﬁ_
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rp&E.250.000.000,00 Rp19.703.524,024,00 (Rp46.546.475.976)
Tahun Sebelumnya
B.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah Rp 0 Rp D Rp0
5.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN Rp74.400.000.000,00 Rp74.400,000.000,00 ) Rp0

6




6.21

Pembentukan Dana Cadangan

Rp 0 Rp 0O Rpd
6.2.3 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Rp74.400.000.000,00 RpT4.400.000.000,00 Rp0
yang Jatuh Tempo
Sumber : Dokumen DPA induk dan DPA Pergeseran 8 EPPKAD tahun 2024, diolah
Tabel 1.3.2
Perbandingan Anggaran Tahun 2023
Kode Uraian Anggaran Induk 2023 Perubahan 2023 Bertambah/Berkurang
Rekening
(1) (2} : 2} (4) (5)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp184.782.085.000 Rp182.586.333.753 (Rp 2.195.751.247)
4.1 | Pajak Daerah Rp155.124.585.000 Rp155.124.585.000 Rp 0O
412 Retribusi Daerah Rp130.000.000 Rp130.000.000 Rp 0
413 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Rp20.212.500.000 Rp20_212 500,000 Rp0
R Dipisahkan
414 Lain-lain PAD yang Sah Fp9.315.000.000 Rp7.119.248.753 (Rp 2.185.751.247)
4.2 PEMDAPATAN TRANSFER Rp1.555.198.990,000 Rp1.568.161.870.303 Rp155.519.899.000
4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp1.419.064.752.000 Rpi.421.504.632.303 Rp 2.839.880,303
422 Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp136.134.238.000 Rp146.247.238.000 Rp 10.113.000.000
4.3 LiIN-LMH PENDAPATAN DAERAH YANG Rp3.100.000.000 Rp2.099.997.100 (Rp 1.000.002.900)
SAH
431 Pendapatan Hibah Rp3.100,000.000 Rp2.095.857.100 (Rp 1.000.002.900)
51 BELANJA OPERASI Rpd0.672.495.549 Rp33.787.021.215 (Rp 6.885.474.334)
511 Belanja Pegawai Rp20.421.198.819 Rp18.932 224 313 (Rp 1.488.974 506)
51.2 Belanja Barang dan Jasa Rp13.751.296,730 Rp9.554.756.902 (Rp 3.896.499,828)
513 Belanja Bunga Rp6.500.000.000 Rp5.000.000.000 (Rp 1.500.000.000)
515 Belanja Hibah Rp 0 Rp 0 Rp 0
5.2 BELANJA MODAL B ) Rp1.332.891.920 Rp833.600.860 {Rp 499.2291.060)
| 522 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp1.332.881.920 | Rp833.600.860 (Rp 499.2291.080)
83 BELANJA TIDAK TERDUGA Rp3.567.500.000 Rp1.607.187.000 (Rp 1.960.313.000)
531 Belanja Tidak Terduga Rp3.567.500.000 Rp1.607.187.000 {Rp 1.960.313.000) |
6.4 BELANJA TRANSFER Rp388.127.203.645 Rp377.012.613.645 (Rp 11.114.690.000) |
5.4.1 Belanja Bagi Hasil  Rp12.687.802.949 Rp12 687 802 849 Rp0
542 Belanja Bantuan Keuangan Rp375.439.400.696 Rp354 324 710656 (Rp 11.114.630.000)
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN Rp171.885.956.782 RpB9.669.212.274 (Rp 102.326.743.508)
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Angaaran Tahun Rp171.995.955.762 Rp28.562.969.T61 (Rp 143.432.986.021)
B Sebelumnya
6.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah Rp0 _Rp41.106.242 513 Rp41.106 242 513
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN Rp70.000.000.000 Rp13.652.378.474 (Rp 56.347.621.526)
62.1 Pembentukan Dana Gadangan Rp20.000.000.000 Rp0 (Rp20.000.000.000)
623 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Rp50.000,000,000 Rp13.652.375.474 {Rp 36.3473621.526)
Jatuh Tempo

Sumber ; Dokumen OPA indwk dan DFA Perubahan BFFKAD tahun 2023, dinlah

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan
Aset berasal dari APBD Kabupaten Rembang. Terlihat pada tabel 1.3.1, untuk Tahun 2024
Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset semula Rp 42.665.757.963,- dan mengalami

perubahan belanja menjadi Rp. 40.884.260.081

-~ atau berkurang Rp. 1.781.497.882 -

dikarenakan efisiensi belanja. Sedangkan pada tahun 2023, dukungan anggaran untuk
melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset berasal dari APBD
Kabupaten Rembang. Terlihat pada tabel 1.3.2, untuk Tahun 2023 Anggaran Badan Pengelola
Keuangan dan Aset semula Rp 40.672.495.549 - dan mengalami perubahan belanja menjadi
Rp., 33.787.021.215,- atau berkurang Rp 6.885.474.334, - dikarenakan efisiensi belanja.

Adapun tindak lanjut atas LHE SAKIP tahun 2023 disampaikan sebagai berikut:



Tabel 1.4

Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2023

Rekomendasi Rencana Akal Tindak | Satuan Uraian Status’ LinkfBukti Cukung Tindak Lanjut
Lanjut Progres
penyelasaian
Mengusulkan kepada | Mermbuat surat | dokumen | Pedoman Turtas hitps:iidrive googhe comidrivei2folders
Bagian  Organisasi | terkait permohonan peTyUSUnan N THSX\OnnYvAln: r¥ D
tarkait pedoman | pedoman renaksl Rancenz Aksl He
Renaksi
Mengusulkan Membuat surat | kegiatan Diklat  Penyusunan | Tuntas hittps:fidrive.googie comidri folders
kepada unit | tarksit permohonan Pohon Kinerja N THEX\Ong'Yw Bln B2 ne Ho R 7 DaBS Do
argansasi pangampu | penyelenggarakan He
penumjang  wrusan | Bintek  penyusunan
pemerintahan Penjenjangan
{Perencanaan/ Kinerja/ Pahar
Diklat) Kinerja bag
menyelenggara kan | Perangkst Dasrah
Bintek  penyusunan
Penjenjangan
Kinergal Pahaon
Kinerja bagl
Perangkat  Daerah
sabagai upaya
penyempumaan
pohon kinerja
Memperbeiki  pohon | Memperbaiki dokurnen | Pohon Kinerja | Tuntas bttps:fidrive. gpogle comidriveuZiiolders
kinerja dengan | Penjenjangan be-dasarkan ATHSXVD0gYvBindtB2ncHbR 2 Nafs | D
rgmparhatian Kinerjal Pahon Peraturan  Menteri Hp
faktor kunci  atas | Kinere sesuai PANRE MNomor B89
kirerja wang ingin | Peraturan  Menter Tahun 2024
dicapal serta kaidah | PAMRB Nomor 88
penjenjangan kinerja | Tahun 2021
gesuai Peraturan
Menteri FANRE
Nomor 83 Tahun
2021
Memparbaiki Memperhaiki dokummen | Remcama Aksl tahun | Tunias hitos:fidrive, i cormidrivedui2folders
dokumen  Remaksi | dokumen  Renaksi 2024 N THEXY OngYwlr a2 HERZ0g67De
tahun 2024 dengan | tahun 2024 He
mienambah kan
Pejabat Penanggung
jawabl  pangampu
atas pencapaian
kirarja program/
kegiatant suby
kegiatan
Memerintahkan Menyugirn  laporan | dokumen Laporan Capaian | Tuntas hiltps.fid rive. google. comidrivedu
saluruh pejebat | capaian kinerfa ke Kinerja dalam ATHEXOngYvBlirkkS@nHbRZ Dos8iDe
struktural {eselon Il | dalam aplikas: sapa ap ikasi Sapa Kinera Hp
dan (1] untuk | kinerma
MEnyuEwn dan
medaporkan capaian
kimerjanya  secara
berkala yang
dituangkan dalam
Laparan Kinerja
aacara berkaly
Hasll pengukuran | Menyusun dokumen | Ladloran Kinerja | Tuntas https:fidrive. aooghs cormidiveiu2ifolders
kinerja  yang felah | perubahan renja Inetansi  Pemearintsh 1 THEXWOng vvBirs K82nHER 2 0g69|De:
diuraikan  kedalam | 2024  berdasarkan tahun 2023 Hp
dokumen LKJIF tahun | data dukung LKJP
2023 agar dijadikan | 2023
pedoman dalam
panyasuaian siretegi
unfuk mancapai
kinera yang
dituangkan dalam
dolkurmen  perubahan
Renja tahun 2024
Menyempumakan Menyusun ulang | dokumen | Lasoran Kinefa | Tuntzs hitps:iidrive google comidrive i 2/lolders
dakurnarn LKJIF | dokumarn LEJIF Instansi  Pemerintah N THEXNOR Y Birs KD 2 re HBRZ Do 7 0iDs
tahun 2023 dengan | demgan tahun 2023 He
menambahkan menambahkan

misinformasi analisis
dan evaluasi realisasi

kirerja dengan
realizasi  kinerja di
leval Kabupatan

tatangga

analisis dan evahmsi

raalisasi kinara
dangan raalisas:
kinaga  di level

Kabupaten Kudues




5.

8 Dalam upaya | Menyusun ulang | dokumen | Laporan Kinera | Tuntas hitos lidrive google comidrivelui2iolders

peningkatan  kinera | dokumen LEJIP Instansi  Pemearintzh A THEXVOng Vvl KEZreHBRZ 007 1i0e
unit organisasi pedu | dengan tahun 2023 Hp
menciptakan dan | menambahkan
mengambangkan uralan inevasi
incvasl- Inovasi dan
divraikan pada
Laporan Kinerja

8 Untuk  menghitung | Menyusun ulang | dokumen | Laporan Kinera | Tuntas hitps lidrive goodle comidriveiu/2folders
ulang efisiensi | dokurnen LKJIP Instansi  Pamerintah M THEX W Ong'yvElre K92 HbRZ 007 2i0:
berdasarkan dengan tahum 2023 Hp

formulasi yang tepat | menambshkan
Efisiensi = [realisasi | perhitungan  ulang
outpuf]  x  100%¢ | efisiensi

realizasi sumber
daya
(anpgarantE0M),

sarta  menguraikan
analisis dan
penjelasannya
10 Menyusun rencane | Menyusun rencana | dokumen | Rencana Aks Tindak | Tuntes hittps-fidrive google. comidriveiu2foldars
aksi Sndak lanjut aksi tindak lanjut Lanjut LHE SAKIP HTHSXWOng'YvBir KO 2re HbRZ0g7 3i0c

Hp

, 12 Agustus 2024
Kabupaten Rembang

Dasar Hukum

Laporan Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini disusun

berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi
Pemerintah.

. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5
Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

6.Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Tahun 2024 adalah



IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB |

BAB Il

BAB Il
3.1

3.2

BAB IV

LAMPIRAN
1
2
3

PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek
strategis organisasi dan permasalahan utama (strategic issued) yang
sedang dihadapi.

PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasanfikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi.

Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk
mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen
Perjanjian Kinerja.

PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan
organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Prestasi yang diraih
Lain-lain yang dianggap perlu.
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

1.Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah meningkatnya
kualitas pengelolaan keuangan & barang milik daerah yang akuntabel dan meningkatnya
kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja

Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

T s |
| Target Kinerja pada Tahun
Neo Tujuan Sasaran ] Indikator Kinerja
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(1) 2) {3 ) | 4) I (g} () (2) (%) {10
1.1.1 | Meningkatnya Kualitas 11441 | Opini BPK atas LKPD | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
Pengelolaan Keuangan & ' 5
BMD yg Akuntabel Persentase Kualitas
1.1.1.2 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Ni& | 90 g25 |85 87,5 100
Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah
Diaerah
Indeks Pengelalaan
Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang hilik
1113 Daerah A, 70 72,5 75 775 B0
Proporsi FAD
terhadap Pendapatan
Draerah
Meningkatnya Kontribusi
Pendapatan Asli Daerah Persentase
Peningkatan PAD Nig | 17,84 | 1886 | 195 | 2036 | 2123
112 1.1.24 Meningkatnya |
Penerimaan pada Sektor
l Pendapatan Asli Daerah '
1.1.22 MiA 3,94 | 3,87 400 | 403 4 06

Sumnber : Rensitra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dasrah Tahun 2021-2025

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daergh Tahun 2024

Penjelasan
No g:;“;ism‘“' Indikator Kinerja Satuan | Definisi Formulasil Rumus | ¢
Operasional Perhitungan
(1 (2} () (4} (5) (&) {7
1.1, | Meningkainya Kualitas 1.1.1.1 Opini BPK WTP Oipini dihasilkan Opini BPK atas | Laporan Hasil
1 Pengelolaan Keuangan atas LKPD dari pamerksaan LEPD Pemeriksaan
& BMD yg Akuntabeal keuangan yaitu | dari BPK
pemeriksaan atas |
laporan keuangan |
pemerintah
daerah |
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Penjelasan
No mif““m Indikator Kinerja Satuan | Definisi Formulasi/ Rumus | ¢
Operasional Perhitungan E
(1 (2} &) (4} (3 (8) 7
Pengelolaan ke Dokumen KLUA,
uangan daer Dokumen
Persentase ah adalah RAPED,
1112 Kualitas % keseluruhan ke | (1/3 Persentase Dokumen APED
Pengelalaan giatan yang ketepatan wakiu dan Laporan
Keuangan mefiputi pe | penetapan dan Keuangan
Daerah rencanaan, pelak | penerbitan dokumen | Perangkat
sanaan, penatau | penganggaran) + Daerah
sahaan,pelaporan, | (1/3 Persentase
pertanggung | penyerapan belanja
jawaban, dan  pe | daerah)+ (1/3
ngawasan  keua | Persentase OFD
ngan daerah. dengan laporan
keuangan kategor
Pengelclaan baik) x 100% Laparan Barang
barang milik Milik Daerah
daerah  meliputi (BMD)
perencanaan, Perangkat
Indeks pengadaan, Daerah
11132 Pengelolaan % hingga ke | (173 Perzentase
Barang Milik pembinaan kesesuaian
Daerah pengawasan, dan | pemanfaatan EMD
pengendalian terhadap
barang milik | perencanaan
daerah, pengelolaan BMD) +
{1/3 Persentase
ketepatan wakiu
akuntabilitas
peEnyampaian
laporan BMD) + (173
Persentase terib
administrasi
pemindahtanganan
BMD) x 100%
1.1. Meningkatnya Kontnbusi | 1.1.2.1 Proporsi 4 Merupakan (Realisasi PAD / LRA Tahunan
2 Pendapatan Asli Daerah PAD perhitungan atas Realizas]
terhadap realisasi PAD Pendapatan
Pendapatan dibandingkan Daerah) x 100%
Daerah dengan realisasi
Pendapatan
Daerah
Merupakan LRA Tahun (n)
1122 Parsentase L% perhitlungan dan LRA Tahun
Peningkatan antara realisasi (PAD Th (n) - BAD (n-1)
PAD PAD tahun ini Th{n-1)/
dibandingkan PAD Thin-1) x
dengan realisasi 100%
PAD tahun
sebelumnya

Sumber: Indikator Kinera UWams Badan Fehdapﬂtan, Fengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan tersebut diatas, maka perlu menyusun dan melaksanakan strategi secara tepat yang
selaras dengan strategi dan kebijakan daerah seria rencana program prioritas sebagaimana yang
tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah
kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat
Daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Strategi organisasi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang pelaksanaannya dijalankan
ke dalam kebijakan program dan kegiatan. Kebijakan organisasi adalah pedoman pelaksanaan
tindakan - tindakan tertentu. Kebijakan pada dasamya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan
oleh pimpinan untuk dijadikan pedoman pegangan dan petunjuk dalam mewujudkan tujuan, visi,
misi organisasi.
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Terkait dengan pelaksanaannya dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021 - 2026 maka kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai
berikut :

Tabel 2.3.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan SKFD Sasaran SKPD Strategi Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Meningkatnya  Kualitas | Kemizmen Pimpinan dalam Menyiapkan dan
Pengelolaan Keuangan & Pengelolaan  Keuangan | Penyampaian KUA, mengembangkan sistem
EMD yg Akuntabel Daerah Rancangan APBD dan penganggaran dan pengelolaan
Kesepakatan Rancangan keuangan
APED yang Tepat YWakiu secara transparan dan
akuntabel
Komizmen seluruh jajaran Penerapan tata kelola keuangan
pemerintah untuk menerapkan | daerah berdasarkan SAP
SAP perbasis akrual dalam berbasis akrual melalul SIPD
| tata kelola keuangan daerah dan meningkatian mutu SDM
| | dengan pemanfaatan pengelola kevangan
| | teknologi informasi
Tujuan SKPD Sasaran SKPD Strategi Kebijakan
Meningkatnya Kualitas | Inventarisasi dan verifikasi Peningkatan mutu S0OM
Pengelolaan Barang Milik | barang milik daerah dan Tertb | pengelola BMD dan
Diaerah Pengelolazn BMD Pengelolaan BMD melalui
aplikasl SIMDA BMD
Meningkatrya Kontribusi Meningkatnya Penerimaan | Optimalisasi sumber-sumber Peningkatan koordinasi antar
Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Pendapatan Asli Daerah | pendapatan asli daerah OPD penghasil dan
(PAD) melalui ekstensifikasi dan meningkatkan SOM pengelola
intensifikasi pajak dan retribusi | pendapatan dan
daerah Peningkatan kesadaran
terhadap pembayaran Pajak,
opimalisasi penarikan pajak,
dan perbaikan pelayanan pajak

Sumber: Renstra BPEKAD 2021-2026
3. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan
dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan.
Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.
Berikut Rencana Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

Tabel 2.4.1.

Struktur Program, Kegiatan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024
13



PEAS

290,000,000

o

02

.0

Hoeordinast dan Penyusunan Perubniaan
LA diom Perubnhan FRAS

.01

S50, 000

25000000

]

Koordinasi, Penyusunan dan Yerikas
BEA-SKP

115000000

TEOUODHD, OO0

{85.000.000)

a2

200

Koomlinmnsi, Penyusuman dan
Verifikasi Perubalia REA-SKPD

o2

201

R AL OO0, G0

{10.000.000)

Veriflkasi DPA-SHPD

01

B3.000.000

TOCUO00, 000

-15.000.000

Koondinesi, Fenyusunan dan Veriflikasi

2.01

Perbalian DPFA-SKPD

Rpei5. 000,000

Rp61.244.000,00

(16.244.400)

Koordinast dan Penyusnnan Perafirmmn
Db tentnng APBD dan Peraturan
Kepaln Dacrah tentang Penjabaran
APBD

2E5.000.000

EHS.000,000

0

2.01

Koondinasi dan Penyusunan Peratirmi
Daerah tentang Perubahan APBD den
Frostumn Kepala Daemab tentang
Penjabaman Perubahan AFBD

265,000

S 000,00

201

Koondlinasi dan Peoyusunan Regulesi
serin Hebijakan Bidang Anpgaran

02

2.0

10

EEINKLD00

AT 0000

-150.000.000

Koordinasl Perencanann Anggaran

W | @ @

2

o

2,01

11

T20.000.000

0

Peficlapatan
kKoonlinasi Perencanann Anggaran
Delonja Dacrah

02

LLE]

2,01

12

200,00.000

ER0.O00.000

- 50000000

Pemb

o

w

o

02

[i7]

201

2,002

13

125.000.000

125,(00000

Pembinaan Perencanaan Pengan ggaran
Daerah Pemerantal Kabugsibenf Kotn

5. 00, (00

RpI65452.077,00

150061000

TE.000.000

02

SR

2.0

Fo L0, CHL CHID, 0

B5.000.000

rﬁ

o2

202

Perimbangan dan Dana Transfer

240,000,000

44.200.000

2.02

Lainnyn

Koonlinasi, Pebaksanann Kerjwssmn dan
Pemantmuan Transaksi Bon Tunni
(dengan Lembngn Kennmgan Bank dan
|Lembegn Kenangan Bulan Bank

2.02

5000

93,000,000

HKoonlinas| dan Penyususan Lapomc
Realissai Penecrmmsn danm Pengeluaman
Kas Daerah, Laporan Allvan Kas, dan
Pelaksansan Femunguianf Pomotongan
can Penyetormn Perlitwagan Filisk
Hetign {PFK)

500, OO

319,200,000

50.000.000

2.02

Rekonsiliasi Data Peoerasan dun
Pengeloaran Kas serin Pemungutan dan
Pemotongan Atas SP20 dengan lostansi
[ Teikmil

TO.MB.000

202

11

Koordinasd H: u.ul.u .

GO, 000

125,000,000

55.000.000

Fp 125 000.000,00

35.000.000

Pensrimaman doan Peopgehsomn Kas
'Dhruh

18.700.000

135,000,000

18,205.300

65000000

(464 500)

203

Rekonsibiasi dan Verifikasi Ased,
Rewajiban, Ekidies, Pendapatan,
Belang, Pembiay ; Pendlag Lo

B.800.000

500, 00

0

203

4. 400000

2.030,000

(2:380.000)

280,200,000

2B HRO00

Gk 100,00

E5.680.500

(24.419.500]
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Lireann §Bidang Urusan Pemerintah
Dacrh dan Progmm | Keglstan fSub
limpEian

Angparan ipduk

Angparan Perubabion
TPergesermn §)

Bertambah f Berkurang

2

203

LY
Koomtinasi, Sinkronisesi, dan
Penyelesatan Tunlutan Pecbemlahaman

203

dan Tunlutan Kensginn Dacoah

(EXE T

15,200,000

[Z.700.000)

Penyusunan Kebjjakan dan Panduan

243

5. O, D0k

11, GO0

600,000

10,500,000

10500000

203

Pembinnnn Aluntansd, Pelapoan dan
Pertanggungiamwatsan Fomorininh
Habupaten) Kola

185400060

154,721,000

=19.721.000

Pembinaan Pengelolnan Keuangan

TRp2A00.000.000,00 |

"~ Rp2.515.000.000,00

{ Rp285.000000,00]

54,700,000

5 |02 |02 204 |B 2.800.000,000 365.942.654.000 (363,14 2.654.000)
5 (o2 (o2 [204 |9 1.000.000.000 S00.000.000 {700.000.000)
15.013.910.000 13.015.51.000 o

I T
02 o3 |01 |3 |[Penyusunon Perencansan Hebutaban E.ﬂm
Floramp Milik Daeaaly _

02 |ua |2et |3 IFmtauuhm Darang Milik Dacsal T28.000.000

02 o3 [201 [T |Peogamanan Bamang Millk Decral G305, 000 0

02 (03 |201 |8 |Penibad Dasng Milik Dacmhb A2.675.000 A2675,000 o
5 |02 o3 201 |9 |Peogewasan dan Fongeodalion 25.000.000 35000000 o
5 |0z |03 |201 |10 s 241930, 244,920,000 o

35000000

Dracsal, serts Penyusunan Kebigakan
02 |04 (201 |3 |Penyuluban dan Fenyebarinmsen 623,740,000 T 7T 000 B3092.
Kb Dacrah B o
5 [0z |02 (201 |5 [Pendatnan dan Pendafaran Objek Pajak ERSG0.000 T 050,000 o
Dacrah
5 (2 04 (201 |6 |Pengolahan, Pemeliharaan, dan 208.800.000 08B D000 o
Pe Basis Dl Pajak Doemb B
5 |02 (04 (200 |7 |Punilsion Pajuk Bumidan Bangunan 72 800000 ITEEO0.000 ]
Perdeasan dan Perkotsan [PRBF2) serin
Bes Pemslehan Hak atss Tanah dan
Bangunan (BPHTE
5 [0z |04 (201 |10 |Penelitisn dan Verilasi Data Pelaporan 06, (410000 ATA 00000 -12.500.000
Pajak Dacral
5 [02 |04 |Z01 |11 |Penagiban Pajak Daemb ABT.000.000 ABT 000,000 o
5 |02 |04 |201 |13 |Pengendaban, Pemerdoann dan 55,620, 000 0.0 0 0
Pe Dacral ST
| Total Anggaran yang Mondukung Susamn 3 0,75 1,655,000 2847 167,000 _05532.000
Total nidai Anpgaman sasamn 1 +2 «3 A96.7 14.539.000 BO0.4 16.847.077 16.207.691.923)
barkaitan
langsung
dangan
pencapaian
Sasaran

Sumber:: Dokumen DPA Induk dan DPA Pergeseran 8 BPPKAD tahun 2024, diolah

Tabel 2.4.2. Struktur Program, Kegiatan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2024
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Bremng
S Urusan § Bidang Uriaan Pemerintsh e ﬁ.“ﬂﬁmn ﬁ:ﬂh:]]mn I::;;ﬂmhm._nh
Kl Daemh dan Progrmaam [ Kegintar [ Sub ¥ fBe o
[epiatam
2
£ ils 1 o
| PO R e i o il
X o1 |01 Percncanann, Proguggamn, dan 53,850,000 AOO00.000
5oz o1 201l |1 (Penyusunan Dokumen Ferncanaan 18 450,000 153040000
5 Permnghad Daerah
5 |2 |01 201 |2 |Eoordinesidan Penyusunan Dokamen L1000, 00 7.800,000
| HEA-SKPD
m S 101|201 |6 |Keordimnasidan Penyusunan Lapomn 4.400.000 4.400.000 o
|Caprian Kinerja dan [khtisar Reolisnsi
b | Kinerja SEPD
& 5 juz 01 201 |7 [Evaluasi Kinega Perangken Deereh L0, 0K 12500000 T 500,000
5 oz Jo1 |20z Hewnngan Frrnpkat 0082 57T 00 27,395,057 641 2562 819,384
5 02 | (202 |1 |Penyedsan Gaj den Tunfngan ASH 29.313.557 025 26,730.917 641 2 57 610,334
3 |02 |1 202 3 |Pelaksanasn Penatansalaan don SE504M.000 E RN 0
0 Pengujisn Verifikasi Henangan S5PD
5o o2 |01 1202 |5 |Keondinesidan Penyvusunan Laperan “0.000,000 20.000.000 ]
o Keumngan Akhir Talun SKPD
K 502 |01 [202 |6 [Pengelolsen don Penyispan Baban 0 OCHY OO 30,000,000 0
i Tanggnpan Pemeriksasn
5 |0z |01 [2os | Administrani Kepegnwalan Peomgkot 68,410,000 T4.700.000 (6.290.000)
& 5 |02 |01 (205 |9 [Pendidilen dan Pebatihan Pegawai 51.910,000 58,200,000 [6.290.000)
Berdasariean Tugas dan Frimpsi
T S |02 |01 (205 |10 [Soeislisnsi Peraturan Porundang. 16,500,000 16,500,004 [
Umnelagngam
5 |02 |01 [2.06 [Administrasi Umum Pranghs Dasmb 414,190,575 F21.23 000 22959575
o So|e2 |01 206 1 |Peoyediasn Kompooen fostalasi 0,901,000 5.991.000 0
- [.Iﬂﬂkg!\:mrﬂnﬁn Bangunzn Knior
A 5 (o2 |01 (206 |2 [Penpediaen Peralatan dan Perkngkapan 56,000,000 72,000,000 (7.000.000]
| Ao
; [ oz [o1 Jzoe |3 Penyediasn Peralatun Rumah Tanggs 13,200,000 15000000 (1.600,000)
! 5 02 (01 |zoe (4 [Pesyediann Bahan Logistik Kantoer 85,000,000 90,000,000 (50000000
Ly 5|02 |01 |206 |5 |Penyelisan Bamng Cetakan don 53,990,575 4, (MM, 000 40000575
o Pen
u 5|0 |01 206 |6 [Penyodisan Baban Bacaan dan 400,000 7000000 (3000000
Peratirsm Perundnng- undangan
I3 5 o2 (01 |206 |7 |Pooyedisan Baboof Materiol 555 00, (N 55,000,000 0
S |02 |01 |206 |9 |Peoyelmggaraan Rapat Keordinos dan BT.000.0008 AT 20,000 (10.240,000)
" Konsultasi BKFD
|15 o2 jo1 |2.07 Pengsdaan Barwnsg Milik Dacnd 1580038, 90Kk 15100900 7.000.000
n 5 |02 1“] 207 |1 | Pengadaan Kendorann Perorangan 0
Dins ot Kendaraan Dinas Jabatan
| 5 o2 1 207 |2 Pengadaan Keminnsn Binas TCH 0, DD B0 OO0 (3 A4.000.000
o Operwionnl nton Lapangan
] = 5 [e2 0 (247 |6 |Pengsdaan Peralatan dan Mesin Ladnovas) 34,750,000 31.750,000 2.000,000
| 4 3|02 |0l 2.07 10 | Penglann Sarana dan Prasamng 20,353,900 15,253,900 1.000.000
Gedung Kantor stan Bangunan Lainwys
5 o2 |01 [los Peuyedinan Jaas Penunjamg Uneass 2085820363 1.995.805,363 89,925,000
ooz |01 |208 |1 [Pesayedinan Jpss Surst Menyom 3,300,000 3,300,000 ]
5 oz (01 [208 (2 [Penyedisan Jess Romunibkesi, Sumber 20EB00_000 305,500,000 (6. 700.000)
Daya Air sbai Listrik
5 oz |on (208 [+ |Peoyedinan Jssa Pebyonnn Umng 1782720, 363 1.6ET.005.963 06,525,000
[anior
5 01 |2.00 Pemeliharsan Bumng Milik Darsa 338,000,000 464, 963000 (126 S62.000)
Penunjang Unasan Pemerintahnn
S ooz fon (200 (1 |Penyedisan Jasa Pemelilmiman, Doaya 178,000,000 254.563.000 (76565 000)
Pemeliharaan elan Pajuk Kendarasn
PFeromngan Dinas atau Kendarmen.
Drinas Jahatan
5 (02 01 209 |6 |Femsliharasn Pemlatan dan Mesin 25, 0480.000 G2 00000 (37.400.000)
Lainmyvs
S |02 01 |a09 |9 |Pemeliharaang Behobilitnsi Gedung G500, 000 5. Q00 D0 0
Kantor dan Banpunon Lainnys
S5 |02 0] 2,09 10 | Pemnelibacson Rehabilitasi Smomos dan TOLOGD. 000 ARD00, 000 (13.000.000)
| Prsarana Gedung Kanlor atag
| Bangunan Lainnys T T L
Taital nilai anggaran Pendukung 33.060.85 1863 30,467, 730904 _(2.583. 100.9549)

4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanijian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan
oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber
dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan
dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada
kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

16



Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja

No. Tujuan dan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) . {2) (3} 4)
1. Tujuan:
1.1 Meningkainya kualitas pengelolaan keuangan & Barang | Opini BPK atas Laporan WTP
Milik Daerah yang Akuntabel Keuangan Pemerintah Daerah
i2 Meningkatnya konfribusi Pendapatan Asli Daerah Proporsi Pendapatan Asli 18,5%
Daerah terhadap pendapatan
Daerah
2. Sasaran:
21 Meningkatnya Kualitas Pengelalaan Keuangan Daerah Persentase Kualitas 95%
Pengelolaan Keuangan
N - Daerah
22 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Indeks Pengelalaan Barang 75
Daerah Milik Daerah L
23 Meningkatnya Penerimaan Persentase Peningkatan 4
_ Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah
3 Direktif Pimpinan
il Meningkatnya akuntabilitas kinerja OFD Milai SAKIP OPD 77 64
3.2 Meningkatnya kualitas pelayanan pubfk OPD Milai IKM OPD B4

Keterangan :Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di
dukungan anggaran sebagai berikut :

atas, terdapat

Mo

MNama Prograim

Anggaran (Rp.) Keterangan

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota

33.050.850.863 APBD Kab.

Frogram Pengelolaan Keuangan Daerah

382.723.184.000 APBD Kab.

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

1.238.700.000 APBD Kab.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

2.751.655.000 APBD Kab.

JUMLAH

429.765.380.863

Pada tahun 2024, Perangkat Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Rembang melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024,
Perubahan dilakukan karena ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Pergeseran 8 Anggaran Tahun
2024. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Rembang Tahun 2024

No. Tujuan dan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3 {4)

1. Tujuan; _

1.1 | Meningkatnya kualitas pengelalaan keuangan Opini BPK atas Laporan Keuangan WTP
& Barang Milik Daerah yang Akuntabel Pemerintah Daerah ]

1.2 | Meningkatnya kentribusi Pendapatan Asli Proporsi Pendapatan Asli Daerah 19,5%
Daerah termadap pendapatan Daerah

2. | Sasaran: ]

2.1 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan | Persentase Kualitas Pengelolaan 95%
Daerah Keuangan Daerah

2.2 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Indeks Pengelolaan Barang Milik 75
Milik Daerah Daerah N

2.3 | Meningkatnya Penerimaan Persentase Peningkatan 4

5 Pendapatan Azli Daerah Pendapatan Asli Daerah

3. | Direktif Pimpinan E

3.1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD Milai SAKIP OPD 77 64

2.2 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik OPD Milai KM OPD |- I

Keterangan : Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas, terdapat
dukungan anggaran sebagai berikut :
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No

Mama Program Anggaran (Rp.) Keterangan

1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 30.467.750.904 APBD Kahb.

2 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah 386.304.960.077 APED Kab.

3 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.264.700.000 APED Kab.

4 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 2.847.187.000 APBD Kab.
[ JUMLAH 420.884.597 981

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan
sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan :

Tabel 2.7 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DacrahTahun 2024

Nerifikasi RKA SKPD

Program/ Kegiatan/Sub i : Target
No Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
1111 MENINGKATNYA Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Dasrah WTP
KUALITAS PENGELOLAAN | Formulasi= Opini BPK Atas LKPD
KEUANGAN DAN BARANG
MILIK DAERAH YANG
AKLUNTABEL
1112 MENINGEATMNYA Persentase Kualitas Pengalolaan Keuangan Daerah a5
KUALITAS PENGELOLAAN | Formulasi= 1/3 Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan
KEUANGAN DAERAH dokumen penganggaran) + (173 Persentase penyerapan belanja daerah)
+ (1/3 Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik) x 100%
11121 PROGRAM Persentase Realisasi Belanja terhadap Target Belanja yang Telah 85
PENGELOLAAN Ditetapkan
KEUANGAN DAERAH
Eormulasi=
Realisasi belanja daerah tahun n  x 100%  Target belanja tahun n
Persentase Ketepatan Wakiu Penetapan Perda APED
Formulasi=
- Perda APBD induk harus disusun sebelum tanggal 31 Desember 100
tahun n-1.
- Perda APBD Parubahan harus disusun sebelum tanggal 31 Oktober
tahun n.
Persentase Kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan antara KUA- a5
FPAS, RAPBD dan APBD
Formulasi= 100% apabila terdapat kesesuaian antara program, kegiatan
dan sub kegiatan antara KUA-PPAS. RAPED dan APBD.
Persentase Penyampaian Laporen Keuangan Pemerintah Daerah
Akuntabel dan Tepat Waktu
Formulasi= Milai 100% apabila penyampaian LKPD akuntabel dan tepat 100
wakiu
111214 Koordinasi dan Penyusunan | Persentase Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBED yang 100
Rencana Anggaran Daerah | Ditindaklanjuti
Formulasi= 100% apabila terdapat tindak lanjut Pemerintah Kabupaten
terhadap Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD.
Persentase Ketepatan Waktu Penetapan KUA PPAS dan Rancangan
APBD
Formulasi= 100% apabila kegiatan mulai dilaksanakan pada triwulan 3 100
tahun n
1112114 Keordinasi dan Penyusunan | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun ) 2
| KLUA dan PPAS
1112112 Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2
Perubahan  KUA  dan
Perubahan PPAS
1.1.1.21.13 Koardinasi,Penyusunan dan | Jumlah RKA-SKPD vang Diverifikasi 40
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Program/ Kegiatan/Sub

Pengeluaran  Kas  Sera

Terkait

: Target
No Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
1112114 Koordinasi Penyusunan dan | Jumilah Perubahan REA-SKPD yang Diverifikasi 120
Werifikasi Perubahan RKA
SKPD
1112115 | Koordinasi, Penyusunan dan | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 40
Werifikasi DPA SKPD _
1112118 Koordinast Penyusunan dan | Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi 40
Verifikasi Perubahan DPA
SKPD B
1112447 Koardinasi dan Penyusunan | Jumlah Peraturan Daerah tentang APED dan Peraturan Kepala Daerah 150
perafuran daerah tentang | tentang Penjabarar APBD
APBD  dan Peraturan
Kepala Daerah tentang
penjabaran
APBD
1112118 Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan 2
peraturan  daerah tentang | Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Perubahan  APBD  dan
Peraturan Kepala Daerah
tentang penjabaran
_ Perubahan APBD
1112148 Koordinasi dan Penyusunan | Jumish Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 10
Regulasi serta Kebijakan
Bidang Anggaran
1.1.1.2.1.1.10 Koordinasi Perencanaan | Jumlah Dekumen Hasil Keordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 4
; Anggaran Pendapatan
14421011 Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencansan Anggaran Belanja 4
Anggaran Belanja Daerah
Daerah
11421142 Koordinasi  Perencanaan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 4
Anggaran Pembiayaan
11121143 Pembinaan Penganggaran | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah 100
Daerah Pemerintah | Femerintah Kabupsten/ Kota
Kabupaten/Kota
114212 Koordinasi dan Pengelolaan | Persentase OPD yang terfasilitasi Penyusunan Dokumen Anggaran Kas 100 l
Perbendaharaan Daerah Formulasi=
(Jumlah OPD yang tefah terfasilitazi penyusunan dokumen anggaran kas
: jumlah OPD yang belum terfasilitasi penyusunan dokumen anggaran
kas) x 100%
Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer pada RKUD
Eormulasi=
isas pene n dana tr ¥ 1008 a5
Target penerimaan dana transfer
11121241 Koordinasl dan Pengelolaan | Jumiah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 1
Kas Daerah .
1112122 Penatausahaan Jurniah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah 4
_ Pemblayaan Daerah
111.21.23 Koordinasi, Fasilitasi, Jumlah Dokurmen Hasil Koordinas!, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, 1
Agistens| Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan
Supervisi, Monitoring dan Dana Transfer Lainrya
Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana
Transfer Lain nya
1112124 Koordinasi,  Pelaksanzan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan 4
Kerjasama dan | Pemantauan Transaksi Non Tunal dengan Lembaga Keuangan Bank dan
Pemantauan Transaksi Mon | Lembaga Keuangan Bukan Bank
Tunai dengan Lembaga
Keuangan Bank dan
Lembaga Keuangan Bukan
Bank
1112125 Koordinasi Penyusunan | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, 16
Laporan Realisasi | Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan
Penerimaan dan | Penyetoran Perhiturgan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi
Pengeluaran Kas Daerah, | dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan
Laporan Aliran Kas, dan | Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga
Pemungutan/Pemotongan {PFK)
dan Penyetoran
Parhitungan Fihak Ketiga
(PFI)
11121286 Rekonsiliasi Data | Jumiah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pangeluaran 2
Penerimaan dan | Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP20 dengan Instansi
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Pemerintahan Daerah

Program/ Kegiatan/Sub 5 : Target
No Kagiatan Indikator Kinerja Kinerja
Pemungutan dan
Pemolongan  Atas SP2D
Dengan Instansi Terkait
1112127 Penyusunan Petunjuk | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan 40
Teknis Administrasi | Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan
Keuangan yang Berkaitan | Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
dengan Penerimaan dan
Pengeluaran  Kas serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban  Sub
Kegiatan _
1.1.12.1.28 Pembinaan Penatausahaan | Jumizh Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan 100
Keuangan Femerintah | Pemerintah Kabupaten/Kola
Kabupaten/Kota
111213 Koordinasi dan Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda Pertanggungjawaban 100
Pelaksanaan Akuntansi dan | APBD
Pelaporan Keuangan Formulasi= Perda Pertanggungjawaban APBD nilai 100% tepat wakiu
Daerah apabila dipenuhi maksimal 3 bulan setelah opini BPK.
Persentase Pencatatan Akuntasi Penerimaan dan Pengeluaran PD sesuai
SAP dan Tepat Wasxtu
Formulasi=  Pencatatan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran PD
dilaksanakan oleh masing- masing Perangkat Daerah, dan dilaksanakan
rekonsiliasi bulanan oleh Bidang Akuntansi maksimal tanggal 10 setiap 100
bulan.
1.1.1.2.1.3 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hesil Koordinas! Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan | 40
Akuntansl Penerimaan dan Pengeluaran Kas Caerah |
Pengeluaran Kas Daerah
1.11.2.1.32 Rekonsiliasi dan Verifikasi Jumilah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, 40
Aset, Kewajiban, Ekuitas, Ekuitas, Pendapatzn, Belanja, Pemblayaan, Pendapatan-L0, dan Beban
Pendapatan, Belanja, |
Pembizyaan, |
Pendapatan-LO dan Beban
1.1.1.2.1.33 Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APED Bulanan, 19
Laporan Triwulanan dan Semesteran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran
1112134 Konsolidasi Laporan | Jurlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan 40
Keuangan SKPD, BLUD | Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi
dan |
. Laporan Keuangan PEMDA, '
1112135 Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 2
Rancangan Peraturan | Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang | Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pertanggungjawaban | Kabupaten/Kota
Pelakzanaan APBD i
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APED o
11121386 Koordinasi,  Sinkrenisasi, | Jumlah Dokumen Fasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian 40
dan Penyelesaian Tunlutan | Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
Perbendaharaan dan
e Tuntutan Kerugian Daerah
1.1.1.24.3.7 Penyusunan Kebljakan dan | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasicnal Penyelenggaraan 1
Panduan Teknis Akuntansi Pemeriniah Daerah
Operasional
Penyelenggaraan Akuntansi
Pemerintah Daarah
1112138 Pembinaan Akuntansi, | Jumlah Crang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan 40
pelaporan, dan | Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
Pertanggungjawaban
Pemerintah Kabupaten/
Kota
1112138 Pembinaan  Pengslolaan | Jumlah BLUD Kabupaten/Kola yang Dibina 18
Kauangan BLUD
Kabupaten/Kota ) )
1.1.1.2.1.3.10 Koordinasi dan Penyusunan | Jumish Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada 1
Statistik Keuangan | Pemerintah Kabupaten/¥ota
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Program/ Kegiatan/Sub G Target
No Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
111214 Penunjang Urusan Tersalurnya Bankeu, Belanja Tidak tarduga dan Eég‘ Hasil Pajak dan 83
Kewenangan Pengelolaan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
Keuangan Daerah Formulasi=
<] li Bankeu. BTT d azi Pajak dan ibugi Daerah
‘Tidak Tersalurkannya Bankeu, BTT dan Bagi Hasi Pajak dan Retribusi
Daerah} x 100%
11124141 Analisis Perencanaan dan | Jumlah Laporan Hasi Analisis Perencanaan u:landF'eIaksanaan 1
Pelaksanaan Pembayaran | Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
Cicilan Pokok dan Bunga
Finjaman Pemerintah
DCraerah
1112142 Analisis Perencanaan dan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 50
Penyaluran Bantuan | Keuangan
B Keuangan ) i
1112143 Pengelolaan Dana Darurat Jumilah Laporan Hasll Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesalk 30
dan Mendesak
| 1112144 Pengelolsan Dana Bagi | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 574
Hasil Kabupaten/Kota
1113 Meningkatnya  Kualitas | Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah 75
Pengelolaan Barang Millk | Formulasi=(1/3 Persentase kesesuajan pemanfagtan BMD terhadap
Daerah perencanaan pengelolaan BMD) + (1/3 Persentase ketepatan wakiu
akuntabilitas penyampaian laporan BMD) + (1/3 Persentasa tertib
administrasi pemindahtanganan BMD) x 100%
1
1.1.1.34 PROGRAM Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/Tertib dan 100 |
PENGELOLAAN BARANG | Akuntabel
MILIK DAERAH Formulasi= (Perangkat Daerah yang pengelolaan BMD balk/ tertib dan
akuntabel -Perangkat Daerah yang pengelolaan BMD belum baikf tertib [
dan akuntabal) x 1003 |
Persentase potensi BMD yang dimanfaatkan [|
Formulasi= 100 |
i BMD ya n X 100% |
] Keseluruhan BMD |
Pengelolaan Barang Milik Terfasilitasinya Pemanfaatan dan Pengamanan BMD secara Optimal g3 |
Daerah Formulasi= |
BMD vang sudah dimanfaatkan dan digmankan x 100% |
Keseluruhan BMD
Terfasilitasinya Penghapusan BMD dalam Penyusunan Laporan BMD
yang Akuntabel a5
1.1.1.3.1.1 | ;
| Formulasi=
| Jumlah peqghapusar BMD  x 100%
Jumilah keseluruhan BMD
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dalam Pengelolaan BMD
Formulasi= Terdapat 3 dokumen perencanaan dalam pengelolaan BMD. 3
1443444 Penyusunan Standar Harga | Jumlah Slandar'Harga yang Disusun 2 |
1113112 Penyusunan Perencanaan | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah - &0
Kebutuhan Barang  Milik
Daerah |
1113113 Penatausahaan Barang Jumiah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 40
Milik Daerah
1113114 Pengamanan Barang Milik Jumiah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Dasrah i
Draerah N
1113115 Penilaian  Barang  Milik | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi 10
Daerah Penilaian Barang Milik Daerah
1113118 Pengawasan dan | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan 2
pengendalian Barang Milik Daerah
Penpelolaan Barang Milik
Daerah |
11131447 Optimalisasi  Penggunaan, | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, 40
Pemanfaatan, Femindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik
Pemindahtanganan, Daerah
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik
Draarah J
1113118 Pembinaan Pengelolaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik 40
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Formulasi=

Milai KM diukur dari 9 indikator yang mefiputi:
1. Persyaratan

2. Sistern, Mekanisme, dan Prosedur

Program/ Kegiatan/Sub ey Target
No Kegiatan Indikator Kinerja Kinesja
BarangMilik Daerah | Daerah Pemerintah KEhupﬂtEl‘h"i‘Eﬂ-tﬂ
Pemaerintah Kabupaten/
Kota
1.1.24 MENINGKATNYA Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah 19,5
KONTRIBUSI Formulasi=
PEMDAPATAM ASLI Realisasi PAD ¥ 100%
DAERAH Reallsasi Pendapatan Daerah
11.2.2 MENINGKATNYA, Persentase Peningkatan PAD 4
PEMERIMAAN PADA, Formulasi=
SEKTOR PEMDAPATAN T - PAD Th (n-1
ASLI DAERAH PAD Th (n-1)
11221 PROGRAM Fersentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah 25
PENGELOLAAN Formulasi=
PEMDAPATAN ah i tahin x 100%
DAERAH Jumiah wajib pajak daerah tahun sebelumnya
Persentase Harmonisasi Perencanaan Pendapatan Transfer g5
Formulasi=
isasi pendapatan 1r x 100%
Anggaran pendapatan transfer tahun n
Persentase Realisasi Penerimaan PAD
Formulasi= 100
Ju tahun in x 100%
Jumlah penerimaan PAD tahun sebelumnya
1122141 | Kegiatan Pengelolaan Persentase Meningkamya jumlah Ketetapan Pajak Daerah 5
| Pendapatan Daerah Formulasi=
Jumlah SKPD tahunn  x 100%
Jumlah SKPD tahun n-1
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
dari Ketetapan 85 |
Formulasi=
!.- miah realisasi peneri k dan retribusi % 100%
I Jumiah nilai ketetapan pajak dan retribusi
1122114 Perencanaan Pengalolaan Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 30
| Pajak Daerah
1122112 Analisa dan Pengembangan | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak 12
Pendapatan Daerah serta Daerah dan Kebijakan Pajak Dasrah
Penyusunan Kebijakan :
Pajak Daerah |
1122113 Penyuluhan dan Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebariuasan Kebijakan 294
Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah |
Pajak Daerah |
1.1.221.14 Pendataan dan Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, | 300
Pendaftaran Objek Pajak Subjek Pajak dan Wajb Pajak Daerah |
daerah |
1122115 Pengolahan, Pemeliharaan | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis 48
dan Pelaporan Basis Dala | Data Pajak Daerah |
Pajak Daerah |
1.1.221.18 Perilaian Pajak Bumi dan | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya i 150
Bangunan Perdesaan dan !
Perkotaan (PBBP2) serta |
Bea Perolehan Hak atas |
Tanah dan  Bangunan '
(BPHTE)
1122117 Penelitian dan \erifikasi | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian 100
Data  Pelaporan  Pajak | dan Verifikasi
Daerah
| 11.2.21.1.8 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerash 200
1.1.22.1.19 Pengendalian, Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan 48
dan Pengawasan Pajak | Pengawasan Pajak Daerah
Daerah
11314 PROGRAM PENUNJANG Milai SAKIP OPD 764
URUSAN PEMERINTAHAN | Formulasi= Komponen SAKIP terdin dari LKJIP berikut data dukung yang
DAERAH dibutuhkan
113141 Indeks Kepuasan Masyarakat &4
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E

1

Program! Kegiatan/Sub ’ Target
No Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
3. Waktu Penyelesaian 3
4. BiayalTarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan prasarana.
113114 Perencanaan, ; F‘ééeme Capaian ndikator Kinerja sesuai dengan Target 100
Penganggaran dan Evaluasi | Formulasi=
Kinerja Perangkat Daerah Capaian indikator — x 100%
Target indikator
11311141 Penyusunan Dokumen | Jumlah Dekumen Perencanaan Perangkat Daerah 2
Perencanaan  Perangkat
Daerah
1131142 Keordinasi dan Penyusunan | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 2
Dokumen RKA—_SK_F’D Dokumen REA-SKPD )
11311143 Koordinasi dan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 2
Penyusunan Laporan | Laporan Hasil Koordinasi
Capaian Kinerja dan Ikhtisar | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Realisasi Kinerja SKPD SKPD
1131114 Evaluasi Kinerja Perangkat | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5
Daerah
113112 Administrasi Keuangan Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan 100
Perangkat Daerah | Formulasi=
(Jumiah pegawal yang telah terpenuhi pelayanan keuangan: Jumiah
pegawai kesaluruhan! ¥ 100%
1.1.3.1.1.21 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunfangan ASN 100
Tunjangan ASN
1131122 Pelaksanaan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan F'!lﬁmjlanNEﬁ'ﬁkas'l.l‘{euangan 12
Penatausahaan dan | SKPD -
PengujianiVerifikasi { |
= Keuangan SKPD |
1.1.31.1.23 Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Laporan Keusngan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasll 2 |
Laporan Keuangan Akhir | Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
Tahun SKPD |
1131124 Pengelolaan dan Penyiapan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 4
Bahan Tanggapan | Pemeriksaan
Pemeriksaan |
1.1.3.1.1.3 Administrasi Kepegawaian Persentase pegawai yang terpenuhi pelayanan kepegawaian 100
Perangkat Daerah Formulasi=
miah pegawai ya erpenuhipelayvanankepegawalan & 100%
Jumiah pagawai keseluruhan
1.1.3.1.1.34 Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Pegawal Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuii 30
| Pegawai  Berdasarkan | Pendidikan dan Pelatihan
Tugas dan Fungsi .
11314132 Soslalisasi Peraturan | Jumlah Orang yang Mengikuti Scsialisas| Peraturan Perundang- 150
- Perundang- undangan Undangan
113114 Administrasi Umum Persentase Ketarcapaian Pelayanan Umum 100
Perangkat Daerah Formulasi=
P elayanan administrasi an ¥ 100%
| Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
1.1.31.1.44 Penyediaan Komponen | Jumlah Paket Komponen Instalasl ListrikiPenerangan Bangunan Kantor 12
Instalasi Listrik/Penerangan | yang Disediakan
Bangunan Kanlor .
1.1.3.1.142 Penyediaan Peralatan dan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12
Perlengkapan Kantor
1.1.3.1.1.43 Penyediaan Peralatan | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12
Rumah Tangga -
1.131.1.44 Penyediaan Bahan Logistik | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12
Kantor
1131145 Penyediaan Barang | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12
Cetakan dan Penggandaan _
1131146 Penyediaan Bahan Bacaan | Jumlah Dokumen Bahban Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12
dan Peraturan Perundang- | yang Disediakan
Undangﬂ_r!.
1131147 Penyediaan Bahan/Material | Jumilah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12
1131148 Penyelenggaraan Rapat | Jumilah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12
Koordinasi dan Konsultasi | SKPD
SKPD
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Program/ Kegiatan/Sub

Bangunan Lainnya

i Target
Ne Kegiatan Indikator Kinerja Kinarja
113115 Pengadaan Barang Milik Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur 100
Daerah Penunjang Unusan Formulagi=
Pemerintah Daerah Jumlah kebutuhan BMD x 100%
£ Jumlah BMD yang tersedia
1131151 Pengadaan Kendaraan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1
Perorangan Dinas  atau | yang Disediakan
| Kendaraan Dinas Jabatan
| 1131152 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10
Mesin Lainnya )
1.1.3.1.1.583 Pengadaan Sarana dan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 4
Prasarana Gedung Kantor | Lainnya yang Disediakan
| atau Bangunan Lainnya
|
1131186 Penyediaan Jasa Ketereukupan Sumber Daya Telfon, Listrik, Air, Intemet dan Pelayanan 100
Penunjang Urusan Umum Kantor
Pemerintahan Formulasi=
| Jumi aan jasa x 100%
| Jumlah kebutuhan jasa penunjang
1.1.2.1.1.61 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12
Menyurat
11.31.162 Penyediaan Jasa | Jumilah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12
Komunikasi, Sumber Daya | Listik yang Disediakan
Air dan Listrik
11311863 Peﬁsrediaan Jasa | Jumiah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 12
Pelayanan Umum Kantor Dizediakan
113117 Pemeliharaan Barang Milik Terjaganya Kondisi Sarana Prasarana Pendukung Kantor dalam Kondisi 100
Daerah Penunjang Urusan Baik
Pemerintahan Daerah Formulasi=
Jumlah ang terpelihara  x 100%
Jurniah unit BMD
1134474 Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 85
FPemeliharaan, Biaya | yang Dipelihara dan dbayarkan Pajaknya
Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas  atau  Kendaraan
Dinas Jabatan .
1131132 Pemeliharaan Peralatan | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 36
dan Mesin Lainnya
1131172 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jurilah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 4
Gedung Kantor dan | Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
11311474 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumiah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 178
Sarana dan  Prasarana | yang Dipalihara/Direhabilitazi
Gedung  Kantor  atau

Sumber . DPA SKPD Badan Pendapatan, Pengslolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024

5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di
aplikasi
sapakinerja.rembangkab.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana
Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi
capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Rembang adalah
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Gambar 2.1. Aplikasi Sapa Kinerja

Welcom back ta the Dashboard.

Skt e e i e i

@
i

Sumber= sapakinerfa. rembangkab, gao.id

. Instrumen pendukung penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah melalui
aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengintegrasikan sistem
informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah dan informasi
pemerintahan daerah lainnya.

Gambar 2.2. SBistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sumber= sipd-ri.kemendagri.go.id

Gambar 2.3. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah- Penatausahaan

Sumber= sipd.kemendagri. go.id/penatausahaan

. Instrumen pendukung E-Sakip Reviu, aplikasi yang dibangun oleh Kementerian PAN
RB sebagai upaya untuk peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja
dilingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efekfifitas dan efisiensi
penggunaan anggaran.
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Gambar 2.4 Aplikasi e-Sakip Reviu

Sumber= esr.menpan.go.id

4. Instrumen Aplikasi SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah - Barang Milik
Daerah) adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan memantau Barang Milik
Daerah (BMD), yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,
yang bertujuan untuk mengelola BMD secara lebih efektif dan meningkatkan
transparansi.

Gambar 2.5. Aplikasi Simda BMD

Sumber= aplikasi simda BMD

5. Instrumen aplikasi Sistem informasi Pengelolaan Pajak Daerah. Sistem ini akan
mengorganisasikan data wajib pajak, perhitungan perpajakan, serta pelaporan hasil-
hasil pungutan pajak daerah.

Gambar 2.6. Aplikasi Simpatda

Sumber= aplikasi E-Simpatda

26



BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau
pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan
misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi
amanah. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pengemban
amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan
Kinerja Dinas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dibuat sesuai
ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan
Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat
pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam
dokumen Renstra PD Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan
ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan
Tujuan dan Sasaran Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan
dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014.

1. Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan
pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan
predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

| No | Kategorifinterpretasi | Rata-Rata % Capaian
1 | Sangat Tinggi 91 < 100
2 | Tinggi 76 =90
3 | Sedang 66 < 75
4 | Rendah 51 <65
5 | Sangat Rendah = 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
2. Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:
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Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No. gm';s ::;1:12‘;;“ Target | Realisasi '}C:paian Kategori g:gher
(1) (2) (3) 4y |(5) (6) (7 (8)
1.1.1.1 | Tujuan Opini BPK WTP | WTP 100% Sangat | Laporan
Meningkatnya | atas LKPD Tingi Hasil
Kualitas Pemeriksaan
Pengelolaan dari BPK
Keuangan &
BMD yg
Akuntabel
1.1.1.2 | Sasaran = Persentase | 95 g5 100 Sangat Dokumen
Meningkatnya | Kualitas Tingi KLUA,
Kualitas Pengelolaan Dokumen
Pengelolaan | Keuangan RAPED,
Keuangan Daerah Dokumean
Daerah APBD dan
Laporan
Keuangan
' Perangkat
| Daerah
1.1.1.3 | Sasaran= Indeks 75 75 | 100 Sangat i Laporan
Meningkatnya = Pengelolaan Tinggi | Barang Milik
Kualitas Barang Milik . Daerah
Pengelolaan | Daerah (BMD)
Barang Milik | Perangkat
Daerah | Daerah
1.1.2.1 | Tujuan= Proporsi 18,5 | 19,34 99,18 Sangat LRA
Meningkatnya | PAD Tinggi Tahunan
Kontribusi terhadap
Pendapatan Pendapatan
Asli Daerah Daerah
(PAD) _ i
1.1.2.2 | Basaran= Persentase 4 15,49 387,25 | Sangat LRA Tahun
Meningkatnya | Peningkatan Tinggi (n) dan LRA
Penerimaan FAD Tahun (n-
Pendapatan 1)
Asli Daerah
{(PAD

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2024

Uraian penjelasan tabel :

Dari hasil tabel capaian kinerja tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa capaian
kinerja pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berada dalam nilai
sangat tinggi. Adapun indikator nilai SAKIP dan nilai IKM tidak termasuk dalam tabel tersebut
diatas, dikarenakan tidak masuk dalam Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2021 -2026.
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3. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun
Lalu dan 2 Tahun Terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun
2023 diuraikan pada tabel berikut

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

Tahun Tahun Tahun
e Tujuan/ Indikator | 2021 2022 2023 Tahen:2024
Sasaran Kinerja : STt : W]
Fggaliasl Realisasi Raalmasn_. Target | Realisasi Capalan
M @ @ @ (5) (6) 7 |® ()
1.1.1.1 | Tujuan : Opini BPK WTP WTP 100
| Meningkatnya | atas LKPD
Kualitas
Pengelolaan
Keuangan & WIP el Wik
BMD yg
Akuntabel
1.1.1.2 | Sasaran = Persentase 83,76 95,15 85 86,5 101,67
Meningkatnya | Kualitas
Kualitas Pengelolaan
Pengelolaan | Keuangan MN/A
Keuangan Daerah
Daerah
1.1.1.3 | Sasaran= Indeks 95,83 96,82 75 a7.5 130
Meningkatnya | Pengelolaan
Kualitas Barang Milik
Pengelolaan | Daerah MN/A
Barang Milik
Daerah
1.1.2.1 | Tujuan= Proporsi 21,40 1917 18,05 18,5 | 19,34 99,18
Meningkatnya | PAD
Kontribusi terhadap
Pendapatan Pendapatan
Asli Daerah Daerah
(PAD) 1|
1.1.2.2 | Sasaran= Persentase | 24,03 -0,12 -3,14 4 15,49 | 387,25
Meningkainya | Peningkatan
Penerimaan PAD
| Pendapatan
' Asli Daerah
| (PAD

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2024

Uraian penjelasan tabel :

Pada tahun 2024 terdapat capaian kinerja yang cukup meningkat dibandingkan dengan tahun
2023 yaitu Persentase Peningkatan PAD dengan capaian 387,25%. Adapun untuk indikator yang
lain mendapatkan capaian yang kurang lebih sama dengan tahun 2023,
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4. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka
Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah
yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

P Realizasi Target Akhir L
No. S Indikator Kinerja | Kinerja Tahun Rencana L
2024 Strategis Kema)
(| (2) _ )] 4 (3] (6) =4/5"100
[ 1.1.1.1 | Tujuan | Opini BPK atas LKPD WTP WTP 100 |
| Meningkatnya Kualitas |
Pengelolaan Keuangan & |
BMD yg Akuntabel
1.1.1.2 | Sasaran = Meningkatnya | Persentase Kualitas 965 100 9%5 |
| Kualitas Pengelolaan | Pengelolaan Keuangan
Keuangan Daarah | Daerah
1 |
| 1.1.1.3 | Sasaran= Meningkatnya | Indeks Pengelolaan 975 80 121,87
. | Kualitas Pengelolaan Barang | Barang Milik Daerah |
| Milik Daerah
1.1.2.1 | Tujuan= Meningkatnya Proporsi PAD terhadap 19,34 21,23 91,00
Kontribusi Pendapatan Asli Pendapatan Daerah
Daerah (PAD) -
1.1.2.2 | Sasaran= Meningkatnya Persentase Peningkatan 15,489 4,08 381,52
Penerimaan Pendapatan Asli PAD
it Daerah (PAD

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2024

Uraian penjelasan tabel :

Tingkat kemajuan capaian sasaran strategis pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah tahun 2024 cukup mengalami peningkatan, khususnya untuk persentase

peningkatan PAD yang mencapai 381,52% dari target 4,06%.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Daerah Sekitar

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan daerah sekitar diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan

Kabupaten Terdekat

Standar
: fidad Realisasi L
No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Tahun 2024 Dar-,-_rah Cooian
sekitar
B 6
(1) @ @) ) (5) 7L
1.1.1.1 | Tujuan : Opini BPK atas LKPD WTP WTP 100
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan
Keuangan & BMD yg Akuntabel
1.1.1.2 | Sasaran = Meningkatnya Kualitas Persentase Kualitas 96,5 99,99 o7 47
Fengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan
Daerah
1.1.1.3 | Sasaran= Meningkatnya Kualitas Indeks Pengelolaan Barang | 97.5 98,07 o041 |
FPengelolaan Barang Milik Daerah Milik Daerah
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No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Realisasi e »
n Tahun 2024 : Capaian
sekitar
1 - 3 4 5 )
1121 | Tujuan= Meningkatnya Kontribusi Froporsi PAD terhadap 19,34 - -
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Daerah
1122 | Sasaran= Meningkatnya Persentase Peningkatan | 15,49 421 | 38243
Penerimaan Pendapatan Asli PaD |
Daerah (PAD |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024

6. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah
Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif
solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

. e Solusi
Tujuan/Sasaran I?(?I:kmr Taget | Reellsgsi % Analisis Keberhasilan/ yang
No erja Capalan Kegagalan dlakakar
| (2) (3 {4) {5 (8) W7 (%)
1.1.1.1 | Tujuan Opini BPK, WTP | WTP 100 Kerjasama antar perangkat
Meningkatnya | atas LKPD | daerah se Kabupaten
Kualitas Rembang dalam pembuatan
| Pengelolaan | Laporan Keuangan
I Keuangan & P ;
| | BMD yg emerintah Daerah.
. Akuntabel
[ 1112 | Sasaran= Persentase | 95 96,5 101,57 | BPKAD bersama Tim teknis
| Meningkatnya Kualitas TAPD selalu melakukan
I i ﬁ:ﬁ:g:laﬂn E::ﬁg";?la“ komunikasi dan koordinasi .
Keuangan Daerah dengan DRRD ekt I
Daerah penyusunan penetapan APBD
sejalan dengan regulasi yang
berlaku. Penyerapan belanja
juga telah disesuaikan skala
pricritas dan peruntukannya.
Kemudian dalam penyusunan
laporan keuangan Pemerintah
Daerah melaksanakan
koordinasi dengan Inspektorat
dan BPK agar hasil lebih
optimal,
1113 | Sasaran= Indeks 75 87.5 130 Menyusun Keputusan Bupati
Mﬂ?gkﬂm Pengelalaan mﬂ:-gu ;;emnfaatan IEu.lr:r \
Kualitas i me al aporan
Pengalndaqn E‘::r:ﬂ P pemindahtanganan EM_I;dan
Barang Milik melaksanakan sosialisasi
Daerah kepadapengurus barang agar
tepat wakiu dalam
[ . penyampaian laporan BMD,
1.1.21 | Tujuan= Proporsi PAD | 185 | 18,34 93,18 Terdapat  pengembangan
Meningkatnya terhadap sektor industi dan pariwisata
Kontribusi Pencapatan sehingga pendapatan  asli
Pendapatan Asli | Dae7ah daerah turut meningkat,
Daerah (PAD)
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: ; i Solusi
Tujuan/Sasaran I;?::arjt:' Target | Realisasi Ca %'an Analisis Keh:lr::alan.f yang
No b Kegag dilakukan
(1) [E] 3} ) (5) (&) M (8)
1122 | Sasaran= Persentase 4 | 1549 38725 | Kepathan Wajb Pajak
Meningkatnya Peningkatan dalam  membayar  Pajak i
Penerimaan PAD Daerah sehingga furut
Pendapatan Asli meningkatkan proporzi PAD
Daerah (PAD atas Pendapatan Daerah.

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

Uraian penjelasan tabel :

a. Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang, masih
menyisakan rekomendasi untuk ditindaklanjuti. BPPKAD dalam hal ini bersama Inspektorat

dan OPD terkait berkoordinasi dalam rangka memenuhi rekomendasi tersebut.

b. Dalam rangka memenuhi Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, BPPKAD dalam hal ini
khususnya Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharan dan Bidang Akuntansi telah
melakukan koordinasi dengan Inspektorat, Biro Keuangan, Bagian Hukum, Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kementerian Dalam Negeri, agar kualitas

pengelolaan keuangan daerah dapat mencapai hasil yang maksimal.

¢c. Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat tercapai maksimal dengan adanya
koordinasi dengan Dinas Pertanahan dan Kawasan Permukiman, Inspektorat dan juga

Kementerian Dalam Negeri.

d. Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah dapat dicapai dengan maksimal apabila
dilaksanakan kegiatan pendataan dan penilaian pajak daerah, seperti misalnya pendataan
atas wajib pajak dan barang jasa tertentu restoran, serta penilaian objek khusus pajak bumi

dan bangunan.

e. Persentase peningkatan PAD didukung pula dengan kemudahan dalam pembayaran pajak

daerah, misalnya melalui aplikasi elektronik, toko retail maupun efectronic banking.

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:
Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tujuan dan Sasaran

Indikator Kinerja Anggaran
Tujuan/ :
MNo. "4 Anggaran Realisasi % Tinght_
Sasaran Target | Realisasi Cabaia Efisionsi
Capaian (Rp.) (Rp.) cna
(1) (2 ] {4) (5) 6) ] @ | @
1111 | Tujuan: WTP | WTP 100 387.569.660.077 | 118.052.517.050 | 30,46 Tinggi
Meningkatnya
Kualitas
Pengelolaan
Keuangan &
BMD yg
Akuntabel
1.1.1.2 | Sasaran = 85 96,5 101,57 386.304 860 077 | 117.019.210.131 | 30,20 Tinggl
Meningkatnya : |
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No.

Tujuan/

Indikater Kinerja

Anggaran

Sasaran Target

Realisasi

Yo
Capaian

Anggaran

Realisasi

(Rp.)

(Rp.)

Capaian

Tingkat
Efisiensi

(1)

() (3

|

(4)

(9)

(€)

@

(8)

&)

Kualitas
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

1143 |

Sasaran= [
Meningkatrya
Kualitas
Pengelolaan
Baramg Milik
Daerah

130

| 1.264 700,000

1.033.206.919

81,70

Sedang

11.24

Tujuan=
Meningkatnya
Konfribusi
Pendapatan
Asli Daerah
(PAD)

19.5

19,34

95,18

2.847.187.000

2.560.503.917

849,83

Sedang

1122

Sasaran= 4
Meningkatrya
Penerimaan
Pendapatan
Asli Daerah
(PAD

1548

387,25

2.847.187.000

2.560.503.917

89,83

Sedang

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

Uraian penjelasan tabel: pada indikator tujuan meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan &
BMD yang akuntabel, dilaksanakan di Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program

Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan dengan anggaran yang terserap senilai 30,46%, indikator

tetap terpenuhi, hal ini dikarenakan bidang pengampu telah berupaya maksimal di dalam
mencapai tujuan indikator tersebut. Sedangkan untuk sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan
barang milik daerah membutuhkan serapan anggaran yang cukup besar dikarenakan ada
pembayaran asuransi barang milik daerah. Demikian juga tujuan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sasaran meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) membutuhkan serapan anggaran yang cukup besar dikarenakan terkait pendataan,
penilaian, dan penagihan pajak daerah.

meningkatnya kontribusi

Tabel 3.8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan

Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Programd
KeglatanfSub Keglatan

—

Indikator Kinerja

Anggaran

Target

Realisas|

(1)

(2}

(3

(4

%
Capalan

Anggaran

Reallsasi

(Rp.)

{Rp.}

%
Capalan

Tingkat
Efislensi
(581 00%)

(5

(6}

7l

L:H

2]

dan Aset Dasrah
11144 MENINGKATNYA,

Badan Pendzpatan
FPengelolaan keuangan

420,884 537 881

144 406,842,150

34,31

KUALITAS
PENGELOLAAN
KELUAMNGAN DAN
BARANG MILIK DAERAH
YANG AKUNTABEL

Opini BPK atas LKPD

100

100

387 .559.660.077

1112

MEMINGHATNYA
KUALITAS

118.052.517.050

3,28
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Indlkator Kinerja

Anggaran

Program/
Keglatan/Sub Keglatan

Target

Realisas| %

Anggaran

Realisasi

Capalan |

{Rp.}

(Rp.)

Capaian

Tingkat
Efisiensi
(5/8*100%)

i)

(2

(3)

(#) =]

(&)

7

2

3

1.1.1.21

PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Persentase  Pengelolaan
Kauangan Daerah

865 i1 ,58

386.304.950.077

NMTMe31013

30,29

3,35

PROGRAM
FEMGELOLAAN
HEUANGAN DAERAH
Persantase Realisasi
Belanja terhadap Target
Belanja yang Telkah |
Ditetapkan

Perzentasa  Kelepatan
Wakiu Penetzpan Perda
APBD

Persentase Kesesualan
Program, Kegiatan, Sub
Keglatan antara KLA-
PPAS, RAPBD dan AFBD
Persentase Penyampaian
Laporan Keuangan
Permerintah Daerah
Akurtabel Tepat
Vidaktu

dan

100

100 100

a5 100

100 100

111211

Koordirms dan
Panyusunan Rencana
Anggaran Daergh
Parsantaze n
Viaktu Penetapan KLUA
PPAS dan Rancangan
APED

Persentasa Hasil Evaluasi
Pravingl atas Rancangan
Perda AFPBD yang
Ditircda klanjuti

100

100

386,304 8960077

N7.o8.31013

30,28

3.30

100 100

100

1142444

Koordinasl
Penyusunan

PPAS

dan
KUA  dan

1.14.24.4.2

Koordinasi
Penyusunan
KUA  dan
PPRAS

dan
Perubsahan
Perubahan

2.516.696.077

2.304.357 702

&8.07

1.4

380,000,000

363.142,500

1,07

235.000.000

225940 850

85,14

1,04

1.1.1.211.3

Koordines, Penyusunan
dan Verfikasi REA SKPD

40

180,000,000

176,701.500

88,17

1.1.1.21.1.4

Koordinasl, Penyusunan
dan Varifikasi Pambakhan
REA SKPD

120

120 100

160.000.000

132 952 400

B3l

1,20

1112115

Koordinasi, Penyusunan
dan Verfikesi DPA SKPD

100.000.000

59453200

208,46

1.

1112116

Foordinasi, Penyusunan
dan Verifikas| Perubahan
DA SKPD

40 100

1056.244.000

B4 652 100

110217

Koordinasi dan
Penyusunan  peraturan
daarzh tentang APBD dan
Peraturan Kepak Dasmah
tartang pengbaran
AFED

150

150 100

285,000.000

2313

1,12

Z79.393.852

58,03

1.02

11121148

Koordinasi
Penyusunan
daerak tertang
Paerubahan APBD  dan
Paraturan Kepala Dasmh
tentang penjabaran
Perubahan APBD

dan
perateran

265.000,000

253.424.800

95,63

108

1.1.1.214.8

Koordinasi dan
Panyusunan Ragulasi
serta Kebipkan Bidang

Anggaran

235.000.000

G7.878.000

3888

3,46

11121110

Koordinasi Perencanaan
Anggaran Pendapatan

4 100

120.000.000

59,424,400

B2 85

11121am

Koordinasi Perencanaan

Anggaran Belanga
Caerah

11124442

Kpordinasl Perencanaan
Anggaran Pembiayaan

250.000.000

245.631.800

98,25

125,000,000

118,427 800

55,54

111424113

Pembinaan
Penganggaran
Pemerintah
Kabupaten/Kota

Daerah

100

100 100

165,452,077

146.324.000

B8.44

111212

| Persentase OPD  yang

Koordinasi
Pengelelaan
Perbandaharaan Dasrah

dan

terfasilitasi  Penyusunan
Dokumen Anggaran Kas

Parsantazs Realisasi

a5

100 100

1.338.200,000 |

1.112.400.360

B306
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Programi
Keglatan/Sub Keglatan

)

Indikator Kinerja

Anggaran

Target

I

Reallsasi

b

Anggaran

Reallsagi

Capalan

(Rp-)

{Rp.)

Capalan

Tingkat
Efisiensi
{5/8°100%)

(2}

)]

(4)

(5)

18}

7

(8}

@)

Penerimaan Dana
Transfer pada RKUD

1.1.1.212.9

Koordinasi dan
Pengelolaan Kas Dasrah

1112122

100

150.000.000

137.525.900

21,68

1.08

Penatausahaan
Pembiayaan Dasrsh

1112123

100

150.000.000

117. 280,750

78,19

1,28

Kaordinasi, Fasllitasi,
Asistonsi Sinkronisas),
Supervisi, Manitoring dan
Ewvaluasi Pengalolaan
Dana Perimbangan dzan
Dana Transfer Lainnya

100

240,000,000

203.174.410

B4 68

118

1112124

Koordinasi, Pelaksanaan
Hetjasama dan
Pemantauan  Transaksi
Mon Turai  dengan
Lembaga Kewangan Bank
dan Lembaga Fewangan
Bukan Bank

100

95 000,000

86672700

91,23

1112125

Koordinasi  Penyusunan
Laporan Realisasi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah,
Leporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan
dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga
(PFE}

-

100

312.200.000

286 413.700

1,08

1112126

Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan
Pengelugran Kas Serta
Pemungutan dan
Pemotongan Atas SP20
Dengan Instans Terksit

11124927

100

125.000.000

Penyusunan Petunjuk
Taknis Administrasd
Kaeuangan yang Berkaitan
dengan Penenmaan dan
Pengeluaran Kas sarta
Panatausahaan dan
Pertsnggungjawaban Sub

Kagiatan

40

40

100

105.577,000

1,18

125,000,000

58 342 400

214

1112128

Pembinaan
Ponatsusahaan
Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kots

100

100

100

135.000.000

107.413.500

LT

1,26

111213

1.1.1.2.1.31

Koerdinasi dan
Palaksanaan  Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan
Dasmh

Persentase  Pencatatan
Akuntasi Penermaan dan
Pengeluaran PO sesuai
SAP dan Tepat Wkt
Persantase Katepatan
Wakiu Penetapan Perds

Pertanggungjawaban
APBD

100

100

100

100

57V .500.000

490072 688

BE 42

Foordinasi  Pelaksanaan
Akuntanai  Penerimaan
dan  Pengelusran Kas
Cavarah

100

18283 500

10.288,350

1.1.1213.2

Fekonsiliasi dan
erifikasi Asst,
Fewaliban, Ekuitas,
Pendapatan, Balanja,
Pembizyaan,
Pendapatan-L0 dan
Baban

40

40

140

&,800.000

1,78

T.807.000

EEEFXEE]

Koordinasi dan
Peryusunan Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan AFBD
Bulaman, Trividanan dan
Semesteran

19

100

2,020,000

1,810,000

59,50

1.06

1.1.1.21.34

Kensolidasi Laporan
Keuangan SKPD, BLUD
dian

Laporan Keuangan
PEMDA

40

100

280,200,000

268.M5.218

85,78

1,04

1112135

Koordinasl dan
Panyusunan Ranmngan
Peraturan Dasrah
tentang
Partanggungiawalban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/kota dan

100

35,680 500

29,860,100

83,69
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Program!
Kegiatan/Sub Keglatan

Indikator Kinerja

Anggaran

Targat

Realisas|

%

Capalan

Anggaran

Realisasi

(Rp)

{Re.)

"
Capalan

Tingkat
Efisiensi
(5/8100%)

{1}

(2

&

(4)

15

(6}

7

(8}

(8}

Rancangan Peraturan
Kepala Dagrah tentang
Panjabaram
Pertanggungawaban
Pelaksanaan APBD

11121328

Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Penyelesaian
Tuntutan
Perbendaharaan dan
Tuntutan Kerugan
Daarah

40

100

15.300.000

14,368,000

1112137

Penyusuran Kebijgkan
dan Pamduan Teknis
Cperasional
Fenyelenggaraan
Aluritans

Pemearintah Dagrah

11.800.000

10,080,500

1112138

Permbinaan Akuntansi,
pelaporan, dan
Pertanggungjawaban
Pemerintah Kabupaten!
Kota

40

100

154.721.000

137 415.000

BB B2

1112138

Pambinaan Pengelolaan
Keuangan BLUD
Fabupaten/Kota

18

100

5 500,000

4.0, 000

7353

1,36

1.1.1.21.3.10

Koordinas! dan
Panyusunan Statistk
Keuangan Femerintahan
Daerah

111214

Penunjang Unusan
Kewerangan
Pengslolazn Keuangan
Daemh

100

45.395.000

15.103.500

3m

2688

381,771.554.000

113,103 439,401

2063

a9

1112141

Anabsis Perencanaan dan
Pelaksanaan
Pembayaran Cigilan
Pakok dan Bunga
Pinjaman Pamearintah
Daersh

100

2.515.000.000

2,448 485 71

av.3e

1,03

1112142

Analisie Perencanaan dan
Penyaluran Bantsan

Feuangan

=1

13

365,942 854,000

ST .875.020.000

26,77

0,87

1112143

Pangalolaan Dana
Darurat dan Mendesak

300.000.000

84,500,000

2817

1112144

Pengelolaan Dana Bagi
Hasil Kabupaten/Fota

574

o574

100

13.013.810.000

1113

Meringkatnya  Kualitas
Pengelelaan Barang Milik
Dasah

Indeks Pengelalaan
Barang Milik Dasrah

-]

ars

130

12.585.433. 700

26.78

1.03

1.264.700.000

1.033.206.519

1.1.1.31

81,70

1,58

PROGRAM
FENGELOLAAN
BARANG
DAERAH
Persentase  Perangkat
Daerah yang
Pengelolaan BMD Baikf
Tertib dan Akuntabal
Fersentase Potensi BAMD
yang diranfaatkan

MILIK

114344

100

100

100

100

100

1.264.700.000

1.033.206.919

81,70

1,22

HagiatanFangelalaan
Barang Milik Daerah
Terfasilitasinya
Pemaniaatan
Pengamaran
secara Optima
Terfasilitasinya
Penghapusan BMD
dalarn Panyusunan
Laporan BMD  yang
Akuntabal
Tersusunnya
Perencanaan

Pengelolazn BMD

dan
BMD

Dokurnen
dalam

100

100

100

1.264.700.000

1.033.206.19

81,70

1,22

EEEEXEE]

Penyusunan Standar
Harga

1113112

Panyusunan
Perencanaan Kabutuhan
Barang Millk Daarah

1113142

100

64.700.000

58.223.500

81,54

1.09

40

100

75.000.000

42927 300

57.24

Penatausahaan Barang
Milik Dmvesrah

1.1.1.3.1.1.4

1113818

ico

153.000.000

127.072.250

83,05

1,20

Pengamanan Barang
Milik Dasrah

300

£.24,305.000

504.017 380

80,72

1,24

Penilaian Barang Milik
Daerah

10

10

100

42 675,000

33,394 500

7825

128
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Program/
Kegiatan/Sub Keglatan

Indikator Kinerja

Anggaran

Target

Reallsasi

%o
Capaian

Amggaran

Reallsasi

iRp.]

{Rp.}

Capaian

Tingkat
Efisiensi
{5081 00%%)

1

(2

(3

(4}

(5)

(8}

i

18}

(9)

1113118

Pengawasan dan
pangendalian
Pengeislaan Barang Milik
Diaerah

100

25.000.000

21.488.500

1113147

1

| Optimaksasi

Penggunaan,
Pemanfaatan,
Peamindahtanganan,
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang
Milik Daerah

40

100

244.830.000

8585

1,18

T 212.600.500

86,80

1113118

Pembinaan Pengelolaan
Baranghilix Daerah
Pemerintah Kabupaten
Kot

40

100

35.000.000

1.1.21

MENINGKATHYA
KONTRIBUSI
PEMDAFATAM ASLI
DAERAH

Proporsi FAD terhadap
Pendapatan Daerak

1122

11221

MENINGKATNYA
FENERIMAAKN PADS
SEKTOR PENDAPATAN
ASLI DAERAH
Persentase Persentase
Paningkatan BAD

185

19,34

32.483.000

5281

1,08

2847 187.000

256051307

B9,93

15,49

387,25

2847 187.000

25605137

85,93

431

PROGRAM
FPENGELOLAAN
FPEMDAFATAN

DAERAH

Parsentase Peningkatan
Wajib Pajak Dasrah
Persentase Harmonisasi
Perancaraan Pendapatan
Transfer

Persentase Realisasi
Penerimaan PAD

25

85

100

832

83,49

45,60

2 847 187.000

2560.513.M7

88,93

1.1.221.1

Fegiatan Pengslolaan
Pendapatan Dasrah
Parsantasa Maningkatnya
jumiah Ketetapan Pajak
Caerah

Pereantasa Realsasi
Penarimaan Pajak
Caerah dan Refribas
Daerah dari Ketetapan

100

00

2.847.187.000

2.560.513.:7

&9.23

1122119

Perencanaan
Pengeloksan Pajak
Daarah

100

260625000

257758875

1,04

1.1.2211.2

Analisa dan
Pengembangan
Pendapatan Daerah serta
Pernyusunan Kebijakan
Pajak Daerah

12

12

100

249120000

234 444 020

1,08

1122113

Panyuluhan dan
Penyabaruasan

Kebijakan Pajak Dasrah

1122114

284

100

T08.772,000

E30.862 638

Pendataan dan
Pendaltaran Cbjek Pajak
daergh

300

100

279.550.000

281.950.087

1122115

Pengalahan,
Pemaliharsan dan
Pelaporan Basis Data
Fajak Daerah

4B

11221186

Penilaian Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBBF2) sarta
Bea Perclehan Hak atas
Taneh dan Bangunan
{BPHTE)

1122117

100

208,800,000

164.564.500

100

272,800,000

225 868291

Peneltian dan Verifikasi
Data Pelaporan Pajak
Daerah

100

100

318.500.000

255.081.000

80,51

1122118

Penaghan Pajak Daerah

100

487 000,000

454.105.298

93,25

1.07

1122119

Pengendalian,
Pemeriksaan
Pengavwasan
Daersh

dan
Pajak

48

48

100

55.620.000

11311

FROGRAM PENUNJANG
URUSAM

PEMERINTAHAN
DAERAH

Nilai SAKIP

¥a an,1E

41.870.400

75.28

1,33

S0 46T, T80.504

23.783.811,183

a0

1,15
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Indikator Kinerja Anpgaran
: Tingkat
Program/
No. KeglataniSub Kegiatan | _ " Anggaran Realisas! % {ﬂfﬁﬁ]
argat | Realisasi Capaian Capaisn
(Rp.) (Rp.}

i 2) (3 4) 15} 8) (7 18} 9]
11311 Milai 18 84 931 110,83 30467, 750,904 23779301183 | 7RO 1,42
113111 Perencanaan, 100 100 100 40,000,000 29845400 | 7411 1,35

Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Dasrah i
1131444 Penyusunan  Dokumen 2 2 100 15.300.000 13883400 | 8077 1,10
Perencanaan Perangkat
Daerah -
1.1.3111.2 Koordinasi dan 2 2 100 7.800.000 B.B70.000 | BB 08 1,14
Pamyuuman Dokuman
REA-SKFD
1.1.314.41.3 Koordinasi dan 2 2 100 4.400.000 3125000 | 71,02 1,41
Penyusunan Laporan
Capalan Kinera dan
|khiisar Realisas Kinera
SKPD
1131114 Evaluasi Kinerja 5 =] 100 12,500,000 5762000 | 46,10 217
Perangkat Daerah
1.1.31..2 Administrasi  Keuangan 00 100 100 27.349 857 541 20937807275 | 76,56 1,31
Perangkat Daerah
1484021 Penyediaan Gaj dan 100 100 100 26,730,917 641 20347 211 325 | 7812 1,31
Tunjangan ASMN
11231.1.22 Pelaksanaan 12 12 100 565.040.000 553.500.000 | 97,27 1,03
Penatausahaan dan
Pengujianferifikasi
Keuangan SKPD
1.131.1.23 Keordinasi dan 2 z 100 20.000.000 10.115.800 | 50,58 1,88
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
1131124 Pengelolaan dan 4 4 100 301,000,000 2Z7.0B0050 | 9027 1.1
Penylapan Bahan
Tanggapan Pemeriksaan
1.1.31.42 Administrasi 100 100 100 ¥4.700.000 G7.404 300 | 9023 1,11
Hepagawaian Perangkat
Dasrsh _
1131134 Pendidikan dan Pelatinan =] 30 100 58.200.000 52805000 | 80.73 1,10
Pegewai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi )
1.1.31.1.32 Sosialisas Paraturan 150 150 100 16.500.000 14800300 | 8848 1,13
Perundang- undangan
113114 Administrasi Umum 100 100 | 100 391.231.000 334.043.970 | 8538 1147
Parangkat Daerah |
1131141 | Penyediaan Komponen 12 12 | 100 9.991.000 7.790.000 | 7787 1,28
Instatasd |
Listrik/Penerangan |
Bangunan Karnbor
1131142 Penyediaan Perakatan 12 12 100 T3.000.000 G4.068.450 | 87T 1,14
] dan Perengkapan Kantor
1139143 | Ponyodian  Peralatan | 12 12 100 15.000.000 12526400 | 8351 1.20
Rurnah Tangge
1131144 Penyediaan Bahan 12 12 100 20.000.000 60952000 | BT, 74 1,48
Logistik Kantor s
1131145 Penyediaan Barang 12 12 100 44.000.000 36,853.900 | 83,78 1,19
Cetakan dan
Penggandasn
1.1.3.1.1.4.8 Penyediaan Bahan 12 12 100 7.000.000 | 6.240.000 | BS14 112
Bacaan den Peraturan
Perundang-Undangan
1131147 Penyediaan 12 12 100 55.000.000 54373400 | 9888 1.0
Bahan/Material
1.13.1.14.8 Penyslenggaraan Rapat 12 12 100 87.240.000 91229820 | 8382 1.07
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
1.1.31.15 Pengadean Barang Miik 100 100 100 151.003.900 | 143367172 | 0404 1,05
Dasrah Penunjang |
Urusan Femerintah
Daerah .
1.1.31.151 Pangadean  Kendarsan 1 1 100 100.000.000 95.807.172 | 4581 1,04
Peromangan Dinas atau |
Kendaraan Dinas Jakatan |
1.131.152 Pengadaan Peralatan dan 10 10 100 H.7E0.000 | 28.850.000 | 84,02 1,06
Meszin Lainnya )
1.1.231.153 Pengadaan Saranz dan 4 4 100 18,253,800 17.700.000 | 8183 1.08
Prasarana Gadung
Kantor atau  Bangusan
Lainnya
1.1.31186 Penyadiaan Jasa 100 100 100 1.995.895.363 1.861.183.278 | 93,25 1.07
Penunjang Uruszn
Pemerintahan
1.1.31.181 Penyedizan Jasa Surat 12 12 100 3.300.000 1.250.000 | 3758 264
Marnyurat
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Indikator Kinerja Anggaran
ram/ Tingkat
hio. mqimmuh Keglatan o Anggaran Realisasi % Efislensi
Target | Realisasi & (5/8=100%)
palan Capalan
(Rp.} {Rp.)
(1) (2) (3 (4 (5) (B) T} (8 =
1131182 Penyadiaan Jasa 12 12 100 305,500,000 289807635 | 0488 1,05
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
1121163 Penyediaan Jasa 12 12 100 1.687.085.353 1.570.126639 | 93,07 1,07
Pelayanan Ururn Kanbor
1.1.31.1.7 Permeliharaan Barang 100 100 100 A4, 563,000 420.369.788 | 9041 1,11
Milikk Dasrah Penunjang
Urusan Pamarintahan
Dasmah )
11321171 Penyadiaan Jasa a5 L] 92 254,553,000 233.505.238 | M 73 1,01
Pamaliharaan, Biaya
Pemealiharsan, dan Pajak
Kendarasan  Peroramgan
Dinas steu Kendaraan
Dines Jabatan
11319072 Pemeliharsen Peralatan B 36 100 62.400.000 57.525000 | 8219 1,08
dan Mesin Lainnya
11311743 Pemeliharsan/Rehabditas 4 4 1040 55.000.000 58410250 | BOES 1,11
Gedung Kantor  dan
Bangunan Lainmya
1131474 Permolihaman/Rehabditasi 178 178 100 B3.000.000 T0D.H29.300 | B546 117
Sarara  dan  Prasarana
Gedung  Kantor  atay
Bangunan Lainnya

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

Uraian penjelasan tabel: Dari 103 indikator, terdapat kategori efisiensi yang dibawah angka 1

yaitu untuk Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sub
kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dan Pengelolaan Dana
Darurat dan Mendesak. Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan sumber dana transfer dari
pemerintah pusat sehingga sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan
Keuangan tersebut tidak bisa terlaksana secara maksimal. Sedangkan untuk Pengelolaan Dana

Darurat dan Mendesak, dipergunakan untuk bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, yang
selama kurun waktu 2024 sedikit terjadi.

8. Analisis Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Analisis program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel di bawah ini:

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tujuant
Sasaran

Capai
an
%

Indikator
Kinarja

Pragram/ KegiataniSub
Hegiatan

Indikator Kinerja

%

Capala
n

Menunjang
I

Tidak
Manunjang

Analisi
]

[}

12

i 1]

(3

5}

i

)

1.1.1.1

MEMNINGHATHNY
A KUALITAS
PENGELCLAAN
KEUANGAN
CaN BARAMNG
MILIE DAERAH
YANG
AKLMNTABEL
Dipini BP¥, atas
LEPD

Manurjang
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. Menu =]
A Tirjuied Indikator Sapal | program! KegiataniSub S - il [N
Sasaran Kinarja 0 Kegiatan 5 Tidak H
Menunjang
[n}] {2 1] o (5 Bk (M (@ i
ERF] MENINGRATHY )
&  KUALITAS
PEMGELOLAAR
HKEUANGAN Persentase 105
CAERAH Pangalataan 8 Manurfang
Fauargan
Daerah
11421 PROGRAM Parsentase Roaleasi o0 Meniinjang
PEMNGELOLAAN Balanja terhadap Target
KELANGAN DAERAH Balanja yang Talah
Ditetapkan
Parsentose  Katepalan 100
Wlaktu Penetapan Perda
APBD
Parsentasa Kasesuaion 100
Frogram, Kegintan, Sub
Kegiatan antars HKLJ&-
FPAS, RAPED dan
Ferzartasa 100
Penyampaian  Laporan
Keuangan  Pemerintah
Dagrah Akuntabal dan
Tapat Wadu ”
[EEFEE] Kogatan Koordinasi dan | Persendase  Kelepakan 100 Menurjang
Penyustnan  Rencana | Wakdu Ponetapan  KLA
Anggamn Dasrah PPAS dan Rancangan
APBD
Permantase Hasil 100
Evaluasi Provins| atas
Rancangan Parda APBD
_yang Ditindaklanjuli ]
JEEFERE] Koardinasi dan Jumlah  Dokumen KA 100 Marairgang
Penyusuran KLA éan dan PPAS yang Disusun
FRAS
1112112 Koardinaisi dan Jumilkak Dakusmen 100 Menunjang
Panyusunan Perubahan Parubahan KUA dan
KLA dan Perubahan Parbahan PPAS yang
PPAS Disusun =
11132113 Foordinasi,Penyusuran Juméah REA-SKFD yang 100 Menunjang
dan Verifikas REA SKPD Diveifikasi
1112114 Koardinasi Peryusunan Jummiah Perubahan REA- 100 Menunjang
dar Verifikesi Parsbahan | SXPD yang Divarifikasi
REA SKPD
11132115 Koordinasi Peryusunan | Jumieh DPA- SKPD yang 100 Tenanjang
dan Varifikazl OFA SKPD | Divarifikas|
1112118 Kanrdinasi Pearyusunan Jumlah Perubahan DPA- 100 Manunjang
dan Varifikasl Perubakan | SKPD yang Divanfikasi
OPA SKPD
1442417 Kasrdinazi dan Jurnlgh Perburan 100 Kenunjang
Panyusunan paraturan Daerah tartang APED
dacrah tantang APED dan Paraturan Kepata
dan Poraturan Kepala Dagrah tantang
Dinerah tertang Penjabaran APED
panjabaran
AFBD i
1112918 Koordirmsi dan Jumlah Paraturan 100 Manurfang
Penyusuran pershaman Dasrai bantang
anrah tenkang Perubahan APED dan
Perubahan APBD dan Peraturan Kapala
Poraturan Kepala DCaerah tantang
Dagrah tentang Panjabaran Ferubahan
penjabaran Perubahan AFBD
APED
1112118 Koordinasi dam Jumiah Daolkumen 100 Menunjang
Penyusunan Regulasi Risgulasi serta Kabijakan
serfa Kebijkan Bidang Eidang Anggamn
Anggaran
1142144 Koordinasi Perencanaan | Jumiah Dekumen Hasil 100 Menunjang
i Anggaran Pendapatan Eoerdinasi Perencanaan
Anpgaran Pendapatan
[ERFERE] Koordinasi Pemencanaan | Jumlah Cokumen Haail 100 Menunjang
1 Anggaran Belanja Konmdingsi Pesensanaan
Caarah Anggaran Belanja
Daerah
1142414 Kaordinasi Pesencanaan Jurmlah Defumen Hasil 100 Menunjang
z Anggaran Pombinyasn Kasedinasi Perancanaan
Anpggamn Pemblayaan
IREFIRK] Pombinzan Jumlah Srming yang 108 Manunjang
3 Pangenggaran Dasrah Mangilti Pembinaan
Pamarintah Penganggaran Dasrah
Kabupateniata Pamarinlah Kabupatend
Eota
111212 Kegiatan Koordinasl dan | Persenfase OFD yang 100 Manurjang
Pangelokaan terfasiltasl  Penyusuman
Parbendaharaan Daerah | Dokumen Anggaman Kes
Persantase Realisasi
Penerimaan Dana
Transfer pada RELD 100
1112124 Hosardinasi dan Jumlah Dokumen Hasil 100 Manuriang
Pengelolaan Kas Dasrah | Koordinasi dan
Pengalolaan Kas Dasrah
1112122 Fenatausahaan Jumish Dakumen Hesl 100 Menurjang
Fembiayaan Dacrah Penatausahman

Pembiayaan Daaran
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: [+ Menunjang
2 Tujusant Indilates Cowal | Brogrami KeglatsniSub Mot Kiare b Anslisi
Sasaran Kinerja a Hegiatan P Ticlak 5
Menunjang
(A} 2 [E)] () = =] M & (]
1112123 Kaordinasi, Fasiltasi, Jumizh Dokumen Hasil 100 Menunjang
Aziabansi Sinkronisasi, Koordnosi,  Fasiitasi,
Suparvisl, Monitoring Asishansi,  Sinkronisasi,
dan Evabiasi Suparis,  Manitaring,
Pengeleisan Dana dan Ewaluas
Perimbangan dan Dana Pengelolaan Diana
Tranafer Lainnys ﬁlml,:“ dan Dara
nisfer Lainnya
1112124 Koordinasi, Pelaksanaan | Jumiah Dokumen Hasil 120 Manunjang
Karjasama dan Koordinasd, Pelaksanann
Pamantauan Transaksi Kera Sama dan
Men Tunal dangan Pemantauar  Transaks
Lembaga Keuangan Kan  Tumai  dengan
Bank dan Lembaga Lambaga
Keuangan Bukan Bank Bank  dan “wum
Keuangam Bukan Bank
1112125 Koordings| Penyusunan Jumiah Laporan 100 Menunjang
Lapemn Realisasi Roallzasi  Panerimaan
Penarimaan dan dan  Pongeluaran  Has
Pangeluaran Kas Daarah, Laporan Aliran
Daarah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Kas, dan Pelaksanaan PemungutanPemotonga
PamungutanPomctonge | n dan  Panyelean
n dan Peryoiomn Partiungan Fihak Kebiga
Perhitungan Fikak Ketiga | (PFK) dan Laperan Hasid
{FFK) Kaordinasi dalam rangka
Pamyusunan  Laparan
Realzasi  Panarimaan
dan  Pangefusran  Kas
Dacrah, Laparan Aliran
Kas, dam Pelaksanaan
Pamu nFamotol
g e
Parhatungan Fibak Ketiga
(PFH}
1112128 Fekonsiiasi Data dumiah Dokumen Hasil 100 Menunjang
Panerimaan dan Rekansiliasi Data
Pangsluaran Kas Safa Panarimaan dan
Pamungutan dan Pangeluamn Kas serta
Pematongan Alas P20 Pemungutan dan
Dengan Instansi Teskai Pemoiengan atas 5P20
dengan Instansi Tarkait
1112127 Penyusunan Peturjuk Jumiah Petunjuk Taknis 100 Manunjang
Teknis Admintstrasi Administrasl  Heuangan
Kauangan yarg yang Barkaiton dangan
Barkaitan dengan Panarimaan dan
Panerimaan dan Pengeluamn Kag soria
Pengeivaran Kas serta Penatausahaan dan
Penatausahaan dan Pertanggungjavwaban
:-mw‘ wahan Sub Kagiatan
ub Kegiatan
1.1.121.28 Pembinaan Jumlah  Crang  yang 100 Menunjzng
Penatausabagn Mengikuti  Pambirman
Keuangan Pemesintah Panatausabaan
KabupatanKota Kauangan  Pemarintah
Kabupatentats .
111213 Kepistan Keordirasi dan | Persentaza  Melepatan 100 Manunjang
Palaksanaan  Akumtans! | Waldy Panatapan Parda
dan Pelaparan | Petanggungiawaban
Keuangan Daemh APED
Porsentase  Poncatatan 100
Akurtasi Panenmaan
dan  Pangeizaran PO
sasual SAP dan Tepat
Wakhu
1112137 | Faordinasi Pelaksanaan | Jumiah  Laporan  Hasil 100 Menunjang
| Akuntansi Penerimaan Koordingsi  Pelaksanaan
dan Pengeluaran Kas Akundarai  Panermaan
Dasfak dan  Pengeluaran Kas
Daerah
1112132 Rekongiliasl dan Jumlah  Dokumen Hasi 100 Manurjang
arifikasi Aset, R konsilasi dan
Kewajiban, Ekuitas, Verifikasi Ased,
Pendapatan, Balanja, Fawajban, Ekuitas,
Pembiayaan, Pandapatan, Balarja,
Pandapatan-L0 dan Pambigyaan,
Baoban Pandapatan-LO, dan
Baban )
1112133 Koredingsi dan Jumniah Laparan 100 Menunjang
Panyusuran Laparan Pertanggungiawaban
Fatanggungjovwaban Polaksanpan APED
Pelaksanaan APED Bufanan, Triwulanan dan
Buanan, Triwulanan dan Sermesieran
Semegtaran
1112134 Konzolcas Laporan Juriah Lapofan 00 Menunjang
Heuangan SKPD, BLUD Keuangan SKPD, BLUD
dani dan Laporan Kauangan
Lapomn Kawsangan Famerintah Daerah yang
PEMDA, Terkonsolidasi
11124135 Koordinazi dan Jumlah Rancangan 100 Meningng
Penyusunan Rancangan Peratuan Daersh
Peraturan Daerak tefitang
testang Partanggungiwaban
Pedtanggungawaban Palaksanaan AFBD
Pelaksanagn APED Kabupaten/ota dan
Kabupatan'¥oda dan Rancangan  Peraturan
Rancangan Poraturan Kopaln Daerah tentang
Kopala Daesah tankarg Penjabaran
Pananggungjawaban Palaksanaan APBD
Palaksanaan APBD | Kabupaten/Kota
1112138 Koordinasi, Sinkronizasi, Jumiah Dokumen Hasi 100 Manurjang
dan Penyelesalan Koardinasi, Sinkronisasi,
Tunbutan dan Panyelasaian
Perbardaharaan dan Tuntutan
Tunhutan Kerugian Parberdoharaan dan
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o | Menunjang
- Tujuany Indikator S0l | Program! Keglatan'Sub N e Analisl
: Sasaran Kinerja = Hegiatan nerl = Ticlak 8
Mznunjang
{1 Fi] L[5 ) (5h LA i (3 et
Daarah Tumiutan [ 1
Daarah
1112137 Penyusunan Kebijakan Jumiah Kebjakan don | 100 Menunjang
dan Pardusan Takriz Panduan Teknis
Operasiana| |
Panyalenggaraan Panyalenggaraan
Akurtansi Ahuntansi  Pamerdntak
Pamatintah Cacrah Caarah
1112138 Pambirasan Akuntans, Jumiah  Orang  yang 100 Ienunjang
palapoeran, dan Mangikus  Fambinsan
Pertanggungjawaban Akuntarsi,  Pelaporan
Pamarintah Kabupalen! dan
Kata Pestarggundgjawaban
Pemanniah
Fabupaten/Kod
11121389 Pombinaan Pengaklaan | Jumtah BLUD 100 M rirjang
Keuangan BLUD Kabupaten/lota  yang
KabupatanKota a
11121341 Koordinasi dan Jumiah Laparan Statistik 100 Menunjang
Q Panyusunan Slatistix Faeunngan Pemarntahan
Kauangan Pemerintaban Daerah pada Pamsarnintah
| Daarah _Kabupaten/®ota
11214 Keglatan Panurang Tersalumya  Gankeu, | 2688 | Menunjang
Uruan Kewenangan Belanja  Tidak  lerduga
Fangeiokan Kauangan can Bagi Hasil Pajak dan
Draarah Ratribusl Daerah sesuai
dangan Peraburan
Penindan
1412149 Analists Peancanaan Jumnlah  Laporan  Hasl 100 Manurang
dan Pelaksarman Analisis  Perencanaan
Pembayaman Cicilan dan Palakaanaan
Fokok dan Bunga Pembayaran Cicitan
Pinfaman Pamanintak Polok  dan Bunga
Daarah Pinjaman  Pamarintah
Dianrah
1112142 Analiss Perencanaan Jumiah  Laporan  Hasi 28 Menurjang
dan Panyalusan Bantuan Analisls  Parencanan
Keuangan dan Peryalren Banbuan
Kaun
1112143 Pengalalaan Dana Jumlah  Laparan Hasil 20 Menunjang h
Darurat dan Mendesak Pangeialaan Dara
Darurat dan Mandesak
1112144 Pengelolaan Dana Bagi Jumiah Laparan  Hasil 100 Menunjang
Hasil Kabupaten¥ota Pangelslan Dana bagl
Haail KabupateniHots
1113 Meningkatnya Irddess [ Menungang
Kualitas Pangalciaan
P an Batang  Milik
Barang  Millk | Dasrah
Daarah
Indaks
Pangaleiaan
Barang Miik
Daerah
11431 PROGRAM Parsentase  Peranghkat 100 Menunjang
PENGELOLaAN rah warg
BARANG RILIE Pengelalagn BMD
DAERAH BaikiTarsh dan
Akurtabal 100
Persentase potensl BMD
yang dirna e than -]
KegiatanPengelzlaan Terfasilitasinya 100 Menunjang
Barang Miik Daarah Pamarifaatsn dan
Pamgamanan BMD
secara Ciptirmal
Tesfasilrasinya 100
1.11.311 Penghapusan BMD
G dalam Penyusuran
Laparan  BMD  yang
Abinkakeal
Tersusurnyn  Dokuman 100
Perencanaan dalam
e Fangelolaan BMD
IERFEEK] Penyusunan Stamdar Jumiah Standar Harga 100 Menurjarg
Harga yang Diswsun
1113442 Penyusunan Jumlah Rencana 100 Minunjang
Perencanaan Kebutuhan | Kebutuban Barang Wik
Barang Milik Daerah Craarak
11131403 Penatausabaan Barang Jurmiah Laparan 100 Menunjang
Milik Dingrah ' Panatausahaan  Barang
Milik Caprah
1113114 Pengamanan Barang Jumiah  Laporan  Hasil 100 Menunjang
Mili Daerah Pangamanan  Banang
Miik Daaroh
11131158 Paniatan Barang Milik Jumilah  Laporan  Hasgil 100 Manunjang
Caarah Fenilaian Bammang  Milik
Camrah dan Hasil
Koordinasi Panilaian
Barang Miik Dssrah
1113198 Pengawasan dan Jumlah Laporan Hasi 100 Manurjang
" Pengawasan dan
Pengelciaan Barang Pangendalian
Mk Dasrah Pangelolaan Barang
Milk Dnerah
1443147 ‘Opmalisasl Jumlah Dokumen Hasi 100 Manunjang
Penggunaan, Ciphimalisasi
Pamanfaatan, Penggunaan,
Pemindahtanganan, Pamanfaatan,
Pemusnahan, dan Pemindattanganan.
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" Menunjang
= Capai Capaia
Tujuan! Indikator Programi latan/Sub : ! Analis
No. Sasaran Kinerja i Hegiatan Me Indikator Kinerja n Ticlak 5
Menunjang
(n (2 & o [ 5 n 8 [&21]
Penghapusan Barang Pemusnahan, dan
Milik Daerah Penghapusan  Barang
Bilik Daarah
1113198 Pamainaan Fengelolzan Jumiah  Orang  yang 100 Merurjang
Barang Mangikuli  Pembinaan
Milik Daerah Pemerintah Penpalolan Barang
Kabupatan Kata Milik Dmarah Pame finksh
Kabupatar/iota
1121 MENNGHATNY opr FAD 99,18 Msnainjang
A KONTRIBUSI terhadagp
PENDARATAN Pandapatan
ASLI DAERAH Dasrah 1
1122 MEMINGHATMY Parsantase 3a7.2 Menunjang
A PENERIMAAN Peningkatan 5
PADA SEKTOR PAD |
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
11221 PROGRAM Parsantaza Faningkatan 45,50 Menunjang
PENGELOLAAM \Wajit Pajak Daemah
PENDAPATAN Parsartase Harmorisasi 58 49
DAERAH Perencanaan
Pardepatan Transfer .11
Parsardass Realzasi
Fanarimaan PAD
112211 Kagetan Pangelohan Farsariaze 100 Menunjang
Pandapakan Docmh Meningkatrya jumiah
Keiotapan Pajak Daamh
Porsantasa Reafiaasi 100
Penarimaan Pajak
Caerah dan  Ratribusi
Diaerah dasi Ketstapar
[EFFEER] Pura neanaan SJurnlak Dahumean 100 Manurgang
Pangeleiaan Pajak Rensama  Pengelolaan
Daarah Pajak Drarah
[EFFEE K Analisa dan Jumlah Dokumen Hasi 100 Marunjang
Pengembangan Analis  Pajak Daerah
Pendapatan Daerah sarta  Pengembangan
sarts Penyusunan Pajak Daemh  dan
Kebijakan Pajak Dassah Kebigkan k Draerah
1122113 Penyuluhan dan Jumlah Lapotan 10 Menunjang
Penyebariuasan Palaksanaan
Kebijakan Pajak Daesah Penyuluhan dan
Penyebarluaszan I
Habijakan Pajak Daerah
1122114 Pendataan dan Jumiab Laparan Hasdl 100 Manunjang
Pendaftaran Objek Pagak | Pendataan dan
daarah Pendafaran Objek Pajak
Daerah, Subjak Pagk
dan Wajb Pajak Caarak !
112215 Pangottan, Jumiah Laperan Hasll 100 Menunjang
Panelibaraan dan Pangelahan,
Palaporan Basla Data Pamaliharaan, dan
Pajok Doorah Palaporan Basis Dala
il _Pajak Daarah N
1122118 Penizian Pajak Bumi Jumizh Cbek Fapk 100 Wenunjang
dan Bangunian yang Disesuaican MIOP
Pardesaan dan ya
Parkatsan (PEEPZ} serta
Bea Perclehan Hak atas
Tanah dan Bangunan
1122117 Panalian dan Vorfikesi | Jumlah Cata Pelaporan 100 Menunjarg
Data Pelaparan Pajak Fajak Dacrah yang Telah
Dasrah Diiakukan Peneliinn dan
arifikasi
1122118 Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dolumen Hasi 100 Mariirgang
Polaksanaan Penagihan
Pajak Daerah
EFFEET] Fengendalian, Jumlah Dakumen Hasl 100 Waruriang
PeserhEaan dan Pemedksaan sarta
Pengawasan Pajak Pengendallan dan
Dacrah Poengowasan Pajak
DCwaerah
11311 PROGRAM Milai SAKIP OPD 20,16 Menunjang
PEMUNJANG URLIS AR
PEMERIMTAHAM
DaERAH
11311 Incaks Kepuasan | 110,83 | Menunjang
Masyarakat
143119 Kegiatan Perencanaan, Parsentyss Capalan 100 Manunjang
Panganggaran dan Indikator Kinefa sesuai
Evaluasi Kinarja dangan Tanget
_Porangint Daerah
1431004 Paryusunan Doluman Jumlah Dokuman 100 Manunjang
Parencanasn Paranghad Parancaraan Farangkat
Cmarah Daarah
1131912 Kaerdinasi dan Jumiah Dokumen RKA- 100 Menunjang
Pamyusunan Dokumen SKPD dan Laposan Hasil
REA-SKFD Koordinasi  Penyusuran
Dokuman RKA-SKPD
1131113 Koordinasi dan Jumlah Laparan Capaian 100 Menunjang
Panyusunan Laparan Kirarja dan |khtisar
Capaian Kineta dan Raalsasi Kinegn SKPD
|khtizar Realisasi Kinerja | dan Laporn Hosl
SKPD Feardinasi
Penyusuran  Laporan

Capaian  Kirefa  dan

Ikhiisar Realisasl Kinea
SKPD
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Menunjang

Capai Capaia
Indikator Program/ | atandS ub '] Analisi
Ne. Sasatan Hinerja - Keglatan Kag Indikater Kinerja i Tidak s
Manunjang
(1) 2 L] 4 5 {5} [0 L] 18
1131114 Evaluasi Kinctja Jumitah Laparan Evaluas 100 Manuniang
Perangiat Dwarah Kinafa Paranghal
Caerzh
113712 Kegiatan Administrasi Pursantase  Pemendhan 100 Manurgang
HKeuangan Palayanan Keuangan
11311241 Panyediaan Gaji dan Jumiah Orang  wang 100 Manunjang
Turjargan ASH Menesima  Gaji  dan
Tunjangan ASH
1139922 Palaksamaan Jumiah Dakumen 100 Manunjang
Penatausahaan dan Penalausahean dan
Pangujian Verifikesi Pangujianierifikasi
Kauangan SKPFD Kmuangan SKPD
1430423 Kaerdinasi dan | Jumlah Laparan 100 Menunjang
Paryusunan  Laporan | Kewangan Akhir Tahun
| Keusmgan Akhr Tahun | SKPD dan Laporan Hasil
SKPD Koordinasi  Panyusuran
Lapamn Heuangan Akhir
Tahun SKPD
[EEREFT] Pengeloksan dan Jurnlah Dekumen Bahan 100 Wennjang
Panyiapan Bahan Tanggapan Pemarksaan
Tanpgapan Pemariksaan dan  Tindak  Lanjut
Pemarisaan
113113 Kegiatan Adminstrosi Persentase ASM  yang 100 lanurjarg
Kepegawalan Perangkat mamahari  Paraturan
Daerah Perundang- Lindangan
11311341 Penddikan dan Jumilah Pagawai 100 Marurjang
Polatian Pegawnd Berdasarkan Tugas dan
Berdazarian Tugas dan Fungsi yang Meangikuli
Fungsi Pandicican dan
1134132 Sostaksasi Perashaan Jumitah  Orang  yamg 100 Manurjang
Perundang- undangan Mengiluti Soslalisasi
Paraturan  Pemindang
| Urdangan
113114 Kagtatan Administrasi Parsentase Kebercapalan 100 Menunjang
Umum Parangat Pelayanan Urnurm
Cmarah
1131141 Panyediaan Kompenon Jumiah Paket Komgponen 100 Manunjang
Instalasi Irestalasi
ListnkPanemngan ListrikPanerangan
Bangunan Karlar Banguman Kankar yang
Diseciakan
11310432 Fanyodizan Pemilaten Jurnlah Pakaet Pamalatan 100 Menunjarg
dan Petlenghapan dan Parengkapan
Kantor Kanbor yang Disediakan
1131143 Panyadisan Peralatan Jumlah Paket Pomlatan 100 Menurgang
Rumah Tangga Rumah Tangga yang
DCiesdiakan
1131144 Ponyediaan Bahan Jumiah  Paket Bahan 100 ManurgEng
Lexgistik Kaniar Logistik  Kantar yang
Cisadiakan
1131145 Pafiyediaan Barang Jumitah Paket Barang | 100 Manunjang
Catakan dan Catakan dan
Penggandasan Panggandaan yarg
Disediakan
1131148 Penyediaon Bahan Jumiah Dokumen Bahan 100 Manunjang
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan
Panmdang-Undangan Parundang-Lindangan
yang Disadakan
5 n Jumizh Faket 100 Menunjarg
handhiatesial
1130147 B'h"'—"“nmul gkmm yang
1131148 Fanyalanggaraan Rapat Jumnlah Laparan 100 Menunjang
Keordinasi dan Penyelerggarasn Rapat
Konsultasi BKPD Koordinasi dan
Konsuhasi SKPD
IEE-EER- Kegiztan Pengadaan Prrsantase 100 Mnunjang
Barang Miik Daerah Ketercukupan  Sarana
Penunjang Urnusan dn Prasarana Aparatur
Pemaraitah Daserah )
1131151 Pengadaan Kendarsan Jumilah Lind Kendaraan 100 Manurjang
Perorangan Dinas akaw Parprangan Dinas atay
Kendaraan Dinas Kendaran Diras
dabatan Jabatan yang Disediakan
1131152 Jumiah Unit  Parataban 100 Menunjang
an Peralatan dan Mesin Lainnya yang
dan Me=in Lainmya Disediakan
1131153 Pengadsan Sarana dan | Jumiah Unit Samna dan 100 Menunjang
Pragarana Gedung | Prasarana Gadung
Kanlor afay Bangunen | Kardor afau Bangunan
Lairmya Laineya yang Disediakan
113118 Kagiatan Penyediaan Kalefeukipan  Sumber 100 Menunjang
Jasa Panunjang Urusan Daya Telon, Listic, Air,
Pamarintahan Imernat dan Petayanan
Umum Kangor
1131184 Panyedizan Jasa Surat Jusmlah Laparan 100 Manunjarg
Memyurat Penyadinan Jasa Surak
Meryurat
1131382 Ponyadiaan Jasa | Jumlah Laparan 100 Menunjang
Hoorma rullicsd, Sumbar | Penyediaan Ja=ma
Daya Alr dan Listrik Komundkasi, Sumber
Caya Air dan Listrik yang
DCisadiakan
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Menunjang
o Tujuant indikatar ::"' Program/ KeglatanSub | Kinesja Ew i Analis|
Sasaran Hinerja 5 Hegiatan r ! Tidak l
| Mananjang
(1) 2 (e (4 =) (8) O] 18 ]
1131183 Panyedizan Jasa Surnlah Laparan 100 Menunjang
Patayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kentor
yang Disadiakan )
EEFERK] Wagiakwn Pameliharaan Terjaganya Fordisi 100 Menunjang
Barang Milik Dasrah Sarana Prasamana
Parunjang Linusan Fendulung Kantar
. Pamerintahan Daserah dalarm Kandisi Blalk
1.13.1.1.71 Panyedizan Jasa Jurnlah Kandaraan a2 Menunjang
Famaliharman, Bisya Perorangan Dlinas akau
Pamaliharaan, dan Pajak | Kendarman Difeans:
Kandaraan Peferangan Jabatan yang Dipelham
Diinas ataw Koendarsan dan dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan
1131472 Pamalharsan Perallan Jumlah Peralatan dan 100 Manuriang
dan Mesin Lainnye Masin  Lainmya  yang
Dipalibara
1131173 Pemalharman/Rahabilita Jumlah Gedung Hartor 100 Marunjang
si Gedung Kandor dan | dan Bangunan Lainmya
Banguman Lainrya wang
S Dk Cipalihara/Dirchabiitasi
1131174 Pamalharaan'Rehabilita Jumiah  Sarara  dan 100 Manunjang
=i Zarana dan Prasarana | Prasarana Gadung
Gedung  Kantor  atau | Kanles ateu  Bangunan
Bangunan Lannya Lainnym Varg
DipelibaraiDirehabiitasl |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

Uraian penjelasan tabel: Dari 103 indikator, semua sub kegiatan yang ada sesuai Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 menunjang

ketercapaian indikator kinerja baik indikator kinerja utama, maupun indikator kinerja program dan
kegiatan.

2. Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta
tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen
Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9

Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Mo. Frogram/agiatan/ Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) apai g
(1) (2 (3} (4} {5
Badan Pendapatan Pengelolaan héuangan dan Aset Dasrah 4208684 597 981 | 144.406.942 150 3431
14421 PROGRAM PENGELOLAAN KELANGAN DAERAH 336304 960077 | 117.019.310.121 M,Er
111214 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2616 695077 2.304 397 702 88,07
11121144 Koordinasi dan Pén;rusunan KUA dan PRPAS 390.000.000 363142500 | 9311
1112112 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 235,000.000 225940650 96,14
1112113 | Koordinasi,Penyusunan dan Verifikas RKA SKPD 180.000.000 176.701.500 | 98,17
| 1112114 | Koordinasi,Penyusunan dan Verifikas| Perubahan RKA SKPD 160.000.000 132.952.400 | 83,10
1112115 Koordinasi,Penyusunan dan Verifikasl DPA SKPD 100.000.000 99.463.200 99,46
1112118 | Koordinasi,Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD 106.244 000 94692100 | 89,13
1112447 Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang APED dan Peraturan 285.000.000 279.393.852 98,03
Kepala Daerah tentang penjabaran
APBD.
1.1.1.21.1.8 Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APED dan 265.000,000 253.424,800 95,63
Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
1.1.1.21.1.8 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 235.000.000 G7.879.000 28,88
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Ne. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) :’:"apﬂi o
(n (2) 2 4 ()
1.1.1221.1.10 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 120,000,000 99,424 400 82,85
" 1.4.4.21.1.41 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja 250.000.000 245,631,800 98,25
Daerah .
1.1.1.21.1.12 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 125.000.000 119.427 500 095 54
1.1.1.2.1.1.13 | Pembinaan Penganggaran Daerah Femerintah Kabupaten/Kota 165.452.077 146.324.000 8844 |
111212 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1.339.200.000 1.112.400.360 83,06
1112121 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 150.000.000 137.525.900 91,68
1112122 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah 150.000.000 117.280.750 78,19
1112123 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 240.000.000 203.174.410 84 66
s Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
1.1.1.21.24 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Mon Tunai 95.000.000 BE6.6TZ.700 | 91,23
dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
1112425 | Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas 319.200.000 296.413.700 82 86
Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan
Penyatoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
1.1.1.21.26 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan 125.000.000 105,577,000 84,46
) Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait
1112127 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan 125.000.000 58.342.400 4667
Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
1.1.1.212.8 | Pembinaan Penalausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kaota 135.000.000 107.413.500 79,57
111213 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 577.500,000 499,072 668 BE 42
1.1.1.21.21 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 18.283.500 10.288.350 5627 |
1112132 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, 8.800.000 7.907.000 | 89,85 |
“ Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban |
1112133 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan AFED 2.020.000 1.810,000 960 |
i Bulanan, Triwulanan dan Semesteran |
1.1.1.2.1.34 Konsolidasi Laporan Kewangan SKPD, ELUD dan 280,200,000 268.315.218 8578 |
Laporan Keuangan PEMDA _— E
1112135 K.oordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 35.680.500 28.860.100 83,69
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APED Kabupaten/Kota dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD =
1112138 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan 15.300.000 14.268.000 93,25
Tuntutan Kerugian Daerah s
1112137 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan 11.600.000 10.060.500 86,73
Akuntansi
Pemerintah Daerah y =it
1112138 Pembinaan Akuntansl, pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pamerintah 154.721.000 137.416.000 ag.82
Kabupaten/ Kota
1112138 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BELUD Kaebupaten/Kota 5.500.000 4,044,000 73,53
11121310 | Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah 45.385.000 15.103,500 33,27
111214 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelalaan Keuangan Daerah 381.771.564.000 29,63
— 113.103.439.401
1112144 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga 2.515.000.000 24438 485701 97,36
Finjaman Pemerintah Daearah i
1112142 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 365.942 6554.000 H7.975.020.000 26,77
1112143 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 300.000.000 84.500.000 2817
1112144 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 13.013.910.000 12.595.433.700 96,78
11131 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
o 1.264.700.000 1.032.206.91% | 81,70
1143419 Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Dasrah 1.264.700.000 1.033.206.919 81,70
1113114 Penyusunan Standar Harga 64.700.000 59.223.500 81,54
1113112 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 75.000.000 42927300 | 57,24
1.1.13.1.13 | Penatausahaan Barang Milik Daerah 153.000.000 127.072.250 | 83,05
1113114 | Pengamanan Barang Milik Daerah 624.395.000 504.017.369 80,72
1113115 Penilaian Barang Milik Dagrah 42 875,000 33.394.500 78,25
11131186 | Pengawasan dan pengendalian 25 000,000 21.458.500 | 85,95
Pengelolaan Barang Milik Daerah
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No. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) '}c'r"apaian
(1) (2] (2) (4} (%)
1113147 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindﬂhtﬂnéénan, Pamusnahan, dan 244,930,000 212.800.500 85,80
Penghapusan Barang Milik Daersh
1113118 Pembinaan Pengelolaan Barang 35.000.000 312 483,000 92,81
Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota
14221 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN 2.B47.187.000 2.560.513.917 89,93
DAERAH
112211 Kegialan Pengelolaan Pendapatan Daerah 2.847_187.000 2.560.513.0917 89,93
| 11221141 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 268.625.000 257.756.675 9585
i -
11.221.1.2 | Analisa dan Pengembangan Pendapatan Daerah serta Penyusunan Kebijakan 249,120,000 234.444.050 94,1
Pajak Daerah
1.1.221.1.3 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah T06.772.000 §30.863.636 89,26
1122114 | Pendataan dan Pendaflaran Objek Pajak daerah 279.950.000 251,950,067 93,57
1122115 | Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 208,500,000 164 564500 748,81
1122116 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBEP2) serta 272.800.000 229.868.291 84,26
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTE) 9, (B
1122117 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 318.500.000 285.081.000 89,51
1122118 Penagihan Pajak Daerah 487,000,000 454,105,298 93,25
1122119 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 55.620.000 41870400 | 7528 |
11341 "PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | "30.467.750.904 | 23793.911.183 | 78,10
__________ | ]
1.13.1.14 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.000.000 29,645,400 74,11
1131114 Penyusunan Dokumen Perencanaan Peranghkat Daerah = a 15.300.000 13888 400 80,77
1131112 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.600.000 6.870.000 EE.UE
1131113 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 4.400.000 3.125.000 71,02
|| Kinerja SKPD
1.1.31.1.1.4 | Ewvaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.500.000 5.762.000 45,10
113112 Kegiatan Administrasi Keuangan 27.349 957 641 20.937.907.275 76,56
1131121 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 26.730.917 641 20.247.211.325 76,12
1131122 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengufian/Verfikasi Keuangan SKPD 560,040,000 £53.500.000 8727
1131123 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 20,000,000 10.115.900 | 50,58
1131124 Pen_ﬁétolam dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 30.000.000 27.080.050 90,27
1.1.3.1.1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah R 74.70:0.000 B7.404.300 80,23
1.1.3.1.1.3.1 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawal Berdasarkan Tugas dan Fungsi 58200000 52.805.000 | 90,73
1.1.31.4.3.2 Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan 16.500.000 14.599,300 8548
;'-111.3.1.1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 391.231.000 334.043.970 85,38
| 1.1.3..4 A1 Penyadiaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.991.000 7.780.000 77.a7
1131142 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 73.000.000 64 068.450 8777
1131143 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.000.000 12526.400 | 83,51
1131144 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.000.000 50.962.000 67,74
1.1.31.1.45 Penyedizan Barang Cetakan dan Penggandaan 44.000.000 36.853.900 83,76
1131146 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7.000.000 6.240.000 89,14
1131147 Penyediaan Bahan/Material 93.000.000 ool i 98,88
1131148 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD a7.240,000 91.229.820 93,82
113115 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 151,003,200 143.357.172 94 84
1.1.3.1.1.51 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100.000.000 95.807.172 | 9581
11314562 5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 31.750.000 29.850.000 94 02
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Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Anggaran {(Rp) Realisasi (Rp) Capalan
)] 2) (3) (4) (5)
1131153 Pengadaan Sarana dan Prasarana Ge:fung Kantor atau Bangunan Lainnya 19.253.900 17.700.000 91,93
1131186 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Unusan Pemerintahan 1.895.895,363 1.861.183.278 83,25
11311641 Penyediaan Jasa Surat Manyurat 3,300,000 1.250.000 3788
1131162 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 205.500.000 2809.807.629 84 86
1131163 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 687.095.363 1.570.125 639 83,07
RERER Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 464.963.000 420.369.788 | 90,41
1.1.31.1.71 E::-:raa:iaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelinaraan, dan Pajak Kendaraan 254 563,000 233.505.238 81,73
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan -
1131172 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 62.400.000 57.525.000 92,19
1131173 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya €5.000.000 58.410250 | 89,86
1131174 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 83,000,000 T0.929.300 85 45

Lainnya

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun

2024

Uraian penjelasan tabel:

Dari data tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat 3 sub kegiatan yang capaian
realisasinya kurang dari 50% yaitu

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan
Pengelolaan Keuangan Daerah, sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan
Keuangan dan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak. Untuk sub kegiatan Analisis
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dikarenakan kurangnya ketersediaan
sumber dana, sedangkan untuk sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
dikarenakan tidak terdapat bencana yang benar- benar darurat dan mendesak di dalam proses
pengajuannya.

b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
dikarenakan sampai dengan akhir tahun 2024, jumlah proses pembayaran iklan di media cetak
lebih sedikit dari penganggarannya.

3. Prestasi yang dicapai

BPPKAD bersama Inspekiorat sebagai OPD pengampu, mendapatkan predikat Wajar Tanpa
Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 6 kali berturut- turut sejak tahun

2018.

2018
Z

o

g

2020

— re R g
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4. Inovasi yang telah dilaksanakan

Menindaklanjuti kemajuan zaman yang memerlukan digitalisasi, pada tahun 2024, BPPKAD
meluncurkan aplikasi E-Layanan, yaitu peningkatan sistem aplikasi SIM PBB-P2. Aplikasi ini
bertujuan memberikan kemudahan kepada Masyarakat yang hendak melaksanakan proses
perubahan SPPT-PBBP2 tidak usah datang ke kantor, cukup memasukkan data ke dalam
aplikasi. Adapun admin aplikasi tersebut sudah terdapat pada masing- masing perangkat desa
se- Kabupaten Rembang. Aplikasi ini telah mendapatkan penghargaan 10 besar Rembang
Inovation Award yang diselenggarakan pada Rabu, 24 Juli 2024.

4, Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Rembang yang
bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat
maka Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang
sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan struktur organisasi kinerja
sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor
sebagaimana dijelaskan berikut ini.

a. Dalam hal perencanan penganggaran daerah, BPPKAD selaku Tim Anggaran Pemerintah
Daerah menyediakan data, dan memfasilitasi kepada 40 OPD se Kabupaten Rembang di
dalam proses penyusunan anggaran. Kemudian BPPKAD juga melaksanakan koordinasi
dengan Kementerian Dalam Negeri dan Biro Hukum serta Biro Keuangan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang APBD. Kemudian
dokumen DPA masing- masing OPD yang akan digunakan untuk mendukung pencapaian
kinerja program pembangunan Daerah.
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. Dalam hal penatausahaan keuangan daerah, BPPKAD memberikan kontribusi yaitu
pendampingan fasilitasi teknis kepada 40 OPD se Kabupaten Rembang di dalam proses
penatausahaan keuangan daerah. BPPKAD juga melaksanakan koordinasi dengan PT
Taspen- BPJS Kesehatan terkait pembayaran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan
kerja, Bank Jateng Cabang Rembang terkait berita acara rekonsiliasi bulanan, KPPN-
KPP Pratama terkait rekonsiliasi pajak pusat.

. Dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban APBD, BPPKAD melaksanakan fasilitasi
dan rekonsiliasi atas laporan keuangan masing- masing OPD untuk disusun menjadi
LKPD. Hasil LKPD selanjutnya akan direview oleh Inspektorat, BPK-RI, kemudian apabila
telah ada terbit LKPD audited digunakan sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban APBD, setelah sebelumnya dibahas bersama Bagian Hukum dan
DPRD Rembang.

. Dalam hal pengelolaan pendapatan daerah, BPPKAD melakukan inventarisasi
permasalahan dan bersama OPD pengelola retribusi daerah berupaya meningkatkan
PAD sesuai dengan target. Kerjasama dilakukan antara BPPKAD bersama Bank Jateng
Cabang Rembang terkait pemasangan alat rekam transaksi elektronik (tapping box),
penyusunan Peraturan Bupati terkait petunjuk pelaksanaan Pajak Daerah bersama
Bagian Hukum. Penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah dapat digunakan untuk
kepentingan masyarakat.

. Dalam hal pengelolaan barang milik daerah, BPPKAD melakukan pencermatan atas
dokumen pelaporan BMD oleh OPD. Dokumen tersebut kemudian direview oleh
Inspektorat untuk kemudian dijadikan menjadi unsur LKPD yang akan direview oleh BPK.
Adapun Kegiatan yang dilakukan OPD yang sesuai dengan DPA dilaksanakan
pencapaian kinerja agar meningkatkan tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan
Perangkat Daerah dan mendukung pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik
(good governance) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024. Penyusunan LKjIP
ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun
2014 ftentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai upaya untuk
penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LK|jIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 ini dapat menggambarkan
kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah
dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang
mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tiga sasaran strategis dengan
keseluruhan sasaran strategis tercapai.

2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
adalah :

a. belum adanya data potensi wajib pajak daerah;

b. belum adanya aplikasi terkait penghimpunan data pajak daerah:

c. masih adanya Peraturan Bupati terkait petunjuk pelaksanaan APBD yang belum
disesuaikan dengan kondisi saat ini:

d. keterlambatan OPD dalam proses pengusulan Standar Harga Satuan;

e. masih adanya Peraturan Bupati terkait petunjuk pemungutan pajak daerah yang belum
disusun.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan pengkinian data potensi pajak daerah melalui aplikasi:

b. melaksanakan penghimpunan data pajak daerah melalui One Single System (OSS);

c. melaksanakan penyusunan peraturan terkait petunjuk pelaksanaan APBD yang akan
disesuaikan dengan kondisi saat ini;

d. melakukan sosialisasi kepada OPD terkait pengusulan Standar Harga Satuan;

e. melaksanakan koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Rembang terkait penyusunan
Peraturan Bupati terkait petunjuk pemungutan pajak daerah.

f.  menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan
di atas.

ol



Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini, diharapkan
dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengambil
bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Rembang 24 Februari 2025




LAMPIRAN

BN o 0 Tl

SK IKU BPPKAD TAHUN 2022-2026

PK BPPKAD TAHUN 2024 BESERTA PERUBAHAN
SK TIM PENYUSUN LKJIP BPPKAD TAHUN 2024
SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

PROFIL INDIKATOR KINERJA

53



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH
Ji P Diponegoro No. 90 Telp 0295- 683124, 691114

Fax 0293- 693124 REMBANG 59211

KREPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022- 2026

NOMOR : 900 /ee3\ [ 202]
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022-2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN REMBANG,

Menimbang Aa. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Negara Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja instansi Pemeriniah
sehagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 20
Tahun 2014 tentang Sistem  Aluntabilitas  Kinerja
Instansi Pemerintah maka perlu menetapkan Indikator
Kinerja Utama (IkU] Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2022-2026;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah
kabupaten RHembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten  Rembang  Tahun  2021-2020  perlu
menyesuaikan  Indikator Kinerja Utama Badan
Pendapatan, Pengelolaan Reuangan dan Aset [laerah
Kabupaten Rembang;

¢. bahwa dalam rangka memperoleh ukuran keherhasilan
dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis
organisasi vang digunakan untuk perbaikan kinerja
dan penmgkatan akuntaniitas  Kinerjs  dan dabaon
rangka menjabarkan lebih lanjut dan menjamin
kesesuaian dalam penecapaian Sasaran Serategis dan
kineria RPJMD kabupaten Rembang Tahun 2021-2026
dengan Rencana  Strategis  {Renstra) Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah;
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d. hahwa schubungan dengan huruf a, huruf b, hurut ¢
dan huruf h, perlu menetapkan Keputusan kepala
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asel
Daerah Kabupaien Rembang tentang Indikator Kinerja
Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Asct Dacrah Kabupaten Rembang Tahun 2022 - 2026;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Darrah-daerah kabupaten tdalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perhendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1]
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

Undang-Undang Nomeor 153 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Womor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan  Menteri  Pendavagunaan  Aparatur Negars
Nomor PER/DG/M.PAN/S5/2007 teniang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di  lingkungan
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor  PER/20/M.PAN/I1/2008  tlemtang TPetunjuk
Penvusunan [ndikator Kinerja Utarnd,

. Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Momor 33 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Rinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintals;



Menetaplian
KESATL

KEDUA

13. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang  Tata Cara Perencanaan, Pengendalinn dan
Fvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Fancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD  dan
RPIMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPIMD dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun

2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangks Panjang
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025:

L5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Dacrah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
kabupaten Rembang;

I6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026:

17. Peraturan Dacrah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;

19, Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2021
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan
Daerah kabupaten Rembang;

20. Peraturan  Bupati Rembang Nomer 49 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapalan dan Belanja
Daerah kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022:

MEMUTUSKAN ;

Indikator Kinerja Utama (IKU}] di Lingkungan Badan
Pendapatan,Pengelolaan  Keuangan dan  Aset  Daerah
Kabupaten Rembang tahun  2022-2026  sebagaimana
tersehul dalam Lampiran Keputusan ini;

Indikator Kineria Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU, menjadi pedoman dalam sctiap menyusun
dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja Tahunan
iRenjal, Rencana kerja dan Anggaran (RKA), dokumen
Perjaniian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lain serta
dalam melakukan evaluasi pencapaian Kinerja.



KETIGA

KEEMPAT

Segala biava vang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Rembang tahun
2022,

Keputusan ini berlaku scjak tanggal ditetapkan.

Diretapkan di Rembang
pada tanggal 3 Desember 2021

Badan Pendapatan,Pengelolaan
=THeagngan dan Asel Daerah
W paten Rembang
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PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114

Fax. (02595) 693124 REMBANG 59211
Email: bppkad.rembang@amail com, website: bppkad, rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
(PERUBAHAN])

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : FERY SUMARDI, S.E, M.M '

Jabatan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama . H. ABDUL HAFIDZ, S Pd. |
Jabatan : BUPATI REMBANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan larget kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 12 November 2024
/% A Rihak Kedua __Pihak Pertama

FERY SUMARDL'S.E.. MM,
PembinaUtama Muda
NIF-1 E_!'T‘I_ 02251998031004




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN REMBANG

Mo. | Tujuan dan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
{1 | (2) (3) {4)
1. | Tujuan: |
1.1 | Meningkatnya kualitas | Opini BPK atas Laporan WTP
pengelolaan keuangan & 1 Keuangan Pemerintah
Barang Milik Daerah yang Daerah
Akuntabel
1.2 | Meningkatnya kontribusi Proporsi Pendapatan Asli 19,5%
Pendapatan Asli Daerah Daerah terhadap
pendapatan Daerah
2. | Sasaran: i
2.1 | Meningkatnya Kualitas Persentase Kualitas 95%
Pengelolaan Keuangan Daerah | Pengelolaan Keuangan
Daerah
2.2 | Meningkatnya Kualitas Indeks Pengelolaan 75
FPengelolaan Barang Milik Barang Milik Daerah
Dagrah
23 | Meningkatnya Penerimaan Persentase Peningkatan 4
Fendapatan Asli Dasrah Pendapatan Asli Daerah
3. | Direktif Pimpinan
3.1 | Meningkatnya akuntabilitas Nilai SAKIP OPD 27 64
kinerja OPD ;
3.2 | Meningkatnya kualitas Nilai IKM OPD a4
pelayanan publik OPD
Mo Mama Program Anggaran (Rp.) Keterangan
1 | Program Penunjang Urusan Rp 30.487.750.904,00 APBD Kab,
Pemerintah Daerah Kabupaien
2 | Program Pengelolaan Rp 386.304.960.077,00 APBD Kab.
Keuangan Daerah
3 | Program Pengelolaan Barang Rp  1.284.700.000,00 APBD Kab,
Milik Daerah
4 | Program Pengelolaan Rp  2.847.187.000,00 APBD Kab.
Pendapatan Daerah
JUMLAH Rp 420.884.597.981,00

Rembang, 12 November 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN,

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
____ASET DAERAH
~KABUPATEN REMBANG

FERY-SUMARDI, S.E.. M.M.

Pembina Utama Muda

" /BUPATI REMBANG

"\ X - '. .__'-'_.._."l"
W47 H-ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I
N NIP 197102251998031004



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL P.DIPONEGOROQ No.90 TELP.(0295) 693124, 691114
Fax. (0295) 653124 REMBANG 59211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
(PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini
Nama . SOLIKIN, 3. 8.T.P., M.M.

Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Rembang
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Mama * FERY SUMARDI, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang

Selaku alasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 12 November 2024

Pihak Kedua Pihak Pertama
FERY SUMARDI. S.E.. M.M. SOLIKIN, S S.T.P.. M.M.
Pembina Utama Muda Pembina

NIP 197102251998031004 NIP 198512142004121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)
SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG

No Sasaran Strategis Indikator Kerja Tzagrgit

(1) (2] (3} (4)

1 Direktif Pimpinan

1.1 | Meningkatkan akuntabilitas kinerja | Nilai SAKIP OPD 77,64

__| Perangkat Daerah

1.2 | Meningkatkan kualitas pelayanan Nilai IKM OFD B4

publik
|
No | IR Jumlah Anggaran (Rp.) Ai‘gg:gn
1 | Program Penunjang Urusan | Rp 30.467.750.904,00 | APBD |

Pemerintahan Daerah Kabupaten

Rembang, 12 November 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN, SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH ASET DAERAH
KABUPATEN REMBANG KABUPATEN REMBANG
FERY SUMARDI, S.E., M.M. SOLIKIN, §.5.T.P., M.M.
Pembina Utama Muda Pembina

NIP 187102251998031004 NIP 158512142004121001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
il BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
o Jalan P. Diponegoro Mo. 90 Telp. (0295) 693124, 691114, 681002
Fax. (0295) 693124, 691002 REMBANG - 59212
Website: https.//bppkad.rembangkab.go.id Email: bppkad@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
(PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASRODIN, S.E. M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Aset pada BPPKAD Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : FERY SUMARDI, S E. M.M.
Jabatan : Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 12 November 2024

Pihak Pertama,

&

ASRODIN, S.E.M.M.
Pembina
MIP 197108201995031004




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)

KEPALA BIDANG ASET BPPKAD KABUPATEN REMBANG

[No|  Sasaran Program/Kegiatan indikator Kineria Target |
U @) _ (3) (4)
' 4 | Program Pengelolaan Barang Milik .
Daerah
Tercapainya Persentase Perangkat | Persentase Perangkat Daerah
Daerah yang Pengelolaan BMD yang Pengelolaan BMD 100%
Baik/Tertib dan Akuntabel | Baik/Tertib dan Akuntabel |
Tercapainya Persentase Potensi Persentase Potensi BMD yang 100%
b BMD yang Dimanfaatkan | Dimanfaatkan ]
2 | Kegiatan Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Tercapainya Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen
dalam Pengelolaan BMD Perencanaan dalam 3 Dokumen
Pengelolaan BMD
Tercapainya Pemanfaatan dan | Persentase Pemanfaatan dan
Pengamanan BMD secara Optimal Pengamanan BMD secara 93%
Optimal
Tercapainya Penghapusan BMD Persentase Penghapusan
dalam Penyusunan Laporan BMD BMD dalam Penyusunan 95%
| vyang Akuntabel - _____j__l._apuran BMD yang Akuntabel |
3 Tercapainya Indeks Pengelolaan Indeks Pengelolaan BMD 759
BMD 3’
Program/Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp 1.264.700.000 - APBD

Rembang, 12 November 2024

Pihak Pertama,

M

ASRODIN, S E. M.M.
Pembina
NIP 197108201995031004




PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Mama : MUHAMMAD IDRUS, S.E
Jabatan  : Kepala Bidang Perencanaan dan Pendaftaran pada BPPKAD Kabupaten
Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

MNama . FERY SUMARDI, S.E., M.M
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab
kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil findakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 12 Nopember 2024
Pihak Kedua Pihak Pertama

AMARDI, S.E.. M.M
bina Utama Muda

B Dipindai dengan CamScanner



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)
KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENDAFTARAN
BPPKAD KABUPATEN REMBANG

No. | Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
1. | Program Pengelolaan Pendapalan Presentase Peningkatan Wajib 25%
Daerah Pajak Daerah
| Tercapainya Presentase Peningkatan
| Waijib Pajak Daerah
|
)
ig 2. | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Presentase meningkatnya 5%
- Daerah jumlah ketetapan Pajak
i Tercapainya Presentase meningkatnya | Daerah
‘| jumiah Ketetapan Pajak Daerah
3. | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah | Presentase Peningkatan PAD 4%
Program/ Sub Kegiatan Anggaran (Rp) | Sumber
Kegiatan
Pengelclaan Dana
Pendapatan
Daerah
No 1.777.267.000 APBD
1 2 3 4 5
1 2.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak 268.625.000| APBD
Daerah il
2 2.01 Analisa dan Pengembangan Pajak 249.120.000 APBD
Daerah serla Penyusunan
Kebijakan Pajak Daerah
3 2.01 Penyuluhan dan Penyebarluasan 706.772.000 APBD
Kebijakan Pajak Daerah
4 2.01 Pendataan dan Pendaftaran Objek 279.950.000 APBD
Fajak Daerah
5 2.01 Penilaian Pajak Bumi dan 272.800.000 APBD
Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) seria Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTE)

Rembang, 12 Nopember 2024

Kepala Bidang Perencanaan dan
Pendaftaran BPPKAD
Kabupatep Rembang

NP 19?11[]'251593[.'!31[][}4 NIP. 19750 2'?201[]1311{]15

@& Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

e I B e

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PERUBAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUDJIONO, S.E, MM
Jabatan . Plt Kepala Bidang Anggaran pada BPPKAD Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : FERY SUMARDI, SE., M.M.

Jabatan . Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 12 Nopember 2024
xFI]‘-tkK,JS\EDLIH PIHAK PERTAMA

e,

FER’? summba SE., M.M.
Pembina Utama Muda

NIP 197102251998031004 NIP 198104082008011009




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)
KEPALA BIDANG ANGGARAN
BPPKAD KABUPATEN REMBANG

MNo.

(N

Program Pengelolaan
Keuangan Daerah

Perda APBD

- Tercapainya Persentase

dan APBD

| Kegiatan Koordinasi dan

Penyusunan Rencana
Anggaran Daerah

PSS

__]_-ceual_'lgan digerah

KEUANGAN DAERAH

Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target
(2) (3) . (4)
Waktu Penetapan Perda
APBD
. 95 %
Kesesuaian Program, - Eersentase Kgsesuassan
Kegiatan. Sub Keniatan rogram, Kegiatan, Sub
egiatan, Sub Kegia |
antara KUA-PPAS. RAPBD Kegiatan antara KUA- |
' PPAS, RAPBD dan |
APBD i
- Tercapainya Persentase - Persentase Ketepatan 100%
Hasil Evaluasi Provinsi atas Waktu Penetapan KUA
Rancangan Perda APBD PPAS dan Rancangan
yang Ditindaklanjuti APBD
- Tercapainya Persentase - Persentase Hasil
Hasil Evaluasi Provinsi atas Evaluasi Provinsi atas 100%
Rancangan Perda APBD Rancangan Perda APBD
yang Ditindaklanjuti yang Ditindaklanjuti
- Tercapainya Prosentase Prosentase kualitas 95 %
kualitas pengelolaan pengelolaan keuangan
erah daerah
ngf&m ! Kegiatan Anggaran KEteraﬂgElﬂ
PROGRAM PENGELOLAAN
Koordinasi dan Penyusunan Rp2.451.696.077,00 APBD

Rencana Anggaran Daerah

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah
n Rembang

Rembang, 12 November 2024

Kepala Bidang Anggaran
BPPKAD Kabupaten Rembang




PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.{0295) 693124, 691114
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211
Website: Bppkad.rembangkab.go.id, Email; bppkad.rembang@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuniabei seria berorieniasi pada hasii, kami yang berianda iangan di bawah ini ;

Nama . SUMARNI, S H., M.H.
Jabatan © Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan pada BPPKAD
Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : FERY SUMARDI, S.E.. M.M.
Jabatan . Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang

Selaku atasan Finak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kineria tersebut meniadi tanggung
jawab kami,

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pembenan penghargaan dan sanksi

Rembang, 20 Januari 2025

NI 198605092010012083




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KABID PENAGIHAN, KEBERATAN DAN PELAPORAN PADA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG

No. | Sasaran Program/ Kegiatan Indnkatur Kmerja Target _i
_— - W |
)] __(2 _ L) - A L/ SR

1. | Pengelolaan Pendapatan Daerah. | ’
Tercapainya Persentase Realisasi Persentase Realisasi | 100%
i Penerimaan Pendapatan Asli . Penerimaan Pendapatan Asli | |
- Daerah ' Daerah ' |
2. | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan |
Daerah ;
1. Tercapainya Persentase Persentase Peningkatan |
Peningkatan Jumlah Ketetapan Jumlah Ketetapan Pajak 5% |
Pajak Daerah Daerah | '
2. Tercapainya Realisasi Persentase realisasi | .
Penerimaan Pajak Daerah dan | Penerimaan Pajak Daerah 85% !
i Retribusi Daerah Dari - dan Retribusi Daerah dari '
|' Ketetapan | Ketetapan
3. Terealisasinya Proporsi PAD Proporsi PAD Terhadap
terhadap Pendapatan Daerah - Pendapatan Daerah 20,36 %
‘ No. | Kegiatan Anggaran (Rp) Keterangan
| 1. Pengelolaan Pendapatan Daerah. | 1069920000 | APBD |
1.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

T | 1.069.920.000

Rembang, 20 Januari 2025

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Kepala Bidang Penagihan,
Keuangan dan Aset Daerah Kebera gan Felapcran

# |

wj;:ﬂzmzzsmgsnm 004 NI




PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL.P.DIPONEGORO No0.90 TELP.{0295] 693124, 691114
Fax. (0295} 693124 REMBANG 59211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
(PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemenntahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta beronentasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ¢ ISMINARTO BUDI SANTOSO, S.E.
Jabatan . Kepala Bidang Akuntansi pada BPPKAD Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Mama : FERY SUMARDI, S.E., M.M.

Jabatan . Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

Pihak Pertama berjan)i akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kineria jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pembernan penghargaan dan sanksi.

Rembang, November 2024

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
FERY SUMARDI, S.E., M.M. ISMINARTO BUDI SANTOSO, S.E.
Pembina Utama Muda Pembina

NIP 197102251998031004 NIP 197302192003121005




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)
KEPALA BIDANG AKUNTAMSI
PADA BPPKAD KABUPATEN REMBANG

No. | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Program Pengelolaan Keuangan 1. Ketepatan waktu dalam penetapan Perda | 1 dokumen
i Daerah . Pertanggungjawaban APBD. |

i 2. Pencatatan  akuntansi penerimaan dan | 41 laporan
l ! pengeluaran perangkat daerah sesuai SAP

; | dan tepat waktu _
i , |

2. | Opini Wajar Tanpa 1. Menyaykan Laporan Keuangan Pemerintah | 1 dokumen
. Pengecualian Dari BPK RI Daerah sesuai dengan SAP, peraturan

| . perundang-undangan dan tepat waktu

Program Anggaran Keterangan
1. Pengelolaan Keuangan Daerah Rp  577.500.000 APBD

Rembang,  November 2024

Kepala Bidang Akuntansi
BPPKAD Kabupaten Rembang

ISMINARTO BUDI SANTOSD), S.E.
Pembina

NlP 19?1&2251998'031904 NIP 197302192003121005




PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.{0295) 693124, 691114

Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211
e ———— e ————

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
( PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
serla berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : RATNA HANDAYANI, S.E., M.Si
Jabatan = Kepala Sub Bagian Keuangan BPPKAD Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SOLIKIN, S.STP.,M.M
Jabatan : Sekretaris pada BPPKAD Kabupaten Rembang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 12 November 2024

Pihak Kedua Pihak Pertama
SOLIKIN, S.STP., M.M RATNA gﬁ AYANIL, S.E., M.Si
Pembina Pembina

NIP 19851214 200412 1 001 NIP 197505281999032004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
{ PERUBAHAN)
SUB BAGIAN KEUANGAN BPPKAD
KABUPATEN REMBANG

No | Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Target
2 ; 3 4
1 I{agiélan Administrasi Keuangan | Prosentase Pemenuhan Pelayanan | 100%
Perangkat Daerah ' Keuangan '
- Tersedianya Prosentase :
Pemenuhan  Pelayanan
{ Keuangan |
g |
| Sub Kegiatan ‘ E
a Penyediaan Gaji dan Tunjangan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji | 100 '
iASN dan Tunjangan ASN Orang/bulan I
. - Tersedianya Gaji dan| I ?
i Tunjangan ASN ' - |
b | Pelaksanaan Penatausahaan | Terpenuhinya Jumlah Dokumen 12 :
dan Pengujian/Verifikasi | Penatausahaan dan | Dokumen i
Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan || |
- Tersedianya SKFD i '
Penatausahaan dan |
Pengujian/Verifikasi _
- Keuangan SKPD ! | i
| € |Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Laporan Keuangan Akhir| 2 Laporan
| Laporan Keuangan Akhir Tahun | Tahun SKPD dan Laporan Hasil | |
SKFD Koordinasi Penyusunan Laporan i '
- Tersedianya Lapoaran | Keuangan Akhir Tahun SKPD !
Keuangan Akhir Tahun !
SKPD yang tertib e ERT |
d | Pengelolaan dan Penyiapan | Jumlah Dokumen Bahan | 4 Dokumen
| Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Tanggapan Pemeriksaan  dan |
' - Tersedianya Pengelolaan | Tindak Lanjut Pemeriksaan
dan Penyiapan Bahan
Tanggapan Pemeriksaan |
| yang Baik dan Benar - ’
2 | Kegiatan Penyediaan Jasa | Prosentase Pemenuhan Pelayanan 100%
!Penunjang Urusan Pemerintah | Administrasi Perkantoran
' Daerah
- Tersedianya Prosentase :
Penyediaan Jasa ;
Penunjang Urusan
Femerintah Daerah yang
baik




Sub Kegiatan R
a :Fenyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | 12 Laporan
| - Tersedianya Pelayanan | Surat Menyurat
I dan Penyediaan Jasa
Surat  Menyurat  yang
_Tertib
' b |Penyediaan Jasa Komunikasi iJum!ah Laporan Penyediaan Jasa | 12 Laporan |
| Sumber Daya Air dan Listrik | Komunikasi Sumber Daya Air dan |
- Tersedianya Jasa Alat | Listrik yang disediakan
Komunikasi Sumber Daya |
Dan Listrik yang baik i
¢ |Penyediaan Jasa Pelayanan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | 12 Laporan :
E Umum Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
l - Tersedianya Penyediaan | yang disediakan.
[ Jasa Pelayanan Umum
. __Kantor SR —
3 | Kegiatan Administrasi Umum | Jumlah Prosentase Pemenuhan 100% |
Perangkat Daerah Pelayanan Administrasi |
| | |
Tersedianya  Pelayanan | Perkantoran ' .
Jasa Administrasi Umum | - |
! Perangkat Daerah yangl ’ ;
Tertib 1 | i
Sub Kegiatan |
a | Penyediaan Komponen Instalasi | Jumlah Paket Komponen Instalasi! 12 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan | Listrik/Penerangan Bangunan : 5
| Kantor Kantor yang disediakan | i
| - Tersediannya Komponen i ;
| Instalasi | |
I Listrik/Penerangan '
; Bangunan Kantor |
b | Penyediaan Peralatan dan |Jumlah Paket Peralatan dan | 12 Paket |
| Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang | |
| - Tersedianya  Peralatan | disediakan ! ,
! dan Perlengkapan Kantor
¢ | Penyediaan Peralatan Rumah | Jumlah Paket Peralatan Rumah | 12 Paket
' Tangga Tangga yang disediakan
|- Tersedianya Peralatan
F Rumah Tangga Kantor N
d Penyediaan Bahan Logistik | Jumlah Paket Penyediaan Bahan | 12 Paket |
Kantor Logistik Kantor yang disediakan |
- Tersedianya Bahan
‘ Logistik Kantor I B
e | Penyediaan Barang Cetakan dan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan | 12 Paket |
| Penggandaan Penggandaan yang disediakan
- Tersedianya Bahan
Cetakan dan
_ Penggandaan Kantor
f | Penyediaan Bahan Bacaan dan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 12
Peraturan Perundang undangan | dan Peraturan Perundang | Dokumen
i P




- Tersedianya Bahan | undangan yang disediakan l
Bacaan dan Peraturan |
Perundang Undangan o ‘

g | Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang | 12 Paket |

- Tersedianya disediakan '
Bahan/material yang
diminta :

h | Penyelenggaraan Rapat | Jumlah Laporan Penyelenggaraan | 12 Laporan |
Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat Koordinasi dan Konsultasi '

- Tersedianya SKPD
Penyelenggaraan Rapat :
Koordinasi dan Konsultasi |
SKPD |

Kegiatan Uraian Anggaran Sumber
(Rp) Dana
Mo | Kegiatan Program Penunjang Urusan | 30.487.750.904 APBD
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1 2 3 4 §
1 |20 | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi 40.000.000 APBD
Kinerja Perangkat Daerah
2 (202 :I Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 27.349.8957.641 APBD
a 205 | Administrasi  Kepegawszian  Perangkat 74.700.000 APBD
| Daerah i i
4 |2.08 Administrasi Umum Perangkat Daerah 391.231.000| APBD
5 (207 Pengadaan Barang Milik  Daerah 151.003.800 | APBD
s Penunjang Urusan Pemerintah Daerah o
6 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.995.895.363 APBD
FPemerintahan Daerah |
71209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 464963.000| APBD |
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah i |
Rembang, 12 November 2024
Sekretaris BPPKAD Kepala Sub Bagian Keuangan BPPKAD

Kabupaten Rembang

SOLIKIN, S.STP., M.M

Kabupaten Rembang

Pembina

NIP. 19851214 200412 1 001

Pembina

RATNA HANDAYANI, S.E., M.Si

NIP. 19750828 199903 2 004



] PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

i BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

] DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jalan P. Diponegoro No. 90 Telp./Fax. (0295) 633124, Rembang — Kode Pos 59212
Website : bppkad.rembangkab.go.id Email : bppkad.rembang@agrmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 700 / aoos [ 2025
TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu
membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim
Penyusun Laporan Kinerja Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor
6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang ;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja;




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

6 Peraturan Bupati Nomeor Rembang 75 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan
keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tugas Tim tersebut Diktum KESATU adalah menyusun
dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang

dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah
dialokasikan

Dalam melaksanakan tugas Timn tersebut diktum KESATU
bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Rembang

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannyva Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Rembang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal Og. Januari 2025

n dan Aset Daerah
paten Rembang

A g
aane E MARDI, S.E.,M.M.
\\'\‘:f N B ina Utama Muda

S==NF 197102251998031004




Lampiran : Keputusan Kepala Badan
Fendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang

Nomor . 700 / 0009 § 2025

Tanggal : O Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2024

KABUPATEN REMBANG

Pengadministrasi Fmgra.tﬁ pada Sekretariat Badan l Anggota
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
Kabupaten Rembang v oo

Pelaksana pada Sekretariat Badan Pendapatan, Anggota
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten |
| Rembang -

ina Utama Muda

, | KEDUDUKAN
: NO. JABATAN DALAM DINAS | DALAM TIM
1. | Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan | Penanggungjawab
Aset Daerah Kabupaten Eembang o -
2. | Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan | Ketua
| dan Aset Daerah Kabupaten Rembang T
3. | Kepala Sub Bagian Program Badan Pendapatan, | Sekretaris
| Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten |
.| Rembang e — I
4. | Kepala Bidang Akuntansi Badan Pendapatan, | Anggota
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten |
g Rembang s S| S TS
| 3. | Kepala Bidang Aset Badan Pendapatan, Pengelolaan | Anggota
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang | ——— e
6. |Kepala Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Anggota
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Rembang u 3 WISVRIL: SN ey e S ol
7. | Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pendapatan, Anggota
i Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten |
| ___|Rembang - .
| 8. | Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan | Anggota
! | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aaet!
| | Daerah Kabupaten Rembang - .
| 9. | Kepala Bidang Perencanaan dan Pendaftaran BadanT&nggota
: Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
. Kabupaten Rembang | i
i 10.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114

Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211
Email; bppkad rembang@gmail.com, websile: bppkad . rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini
Nama . FERY SUMARDI, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama © H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd. |
Jabatan : BUPATI REMBANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

Pinak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, % Januari 2024

Pihak Kedua Pihak Pertama

VL —

H. ABDUL HAFIDZ, S. Pd.| FERY SUMARDI, S.E.. M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 197102251998031004




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN REMBANG

No.  Tujuan dan Sasaran Strategis Indikator Kinerja [ Target
(1) | (2) (3) 1 (4)
1. | Tujuan:
1.1 | Meningkatnya kualitas | Opini BPK atas Laporan WTP
E pengelolaan keuangan & | Keuangan Pemerintah
' Barang Milik Daerah yang | Daerah
; Akuntabel
1 1.2 | Meningkatnya konfribusi Proporsi Pendapatan Asli 19,5%
Pendapatan Asli Daerah Daerah terhadap
pendapatan Daerah
2. | Sasaran: |
2.1 | Meningkatnya Kualitas Persentase Kualitas 95% ,
Pengelolaan Keuangan Daerah | Pengelolaan Keuangan '
 Daerah
2.2 | Meningkatnya Kualitas | Indeks Pengelolaan 75
Pengelolaan Barang Milik | Barang Milik Daerah
Daerah
2.3 | Meningkatnya Penerimaan Persentase Peningkatan 4
Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah B .
3. | Direktif Pimpinan
3.1 | Meningkatnya akuntabilitas Nilai SAKIP OPD 77 64
kinerja OPD :
3.2 | Meningkatnya kualitas Nilai IKM OPD 84
pelayanan publik OPD |
No Nama Program Anggaran (Rp.) Keterangan
1 | Program Penunjang Urusan Rp 33.050.830.863 APBD Kab.
Pemerintah Daerah Kabupaten |
2 | Program Pengelolaan Rp 392723.184.000 ! APBD Kab.
| Keuangan Daerah |
3 | Program Pengelolaan Barang Rp 1.239.700.000 APBD Kab.
Milik Daerah
4 | Program Pengelolaan | Rp 2.751.655.000 APBD Kab.
Pendapatan Daerah :i
JUMLAH Rp 429.765.390.863 | |

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

Rembang, 3 Januari 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
KABUPATEN REMBANG

I

RDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 1971022519598031004

EE



PEMERINTAH KABEUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawahini:

Nama . KUSWANDI, 5H

Jabatan . Kepala Bidang Perencanaan dan Pendaftaran pada BPPKAD
Kabupaten Rembang
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama . FERY SUMARDI, SE, MM.

Jabatan © Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab
kami,

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan sertaakan melakukan evaluas

iterhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Rembang, 26 Januari 2024

Pihak Kedua Pihak P a
' .~ FERY SUMARDI, SE, MM. KUSWANDI, SH
X Pembina Utama Muda Pembina

* NIP 1_9?,1622519935310‘]4 NIP 196709031994011001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENDAFTARAN
BPPKAD KABUPATEN REMBANG

Mo. Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 | Program Pengelolaan Pendapatan | ==
Daerah
Tercapainya Presentase Peningkatan | Presentase Peningkatan Wajib 25%
Wajib pajak Daerah Pajak Daerah

2 !Keglatan Pengelolaan Pendapatan |
Daerah i

Tercapainya Presentase meningkatnya | Presentase meningkatnya 5 o,
jumlah Ketetapan Pajak Daerah jumiah ketstapan Pajak Daerah
3 | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah | Presentase Peningkatan PAD | 4%
|
= stmmtie o o ST !
Frogram / Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Program Pengelolaan
Pendapatan Daerah Rp 1.694.235.000 APBD

Rembang, 26 Januari 2024

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Kepala Bidang Perencanaan dan
___Keuangan dan Aset Daerah Pendaftaran BPPKAD
# ., wnr Kabupaten Rembang Kabupate bang
J,)//’:l. : ';) )
fa 251

' FERY SUMARDI, SE, MM. KUSWANDI. SH
Pembina Utama Muda Pembina

_ NIP-197102251998031004 NIP 196709031994011001




T PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
'P:'i Xl | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
-.A Ll'.L JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114

d Fax. (0295) 653124 REMBANG 59211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini
Mama . SOLIKIN, 8.5.T.P., M.M.

Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Rembang
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama . FERY SUMARDI, 5.E., M.M.

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

Pinak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 21 Maret 2024

Pihak Pertama

Fmh— g
&*‘ .

ARDI, S.E.. M.M. SOLIKIN, S.5.T.P., M.M.

. ! a Utama Muda Penata Tingkat |
S=pP=107102251998031004 NIP 198512142004121001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG

| Pemerintahan Daerah Kabupaten

No Sasaran Strategis Indikator Kerja EEJET
L 4] B (3) (4}
1 | Direktif Pimpinan
' 1.1 | Meningkatkan akuntabilitas kinerja | Nilai SAKIP OPD 77,64
Perangkat Daerah i
- 1.2 Meningkatkan kualitas pelayanan | Nilai IKM OPD 84 i
_Lpublik | |
¢ i :
No | vt | Jumlah Anggaran (Rp.) ﬂiggsgn
i Program Penunjang Urusan 'Rp. 33.050.851.863

APBD i

KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

Rembang, 21 Maret 2024

SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
KABUPATEN REMBANG

C

SOLIKIN, S.5.T.P., M.M.

Penata Tingkat |
NIP 198512142004121001




PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL.P.DIPONEGORO No.90 TIELP.[02U5) 6493124, 691114
Fax. (0293) 693124 REMBANG 59211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : RATNA HANDAYANI, S.E., M.Si
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan BPPKAD Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama . KUSWANDI, SH
Jabatan : Pit. Sekretaris pada BPPKAD Kabupaten Rembang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang seharusnya sesual
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 26 Januari 2024

Pihak Pertama

\ s ANDI, SH RATNA HANDAYANI, S.E., M.Si

% ¥ 4 » _pémbina Pembina
MNP 709031994031001 WNIP 197309281999032004




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN KEUANGAN BPPKAD
KABUPATEN REMBANG

| No
|

| Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan

L R T T KO R

2

_1.:
1

- Tersedianya Prosentase
Pemenuhan Felayanan
Keuangan

Sub Kegiatan

ASN

- Tersedianya Gaji dan
Tunjangan ASMN

Penyediaan Gaji dan  Tunjangan |

~ Indikator Kinerja

| Kegiatan Administrasi  Keuangan | Prosentase  Pemenuhan ‘Pelayanan

| Perangkat Daerah

| Keuangan

Tunjangan ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

- Tersedianya Penatausahaan
dan PengujianiVerifikasi
Keuangan SKPD _

| Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKFPD

= Tersedianya Lapoaran
Keuangan  Akhir  Tahun
SKPD yang tertib

Pengelolaan dan F’en_;riéaa:n_ Bahan
Tanggapan Pemeriksaan

- Tersedianya Fengelolaan
dan Penyiapan Bahan
Tanggapan Pemeriksaan
yang Baik dan Benar

Kegiatan Penyediaan Jasa

Penunjang Urusan  Pemerintah
|Daerah

- Tersedianya Prosentase
Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

_____yang baik
Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Tesedianya Pelayanan dan

Penyediaan Jasa  Surat
. Menyurat yang Tertib
| Penyediaan Jasa Komunikasi

Sumber Daya Air dan Listrik

- Tersedianya  Jasa  Alat
Komunikasi Sumber Daya
___ Dan Listrik yang baik

Penatausahaan dan

PengujianfVerifikasi Keuangan SKPD

'j'u-l"r-ﬁah_Lﬁ:_dr_é.:ri 'ﬁeuﬁngﬁn-ﬁkhur Tahun
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Jumiah Dokumen Bahan Tanggapan
Pemeriksaan dan  Tindak  Lanjut

Pemeriksaan

Prosentase Pemenuhan  Pelayanan

Administrasi Perkantoran

|

|

[ Jumlah Laporan Penyediaan  Jasa
Surat Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Komunikasi Sumber Daya Air dan

Listrik yang disediakan

Jumiah Orang yang Menerima Gaji dan |

Terpenuhinya  Jumlah  Dokumen |

Target

- 100%

100
j Crang/bulan

g
Dokumen

4 Dokumen

100%

i 12 Laporan

| 12 Laporan

2 Laporan |




o

| Kantor

- Tersedianya Penyediaan |
Jasa  Pelayanan  Umum
Kantor

T(egiatan ~ Administrasi Umnum

Perangkat Daerah

- Tersedianya Pelayanan Jasa
Administrasi Umum
Perangkat Daerah  yang
Terib

L |

Penyediaan Komponen  Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Tersediannya Komponen |
Instalasi  Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

: _ﬁéhyﬂdiaan Bahan Logistik Kantor

| Penyediaan Barang Cetakan dan

| Penyediaan Bahan Bacaan dan

Penyediaan Peralatan  dan
Perlengkapan Kantor

- Tersedianya Peralatan dan
. Perlengkapan Kantor
Fenyediaan  Peralatan Rumah

Tangga

- Tersedianya Peralatan
__Rumah Tangga Kantor

- Tersedianya Bahan Logistik
i Kantor

Penggandaan

- Tersedianya Bahan Cetakan
__dan Penggandaan Kantor

E Peraturan Perundang undangan

- Tersedianya Bahan Bacaan |
dan Peraturan Perundang |
. YUndangan |
Penyediaan Bahan/Material
- Tersedianya Bahan/material
yang diminta

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD

= Tersedianya
Fenyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi

| _SKPD

Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang disediakan.
Jumlah  Prosentase  Pemenuhan

Palayanan Administrasi Parkanloran

Udumlal Paket Komponen  Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

yang disediakan

Jumlah  Paket  Peralatan  dan

Perlengkapan Kantor yang disediakan

Jumlah  Paket Peralatan Rumah
Tangga yang disediakan

Jumlah Paket Penyediaan Bahan

Logistik Kanlor yang disediakan

Jumiah Paket Barang Cetakan dan

Penggandaan yang disediakan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan |

| Peraturan Perundang undangan yang

disediakan

Jumlah Paket Bahan/Material yang
disediakan

¢ | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum ]_j_uh-‘!Téh__l.EﬁEr_réh_ Penyediaan Jasa |

Jumlah  Laporan F'eni,reienggaraan

Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |

12 Laporan |

100%

12 Paket

12 Pakel

12 Paket

12 Paket

12 Paket

12

Dokumean

12 Paket

12 Laporan




Rembang, 26 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Keuangan BPPKAD
Kabugaten Rembang

RATNA HANDAYANI, S.E., M.Si

Pembina
NIP. 19750928 199903 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NURROHMAH, SE. MAP
Jabatan . Kepala Bidang Perbendaharaan
pada BPPKAD Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama . FERY SUMARDI, SE., MM
Jabatan . Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab
kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Rembang, 26 Januari 2024

Fihak Pertama

i g NURROHMAH, SE. MAP
\Q; » Bembir Pembina
TRIP=$97102251998031004 NIP 197108021998032002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
BPPKAD KABUPATEN REMBANG

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. | Program Pengelolaan Keuangan
Daerah
Tercapainya Persentase Realisasi - Persentase Realisasi Belanja 95%
Belanja terhadap Target Belanja yang
Telah Ditetapkan.
2. | Kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan
Daerah
- Tercapainya Persentase OPD yang
terfasilitasi Penyusunan Dokumen - Persentase OPD yang terfasilitasi 100%
Anggaran Kas Penyusunan Dokumen Anggaran
- Tercapainya Persentase Realisasi Kas
Penerimaan Dana Transfer pada - Persentase Realisasi Penerimaan 95%
RKUD Dana Transfer pada RKUD
3. | Kegiatan Penunjng Urusan
Kewenangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
- Tersalurkannya Bankeu, BTT dan - Persentase Bankeu BTT dan bagi 93%
bagi hasil pajak daerah dan retribusi hasil pajak daerah dan retribusi
daerah sesuai dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perundang-undangan
Program Anggaran Keterangan
1. Koordinasi dan Pengelolaan Rp. 950.000.000

Pebendaharaan Kas Daerah

2. Penunjang Urusan Kewenangan
Pengelolaan Keuangan Daerah

!
| = BPPK
|III 0y —r :l'
WP E ARDI, SE., MM
S M g Pemhina Utama Muda
S==NIPF07102251998031004

Rp. 389.093.184.000

Rembang, 26 Januari 2024

Kepala Bidang Perbendaharaan
BPPKAD Kabupaten Rembang

NURROHM H. SE. MAP

NIP 197108021998032002




PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUMARNI, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan pada BPPKAD
Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

MNama : FERY SUMARDI, S.E., M M.
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 26 Januari 2024

# . «, Rihak Kedua

e " ’
4§ T

-,
4

i a - & il
\ * ' FERY SUMARDI. S.E. M.M.

‘\*;C{’ - -Pembina Utama Muda ;
"‘%@EﬁﬂdﬂZZSTQQEDMDﬂd NIP 198605092010012023




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PENAGIHAN, KEBERATAN DAN PELAPORAN
BPPKAD KABUPATEN REMBANG

| No. Sasaran Program/ Hegratan f Indikator Kinerja Target
() 2) 1 (3) 4)
| 1. | Program Pengelolaan Pendapatan
Daerah.
| Tercapainya Persentase Realisasi | Persentase Realisasi 100%
; Penerimaan Pendapatan Asli | Penerimaan Pendapatan Asli
| Daerah | Daerah
' 2. | Kegiatan Pengelolaan Pendspatan
i Daerah ! |
: 1. Tercapainya Persentase | Persentase Peningkatan i
Peningkatan Jumlah Jumlah Ketetapan Pajak 5% |
Ketetapan Pajak Daerah Daerah !
2. Tercapainya Realisasi Persentase realisasi |
Penerimaan Pajak Daerah | Penerimaan Pajak Daerah 85% |
| dan Retribusi Daerah Dari | dan Retribusi Daerah dari |
5 ' Ketetapan | Ketetapan .
| 3. ' Terealisasinya Proporsi PAD | Proporsi PAD Terhadap !
terhadap Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah 19,5 % |
Program /Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Program/ Kegiatan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Rp 1.057.420.000 APBD

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan

FER_Y

RDI, SE. MM.

Al

‘Penthina Utama Muda
P 497102251998031004

Rembang, 26 Januari 2024

Keberatan da

MIP 19860509:2010012023

Kepala Bidang Penagihan,




PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 693124, 691114, 691002
Fax. (0295) 693124, 691002 REMBANG - 59212
Website: https://bppkad.rembangkab.go.id Email: bppkad@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . ASRODIN, SE,. MM
Jabatan : Kepala Bidang Aset pada BPPKAD Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Mama . FERY SUMARDI, SE,. MM
Jabatan ' Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 26 Januari 2024

Pihak Pertama,

ASRODIN, SE,. MM

Pembina
NIP 197108201995031004




No

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG ASET BPPKAD KABUPATEN REMBANG

Pembina Utama Muda
IP 197102251998031004

=i -

Rembang, 2& Januari 2024

Pihak Pertama,

—

ASRODIN, SE.

MM

Fembina

NIP 197108201985031004

Sasaran Program/Kegiatan { Indikator Kinerja Target
(1) (2) o (3) (4) ]
1 Program Pengelolaan Barang Milik
Daerah | |
Tercapainya Persentase Perangkat ' Persentase Perangkat Daerah |
Daerah yang Pengelolaan BMD yang Pengelolaan BMD 100% |
Baik/Tertib dan Akuntabel Baik/Tertib dan Akuntabel
Tercapainya Persentase Potensi Persentase Potensi BMD yang 100% |
BMD yang Dimanfaatkan | Dimanfaatkan g |
2 | Kegiatan Pengelolaan Barang Milik 5
Daerah
Tercapainya Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen
dalam Pengelolaan BMD Perencanaan dalam 3 Dokumen |
Pengelolaan BMD i
Tercapainya Pemanfaatan dan Persentase Pemanfaatan dan !.
Pengamanan BMD secara Optimal Pengamanan BMD secara 93%
Optimal ‘
Tercapainya Penghapusan BMD Persentase Penghapusan :
dalam Penyusunan Laporan BMD BMD dalam Penyusunan 95% f
yang Akuntabel Laporan BMD yang Akuntabel | |
3 Tercapainya Indeks Pengelolaan Indeks Pengelolaan BMD 759 '
BMD ¢ |
i L [ | }
Program/Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp 1.239.700.000,- APBD



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL.P.DIPONEGORO Mo.90 TELP.{0295) 693124, 691114
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini -

Mama : SUMADI, SH

Jabatan . Kepala Bidang Anggaran pada BPFKAD Kabupaten Rembang
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Mama : FERY SUMARDI, SE., M.M.

Jabatan . Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Rembang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama beranji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami,

Fihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 26 Januari 2024

MHM KEDUA PIHAK PERTAMA
oW
¥ —\ 8\
| BPPKAP | | ,
2 %
S M BERYSUMARDI, SE., MM, SUMADI, SH
~S===Pembina Utama Muda Pembina

NIFP 197102251898031004

MIP 197005201993031006



PERJAMJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG ANGGARAN
EFPKAD KABUPATEN REMBANG

Mo. | Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. | Program Pengslclaan
Keuangan Daarah
- Tercapainya Persentase 100 %
Ketepatan Waktu Penelapan - Persentase Ketepatan
Perda APBD Waktu Penetapan Perda
AFEBD
= Tercapainya Persentase ; 95 %
Kesesuaian Program, Ef;sf:tasﬁ Kgs;asuzgar;
Kegiatan, Sub Kegiatan ANEI; D ?{nL'J A u
antara KUA-PPAS, RAPED Kegiatan antara -
dan APED PPAS, RAPBED dan
APBD
| 2. | Kegiatan Koordinasi dan -
Penyusunan Rencana
Anggaran Daerah
- Tercapainya Persentase - Persentase Ketepatan 100%
Hasil Evaluasi Provinsi atas Wakiu Penetapan KUA
Rancangan Perda APBD FFAS dan Rancangan
yang Ditindaklanjuti APBD
- Terqapﬂin}ra Persentase - Persentase Hasil
Hasil Evaluasi Provinsi atas Evaluasi Provinsi atas 100%
Rancangan Perda APBD Rancangan Perda APBD
yang Ditindaklanjuti vang Ditindaklanjuti
3 | = Tercapainya Prosentase Prosentase kualitas 85 %
kualitas pengelclaan pengelolaan keuangan
keuangan daerah i daerah
Program / Kegiatan Anggaran Keterangan
PROGRAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Koaordinasi dan Penyusunan Rp 2.110.000.000 APBD

Rencana Anggaran Daerah

Rembang, 26 Januari 2024

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Kepala Bidang Anggaran
uangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Rembang

P

SUMADI, SH
Fembina
MNIP 197005201993031006




PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.[0295) 593124, 691114
' Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211
L= .
PERJANIIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISMINARTO BUDI SANTOSO, S.E.
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi pada BPPKAD Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

MNama : FERY SUMARDI, S.E., M.M.
Jabatan . Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanfian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

INARTD BUDI
Penata Tk. I
97102251998031004 NIP 197302192003121005




PERJANIIAN KINERJA TAHUN 2024

KEPALA BIDANG AKUNTANSI

PADA BPPKAD KABUPATEN REMBANG

NIP 197102251998031004

Rembang, 02 Januari 2024

]
i
L

Penata Tk. I

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Program Pengelolaan Keuangan |1. Ketepatan waktu dalam penetapan Perda 1 dokumen
Daerah Pertanggungjawaban APBD,

2. Pencatatan akuntansi penerimaan dan 41 laporan

pengeluaran perangkat daerah sesuai SAP
dan tepat waktu

Opini Wajar Tanpa 1. Menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah 1 dokumen

Pengecualian Dari BPK RI Daerah yang sesual dengan SAP, peraturan
perundang-undangan dan tepat waktu

Program Anggaran Keterangan
1. Pengelolaan Keuangan Daerah Rp  570.000.000 APED

Kepala Bidang Akuntansi
BPPKAD Kabupaten Rembang

ISMINARTO BUDI SANTOSO, S.E.

NIP 197302192003121005




] PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

X DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jalan P. Diponegoro No. 90 Telp./Fax. (D295) 693124, Rembang — Kode Pos 59212
Website : bppkad.rembangkab.go.id Email : bppkad rembang@amail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 700 / otos [ 2025
TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUFATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu
membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asct Daerah
Kabupaten Rembang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim
Penyusun Laporan Kinerja Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2024,

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1930 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor
& tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang ;

aa

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja,




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor & Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

6 Peraturan Bupati Nomor Rembang 75 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang dengan susunan Lkeanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tugas Tim tersebut Diktum KESATU adalah menyusun
dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yvang

dicapai berdasarkan penggunaan anggaran vang telah
dialokasikan

Dalam melaksanakan tugas Tim tersebut diktum KESATU
bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Rembang

Segala biaya vang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Rembang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal Og. Januari 2025

..\' --;---"" F
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Lampiran : Keputusan Kepala Badan
Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang

Nomor : 700/ 0099 2025

Tanggal : 02 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2024

KABUPATEN REMBANG

NO.

JABATAN DALAM DINAS

| KEDUDUKAN
DALAM TIM

.' Kepala Badan Pendap;at:a_n Pengelolaan I{euan'g.;u‘-l"ﬂan_: 'Fén:é;‘lEgTJ-ﬁgja;.véb

Aset Daerah Kabupaten Rembang

Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan l{euangan lxét'uéi
dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

| Kepala Sub Bagian Program Badan Pendapatan, | Sekretaris

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Rembang

E—— I E—
Kepala Bidang Akuntansi Badan Pendapatan, Anggota

| Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten |

Rembang

Kepala Bidang Aset Badan Pendapatan, Pengeloiaan| ”mggota
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang '

Kepala Bidang Anggaran Badan Pendapatan,  Anggota
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten:

' Rembang |

| Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Fendapatan Anggota

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

| Rembang

Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan F‘elapman 1Aﬁgg{:|ta
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Rembang e

Kepala Bidang Perencanaan dan Pendaftaran Badan | Anggota
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
Kabupaten Rembang

10.

Pengadministrasi Program pada Sekretariat Badan | Anggota
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
Kabupaten Rembang |

11

' Pelaksana pada Sekretariat Badan Pendapatan, | Anggota

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten |
Rembang

s !

M



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR( SOP )
MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

[KABUPATEN REMBANG]

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jalan P. Diponegoro No. 90 Telp./ Fax, [0295) 693124, Rembang - Kode Pos 50212

Website : bppkad.rembangkab.go.id Email : bppkad.rembangs gmail.com
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PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG

Dasar m.m::.: H

| Persturan Presiden Momor 29 Tahun 2004 tentang Sisten Akuntabilitas Kinesja Insignsi
Pemerintzh

3 Peraturan Mezeri Pendayagunain Aparawi Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer 53
Tahan 2014 temang Peunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelzparan Kincrja dan Tate Cara

Review atas Laporan Kinerga

B ALY

Keterkaitan :
1 SOP Surat Keluar
2 S0P Penyusunan Laporan Kinerja

of | oen / Mekanisme PO

A Januan 2024

Nomor Standar Operasional
Prosedur Tangpal Pembutan
| Tanggal Revia
{ Tanggal Efekuf
| Disahkan Ced

_mmu/_, dan Aset Dagrah

o yjen Rembang,
%)

StandarOperasional Prosedur ( SOP )
Pengumpulan Data Kineja

KualifikasiPelaksana

1 Memiliki .—..n:..n:ﬁeu=ﬂwﬂwﬂr|_mr.m.nﬂmmz.
2 Mengetzhu tuzas dan fungsi S stem Akumabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3 Mengerzhu togas dan fungsi dalam pembuatan lrporan kinerja

Peralatan | Perlengkapan

1 N&..Ei_:n_..nm_._.rm_n:ﬁu_.._m:
m._____._._.n

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan LAKIF tidak maksimal dan tidak tercapainya
kingrja sesuai target yang dilelapkan.

| Disimpan sebag) data cleksronik dan manual




1. DOKUMEN DASAR S0P

SOP PENGUMPLLAN DATA KINERJA

No. | Kegiatan Kepala
Badan

Sere— —

Memberikan

chisposisi sural
perminiaan data

Sekretaris
Badan

e

pengumpulan daa
kinerja

Menugaskan
Fasubbag Program
| untuk Melakukan
| Proses
pengumpulan Duta

kinerja.

Z

hielakukan

| Koordinasi dengm
Sekretaria dan

7 2 Bidang-bidang _
untuk hMencukupi |

| Permimiaan Data |

_ | kinerja

4 | Menugaskan [

Plasing-masing

| Sub Bidang'

Subbag untuk

[ Mlenciuk upi

_ | Kebutuhan Dita

[ | Kinena

Pelaksana

Kasubag

_ Program

" Kepala Sub

| Persyaratan /

Pelaksana 1 Kelengkapan

Surat Mastk

_u.“x_w.:mu..wm.
- Perjanjian Kinerja
Rencana aksi

_ Disposisi. Perjanjizn
| kinerja. Rencano
| Aks

- P NN P—
[nsposisi, Perjanjian
kinerja, rencana aksi
laporan progres

15 Menit | Disposisi

Waktu Output

15 Menit  Disposis

30 Menn Lembar [nsposis

2\enit | Lembar Disposisi




MNa.

L]

| Persctuyjuan

i S

| Kegiatan Kepala

" Menugashan,
Mengarahkan, _
Memantaun dan
Menpevaluasi _
Pelaksanaan dalam |
Mencubupi
K ebutuhan Data

| Kinerga

| Mencukupi Date

Kinerja,

Selanjutnya

Dismmpankan

kepada Kepala

Subbag'Subbid

untuk Dammintakan

Koreks: dan

Mengoreksi dan
Menyam pakan
data Kinerja
kepads kepala
Hidang

Mengoncksi dan
Menyetujui Has |
Pengumpulan Data
kiner)a

Menyampakan
[Data kinerja

Kepada Subbag
Program |

| Badan

- :..m.ﬂm._w
Bidang

. -mmrim._zu “
Badan

Pelaksana
|xnm.:__u.ﬁn

Program Bidang

Kelengkapan

| Kepala Sub  pelaksana m_.m.u____mﬁunu_...__. " Waktu

T Perjanjian kinerja,
Rencana Aksi, Drat

n

=

Laporan kineria

. Perjanjian kinerja,

Laporan Kinerja

" Perjanjian kinerja,
Rencana Aksi, Draf
Laporan Kimetp

 Perjanjian kinerja,
Rencang Aksi, Dral’
Laporan kKincrja

* | Perjanjian kinerja.
Rencana Aksi. Drafl
Laporan Kinerja

Rencana Aksi, Draf®

0 Menit

a0 Menat

| 30 Menit

|30 Menit

30 Menit

| Dral” Laporan Kinerja

. Output

Dral” Laporan Kinerja

Dieaf” Laporan kKinerja

" Draf Laporan Kinerja .

Dl Laporan Kinerja |



Pelaksana Persyaratan / Waktu Output
e A e s L 3 s . Keleng<apan |
Kegiatan | HKepala | Sekretaris | Kepala Hasubag Kepala Sub = Pelaksana _
Badan | Badan Bidang Program Bidang | _
Menghimpun dan . . | ] ! " Perjanjian inerje. | 3Hani | Dral Laporan Kinerja
| Mengelola Data | Rencana A<si. Drafl _
Kinerjn Dari [ | Laporan Kmerja |
Sekretariat dan _ . “ .
Bidang-Bidang { | _ m { [
Menjadi Datz i _ | Av ! _
Kinerja | . [
| |
T Menyampaikan -..__--..-I:. ] 4 | Perjanjian kinerja. _ I hari "Draf Laporan Kierju 1
Hasil Penvusunan “ | Rencana Aksi. Draf
| Laporan Data { e B Laperan kinerja
| Kinerja Kepada . ! |
Sekretaris |
Memberikan _ : 7 [ | Dral Laporan A0 Menit Laporan Kinegja
| Persewjuan Hasil | | et ju
Peny usuran “ . |
Laporan Data - _ [
Kinerja |
Selamjulnya
[Fimintakan _ {
Pengesahan |
| Kepada Kepala _ _ _
| mm&.ﬁ.._u.|ll o= ! PETIEEICPETIN = N —— B R il - ...Iln .......... i . L
. _ o | _ _ . Laporan Kinena 30 Mennt .apoman kincrja |
- wengesahkan Data X . _ ! _

. _ | . . |
Kinecja I selesai M . _
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PROFIL INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BPPKAD

Kode Qutcome”
Pernyataan Qutcome®

: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD

yang Akuntabel

Indikator Kinerja®

QOpini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Definisi Indikator Kinerja®

Opini BPK dihasilkan dari pemeriksaan keuangan vyaitu
pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan
keuangan adalah untuk memberikan opinifpendapat atas
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan
keuangan.

Tujuan

Untuk mengetahui sejauh mana meningkatnya kualit
pengelolaan keuangan & Barang Milik Daerah

Rumus F‘engukuran

Opini BPK Atas LKPD

Hal-hal yang mendukung
pencapaianindikator

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah,

4. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Dasrah:

5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten
Rembang,

6. Peraturan Bupati Rembang Momor 10 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Momor 46 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Bupati Nomor 10
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Rembang;

7. Peraturan Bupati Rembang MNomor 50 Tahun 2021
tentang Pedoman Penatausahaan Pealaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomaor 50
Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Rembang;

B. Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/0031/2021
tanggal 31 Desember 2021 tentang Indikator Kinerja
Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Tahun 2022-2026.

9. Terdapat kegiatan Konsolidasi dan penyusunan laporan
keuangan OPD, sehingga mempercepat proses
pengumpulan data.

Hal-hal yang menghambat
pencapaianindikator

1. Keterlambatan pengumpulan data dari OPD;
2. Kurangnya koordinasi dari pembuat laporan pada
masing-masing OPD.

Cascading Indikator Kinerja

Bidang Anigaran, Perendaharaan, Aset dan Akuntansi

Periode Pengukuran Tahunan

Sifat Target Tidak Kumulatif

Sumber data LRA, Laporan Keuangan masing-masing OPD
Periode pangukuran 1 Januari 2024- 31 Desember 2024

Profil Indikator Kinerja BPPKAD 2




PROFIL INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BPPKAD

Kode Outcome1)
Pernyataan Outcome?2) : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator M:ime:rja“5 Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Definisi Indikator Kinerja¥

Kualitas pengelolaan keuangan daerah merupakan
cerminan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan
milik daerah

Tujuan

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pengelolaan
keuangan daerah

Rumus Pengukuran

. [1/2 Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan

dokumen penganggaran) + (1/3 Persentase penyerapan
belanja daerah) + (1/3 Persentase OPD dengan laporan

Hal-hal yang mendukung
pencapaianindikator

keuangan kategori baik) x 100%

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam MNegeri (Permendagri)
Momor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Permendagri Nomor 84 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Momor 7 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pemerintah
Kabupaten Rembang;

6. Peraturan Bupati Rembang Momor 10 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Bupati
Momor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Rembang ;

7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021
tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rembang sebagaimana telah diubsh dengan
Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang
Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;

B Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Nomor S00/0031/2021
tanggal 31 Desember 2021 tentang Indikator Kinerja
Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Tahun 2022-20286.

9. Ketercukupan anggaran dalam melaksanakan
kegiatan.

Hal-hal yang menghambat
pencapaianindikator

1. Keterlambatan OPD dalam menyusun Renja sehingga
penyusunan RKA juga terhambat;

2. Kekurangcermatan dalam penyusunan anggaran kas,

3. Keterlambatan  penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah,

Cascading Indikator Kinerja

Bidang Anggaran, Perbendaharaan, dan Akuntansi

Periode Pengukuran

Tahunan

Sifat Target Tidak Kumulatif
Sumber data RKA, DPA, LRA, Laporan Keuangan masing-masing OPD
Periode pengukuran 1 Januari 2024— 31 Desember 2024

Profil Indikator Kinerja BPPRAD 2




PROFIL INDIKATOR KINERJA UTAMA Di LINGKUNGAN BPPKAD

Kode Outcome” :
Permnyataan Qutcome? :Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator i{irli.arjaETF ¢ |Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah
Definisi Indikator Kinerja® . |indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan pedoman bagi

Pemerintah Kabupaten dalam mengelola Barang Milik Daerah.

Tujuan ¢ |Untuk menilai sejauhmana pengelolaan barang milik daerah oleh
Femerintah Kabupaten

Rumus Pengukuran . |(1/3 Persentase kesesuaian pemanfaatan BMD terhadap perencanaan
pengelolaan BMD) + (1/3 Persentase ketepatan waktu akuntabilitas
penyampaian laporan BMD) + (1/3 Persentase tertib administrasi
pemindahtanganan BMD) x 100%

Hal-hal yang mendukung : |1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

pencapaianindikator Peraturan Pemerintah Momor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolzan
Barang Milik Negaral Daerah;

2. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah:

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Meomeor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

4. Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Dasrah Momor 900/0031/2021 tanggal 31 Desember 2021
tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022-2026;

5. Terdapat kegiatan sosialisasi dan pendampingan pada OPD.

Hal-hal yang . |1. Terjadinya pergantian pengurus barang pada OPD;
menghambat 2. Keterlambatan dalam penyusunan RK BMD;
pencapaian indikator 3. Keterlambatan dalam penyusunan laporan.
Cascading Indikator Kinerja : |Bidang Aset

Periode Pengukuran : | Tahunan

Sifat Target . | Tidak Kumulatif

Sumber data . |Laporan RK BMD, LRA

Periode pengukuran . |1 Januari 2024- 31 Desember 2024

Profil Indikator Kinerja BPPRAD 2



PROFIL INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BPPKAD

Kode Qutcome"
Pernyataan Outcome?

: Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Indikator Kinerja”

B

Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Definisi Indikator Kinerja®

Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah merupakan perbandingan
antara pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarlkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah dengan pendapatan
yang diperoleh dasrah

Tujuan

" |dana APBD

Untuk menilai sejauhmana kontribusi PAD sebagai salah satu sumber

Rumus Pengukuran

|Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi PAD x 100%

Hal-hal yang mendukung
pencapaianindikator

: 1. Undang- Undang Momor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangar

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

?. Peraturan Daerah kabupaten Rembang Momor 4 Tahun 2023 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset]
Daerah Momor 900/0031/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang
Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Tahun 2022-2026;

4. Melakukan kerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Gadjahmada terkait penilaian objek pajak Bumi dan Bangunan sebaga
dasar penghitungan perubahan nilai SPPT PBB-P2, agar bisa
meningkatkan kontribusi PAD.

Hal-hal yang
menghambat
pencapaian indikator

: . Belum adanya Peraturan Bupali yang mengatur petunjuk pemungutan

pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana merupakan tindak lanjut
dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Belum adanya aplikasi yang bisa mempermudah wajib pajak dalam
melaksanakan pembayaran pajak daerah

Cascading Indikator Kinerja

Bidang Perencanaan dan Pendaftaran

Periode Pengukuran Tahunan
Sifat Target : | Tidak Kumulatif
Sumber data LRA

Periode pengukuran

1 Januari 2024- 31 Desember 2024

Profil Indikator Kinerja BPPKAD 2



PROFIL INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BPPKAD

Kode Outcome"
Pernyataan Outcome®

:Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator Kinerja®

: |Persentase Peningkatan PAD

Definisi Indikator Kinerja®

Persentase peningkatan PAD merupakan penghitungan jumlah PAD tahun
ini dibandingkan jumlah PAD tahun sebelumnya yang merupakan tolak ukur
keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan PAD

Tujuan

Untuk menilai adanya tingkatan kenaikan PAD tahun ini dibandingkan PAD
tahun sebelumnya

Rumus Pengukuran

. |PAD Th (n} - PAD Th (n-1)

PAD Th (n-1)

Hal-hal yang mendukung
pencapaianindikator

1. Undang- Undang Momor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangar)
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Momor 900/0031/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang
Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Tahun 2022-2026;

4. Adanya stimulus terhadap Wajib Pajak yang tercepat melakukan
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Hal-hal yang
menghambat
pencapaian indikator

: 1. Masih adanya piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang belum

terselesaikan.

2. Pandemi COVID 19 dan juga perang Rusia- Ukraina mengakibatkan
daya beli masyarakat merurun, sehingga menyebabkan target
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga ikut menurun.

Cascading Indikator Kinerja

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan

Periode Pengukuran

Tahunan

Sifat Target Tidak Kumulatif
Sumber data JLRA
Periode pengukuran 11 Januari 2024- 31 Desember 2024

Profil Indikator Kinerja BFPKAD 2




PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG ANGGARAN BPPKAD

Kode QOutcome” :
Pernyataan Outcome? :Memenuhi Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD
Indikator Kinerja¥ : |Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD
Definisi Indikator Kinerja™ . |Perda APBD disusun tepat wakiu sehingga memperlancar
jalannya kegiatan dalam kurun waktu satu tahun
Tujuan . |Untuk mengetahui sejauh mana ketepatan waktu penyusunan
Perda APBD
Rumus Pengukuran : |- Perda APBD induk harus disusun sebelum tanggal 31
Desember tahun n-1.
- Perda APBD Perubahan harus disusun sebelum tanggal
31 Oktober tabun n.
Hal-hal yang mendukung :|1. Undang- Undang Momor 1 Tahun 2022 tentang
pencapaianindikator Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Megeri (Permendagri)
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pemerintah
Kabupaten Rembang;
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021
tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rembang sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Rembang Momor 46 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang
Momor S50 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
Hal-hal yang menghambat 1. Keterlambatan pengisian SIPD R| oleh OPD:
pencapaianindikator 2. Lamanya proses pembahasan Perda APED di DPRD
Cascading Indikator Kinerja . |Bidang Anggaran
Pericde Pengukuran . | Tahunan
Sifat Target ¢ | Tidak Kumulatif
Sumber data . |Perda APBD Induk, Perda APBD Perubahan
Periode pengukuran . |1 Januari 2024- 31 Desember 2024

Profil Indikator Kinerja BPPKAD 2



PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG ANGGARAN BPPKAD

Kode OQutcome™

Pernyataan Outcome? . Memenuhi Kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
antara KUA-PPAS, RAPBD dan APBD

Indikator I'Ei:1erji|5"II : |Persentase Kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
ntara KUA-PPAS, RAPED dan APBD

Definisi Indikator Kinerja® . |Kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan antara KUA-
PPAS, RAPED dan APBD merupakan perwujudan
kesepahaman dalam masing- masing OFPD dalam
merencanakan kegiatan satu tahun kedepan

Tujuan © {Untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara program,

kegiatan dan sub kegiatan antara KUA-PFAS, RAFBD dan
APBD

Rumus Pengukuran . |100% apabila terdapat kesesuaian antara program, kegiatan
dan sub kegiatan antara KUA-PPAS, RAPED dan APBD.

Hal-hal yang mendukung 11, Undang- Undang MNomor 1 Tahun 2022 tentang

pencapaianindikator Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah:

3. Peraturan Menteri Dalam Megeri (Permendagri)
Momor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah  Pemerintah
Kabupaten Rembang;

5. Peraturan Bupati Rembang Momer 50 Tahun 2021
tentang Pedoman Penatausghaan Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rembang sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Rembang Momor 46 Tahun 2023
tentang Perubashan atas Peraturan Bupati Rembang
Momor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

Hal-hal yang menghambat : 1. Kurangnya pemahaman OPD dalam merumuskan sub
pencapaianindikator kegiatan pada APBD;

2. Munculnya sub kegiatan baru yang mendesak untuk
dimunculkan dalam tahun berjalan.

Cascading Indikator Kinerja . |Bidang Anggaran

Periode Pengukuran : |Tahunan

Sifat Target - | Tidak Kumulatif

Sumber data : |KUA- PPAS, RAPBD, APBD

Periode pengukuran |1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Profil Indikator Kinerja BPPKAD 2



PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG ANGGARAN BPPKAD

Kode Outcome™

Pemyataan QOutcome? Memenuhi Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD
yang Ditindalklanjuti

Indikater Kinerja” : |Persentase Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda]

APBD yang Ditindaklanjuti

Definisi Indikatar Kinerja®?

Rancangan Perda APBD sebelum ditetapkan harus
dievaluasi dulu oleh Provinsi, untuk kemudian ditindaklanjuti
oleh Pemerintah Kabupaten

Tujuan

Untuk mengetahui sejauh mana tindak lanjut Pemerintah
Kabupaten terhadap Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan
Perda APED.

Rumus Pengukuran

100% apabila terdapat tindak lanjut Pemerintah Kabupaten

terhadap Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda
APBD.

Hal-hal yang mendukung
pencapaianindikator

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam MNegeri (Permendagri)
Momor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah:

4, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah  Pemerintah
Kabupaten Rembang;

5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021
tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rembang sebagaimana telah diubsh dengan
Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang
Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dlan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;

6. Terpenuhinya penganggaran dalam melakukan
kegiatan melakukan tindak lanjut Hasil Evaluasi
Provinsi atas Rancangan Perda APBD;

7. Mengusulkan tambahan CPNS untuk formasi Analisa
Kebijakan Bidang Anggaran.

Hal-hal yang menghambat

. |Kurangnya SDM dalam melakukan tindak lanjut Hasil

pencapaianindikator Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD.
Cascading Indikator Kinerja Bidang Anggaran

Periode Pengukuran Tahunan

Sifat Targst Tidak Kumulatif

Sumber data Perda APED, Nota Dinas

Periode pengukuran 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Profil Indikater Kinerja BPPKAD 2



PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG ANGGARAN BPPKAD

Kode Outcome™
Pernyataan Outcome®

Memenuhi ketepatan waktu Penetapan KUA PPAS dan
Rancangan APBD

Indikator Kinerja®

= Egrsentase Ketepatan Wakiu Penetapan KUA PPAS dan
ncangan APBD

Definisi Indikator Kinerja®

Penetapan KUA (Kebijakan Umum Anggaran), FPPAS
(Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara), dan Rancangan
APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah

tahapan-tahapan dalam proses penyusunan anggaran di
daerah

Tujuan

. [Untuk mengetahui sejauh mana ketepatan waktu Penetapan
[KUA PPAS dan Rancangan AFPBD

Rumus Pengukuran

100% apabila kegiatan mulai dilaksanakan pada triwulan 3
tahun n

Hal-hal yang mendukung
pencapaianindikator

1. Undang- Undang Nomeor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam MNegeri (Permendagri)
Momor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuvangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah  Pemerintah
Kabupaten Rembang;

5. Peraturan Bupati Rembang Momor 50 Tahun 2021
tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rembang sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Rembang Momor 46 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang
Momor S50 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;

6. Terpenuhinya penganggaran dalam melakukan
kegiatan penyusunan KUA-PPAS termasuk RAPBD;

7. Mengusulkan tambahan CPNS untuk formasi Analisa
Kebijakan Bidang Anggaran.

Hal-hal yang menghambat

: [Keterlambatan OPD dalam proses penginputan KUA-

pencapaianindikator PPAS dan RAPBD.

Cascading Indikator Kinerja Bidang Anggaran

Periode Pengukuran Tahunan

Sifat Target Tidak Kumulatif

Sumber data Perda APED, Nota Dinas

Periode pengukuran 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Profil Indikater Kinerja BPPKAD 2




PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG PERBENDAHARAAN BPPKAD

Kode Outcome"
Permnyataan Qutcome?

Melakukan fasilitasi atas penghitungan realisasi belanja
terhadap target belanja yang telah ditetapkan

Indikator Kinerja®

: [Persentase realisasi belanja terhadap target belanja yang

telah ditetapkan

Definisi Indikator Kinerja®

: |Realisasi  belanja  merupakan jumlah  perwujudan

emerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk]
pelayanan publik.

Tujuan

- |Untuk mengetahui sejauh mana realisasi belanja daerah atas

target belanja yang telah ditetapkan.

Rumus Pengukuran

Realisasi belanja daerah tahun n % 100%
Target belanja tahun n

Hal-hal yang mendukung
pencapaianindikator

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah:

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;,

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pemerintah
Kabupaten Rembang;

5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021
tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rembang sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Rembang Momor 46 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang
Momor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;

6. Melakukan koordinasi dengan Bagian Administrasi
Pembangunan Setda Rembang dalam rangka
monitoring dan evaluasi serapan belanja fisik-non fisik
OPD.

Hal-hal yang menghambat
pencapaianindikator

1. Keterlambatan pengajuan dokumen administrasi
pencairan belanja.

2. Kurang lengkapnya bukti dukung dokumen administrasi
pencairan belanja.

Cascading Indikator Kinerja

Bidang Perbendaharaan

Periode Pengukuran Tahunan
Sifat Target Tidak Kumulatif
Sumber data SPP, SPM, SP2D, LRA

Periode pengukuran

1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Profil Indikator Kinerja BPPRAD 2
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PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG PERBENDAHARAAN BPPKAD

Kode Outcome™ :
Pemyataan Outcome?® :

Melakukan fasilitasi atas penyusunan dokumen anggaran kas
pada OPD

Indikator Kinerja®

nggaran kas

. Fersentase OPD yang terfasilitasi penyusunan dokumen

Definisi Indikator Kinerja®

- |Penyusunan dokumen anggaran kas merupakan penyusunan

dokumen perkiraan

realisasi penerimaan daerah dan rencana pengeluaran OPD
setiap bulannya

Tujuan

: Untuk mengetahui persentase OPD vyang terfasilitasi

penyusunan dokumen anggaran kas

Rumus Pengukuran

+ Humish OPD yang telah terfasiitasi penyusunan dokumen anggaran kas  x 100%

Jumilzh OPD yang belum tedasilitasi penyusunan dokumen angoaran kas

Hal-hal yang mendukung
pencapaianindikator

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam MNegeri (Permendagri)
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah  Pemerintah
Kabupaten Rembang;

5. Perafuran Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021
tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Fembang sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang
Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;

6. Melakukan konsultasi dengan Kemendagri terkait
SIPD-RI Penatausahaan, dan koordinasi dengan OPD
dalam melaksanakan kegiatan penyusunan anggaran
kas.

Hal-hal yang menghambat
pencapaianindikator

. |Kurang memahaminya masing-masing OPD didalam

melaksanakan proses input anggaran kas ke dalam sistem
SIPD-RI Penatausahaan

Cascading Indikator Kinerja Bidang Perbendaharaan

Periode Pengukuran Tahunan

Sifat Target Tidak Kumulatif

Sumber data Edaran, Notulen

Periode pengukuran 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Profil Indikator Kinerja BPPKAD 2
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PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG PERBENDAHARAAN BPPKAD

Kode Outcome™
Pemyataan Outcome?

Melakukan fasilitasi atas pencapaian realisasi penerimaan dana
transfer pada RKUD

Indikator Kinerjaﬂ

: |Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer pada
RKUD

Definisi Indikator Kinerja®

. [Dana transfer adalah dana yang bersumber dari APBN dan

merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan

lpenyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjad
kewesnangan daerah

disalurkan kepada daerah dalam rangka mendana'!

Tujuan

. [Untuk mengetahui sejauh mana realisasi penerimaan dana
transfer pada RKUD.

Rumus Pengukuran

Realisasi penerimaan dana transfer x 100%
Target penerimaan dana transfer

Hal-hal yang mendukung
pencapaianindikator

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Megeri (Permendagri)
Momor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Momor 7 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pemerintah
Kabupaten Rembang;

5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021
tentang Pedoman Penatausahaan Pealaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rembang sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang
Momor 50 Tahun 2021 fentang Pedoman
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;

6. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan
terkait penerimaan dana transfer,

Hal-hal yang menghambat
pencapaianindikator

. |Keterlambatan pencatatan penerimaan dana transfer pada
OPD penerima dana transfer sehingga laporan Pemkab ikut
terlambat

Cascading Indikator Kinerja

Bidang Perbendaharaan

Periode Pengukuran

Tahunan

Sifat Target Tidak Kumulatif
Sumber data Bukti penerimaan dana transfer pada RKUD
Periode pengukuran 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Profil Indikater Kinerja BPPKAD 2
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PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG PERBENDAHARAAN BPPKAD

Kode Qutcome™
Pernyataan Outcome?

Melaksanakan kegiatan penunjang urusan kewenangan
pengelolaan keuangan daerah

Indikator Kinerja®

ersalurkannya Bankeu, Belanja Tidak Terduga dan Bagi
Hasi Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan.

Definisi Indikator Kinerja®

Belanja bantuan keuangan adalah pengeluaran yang
igunakan untuk mengganggarkan bantuan keuangan yang
bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah provinsi
kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa,
an pemerintah daerah lainnya.
Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran
pemerintah daerah untuk keperluan darurat, termasuk
keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
elanja bagi hasil adalah pengeluaran yang digunakan untu
menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber da
endapatan daerah provinsi kepada daersh kabupaten/kot

tau pendapatan daerah kabupaten/kota kepada pemerintah
desa.

Tujuan

. |Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan

penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan
daerah.

Rumus Pengukuran

Tersalurkannys Bankew, BTT dan Bagi Hasl Pagk dan Retibusi Dasrsh X005

Hal-hal yang mendukung
pencapaianindikator

Tidak Tersalurkannya Bankew, BTT dan Bagi Hasi Pajak dan Retribusi Daerah

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

2. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pemerintah
Kabupaten Rembang,

4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021
tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rembang sebagaimana telash diubah dengan
Peraturan Bupati Rembang Momor 46 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang
Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;

5. Melakukan koordinasi dengan Bidang Anggaran terkait
penganggaran, Bappeda selaku verifikator awal, dan
OPD pengampu

Hal-hal yang menghambat
pencapaianindikator

. |Kurang lengkapnya berkas administratif dari pemohon,

Isehingga proses pencairan terlambat

Cascading Indikator Kinerja

Bidang Perbendaharaan

Periode Pengukuran Tahunan

Sifat Target Tidak Kumulatif

Sumber data . |SPP, SP2D, SPJ

Periode pengukuran : |1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Profil Indikator Kinerja BPPKAD 2
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PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG AKUNTANSI BPPKAD

Kode Outcome”
Pernyataan Outcome®

Melaksanakan penyampaian LKPD akuntabel (sesuai SAP) dan
tepat wakiu.

Indikator Kinerja®

: |Persentase penyampaian LKPD akuntabel (sesuai SAP) dan

tapat waktu.

Definisi Indikator Kinerja®

Laporan keuangan pemerintah daerah sdalah catatan datal
dan informasi keuangan atas pemerintah daerah yang dicatat
dalam suatu periode tertentu.
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan  prinsip-
prinsip akuntansi yang diterapkan dalam tindak penyusunan
dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah.

Tujuan

: |Untuk mengetahui sejauh mana penyampaian LKPD

lakuntabel {sesuai SAP) dan tepat waktu,

Rumus Pengukuran

Nilai 100% apabila penyampaian LKPD akuntabel dan tepat
wakiu.

Hal-hal yang mendukung
pencapaianindikator

1. Undang- Undang Momor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah:

2. Permendagri Momor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Daerah Momor 7 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah
Kabupaten Rembang;

4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Bupati
Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Rembang ;

5. Peraturan Bupati Rembang Momor 50 Tahun 2021
tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;

6. Melakukan koordinasi dengan OPD agar
penyusunan LKPD sesuai SAP dan tepat wakiu,

Hal-hal yang menghambat
pencapaianindikator

Beberapa OPD dengan rentang kendali yang cukup tinggi
sehingga tingkat kesulitan dalam menyusun LKPD juga
cukup tinggi.

Cascading Indikator Kinerja Bidang Akuntansi
Periode Pengukuran Tahunan

Sifat Target Tidak Kumulatif
Sumber data : ILKPD

Periode pangukuran

1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Profil Indikator Kinerja BPPKAD 2
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PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG AKUNTANSI BPPKAD

Kode Dutcome” :
Pernyataan Outcome?

Melaksanakan penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD
dengan tepat waktu

Indikator Kinerja®

: Persentase  ketepatan  waktu penetapan Perda
Pertanggungjawaban APED

Definisi Indikator Kinerja®

erda Pertanggungjawaban APBD merupakan kewajiban
emerintan Daerah sebagai pengguna anggaran untuk
embuat laporan keuangan dan laporan kinerja yang
emudian akan dievaluasi dan diklarifikasi cleh BPK, DPRD
an Kementerian Dalam Negeri, dan dibukukan dalam bentuk
erda.

Tujuan

. Mewujudkan transparansi dan akuntabiltas dalam
ngelolaan keuangan daerah.

Rumus Pengukuran

. |Perda Pertanggungjawaban APBD nilai 100% tepat wakiu
pabila dipenuhi maksimal 3 bulan setelah opini BPK.

Hal-hal yang mendukung
pancapaianindikator

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah:

2. Permendagri Nomor €4 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah:

3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah
Kabupaten Rembang;

4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Bupati
Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Rembang ;

5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021
tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;

6. Melakukan koordinasi dengan DPRD agar tercapai
ketepatan waktu penetapan Perda
Pertanggungjawaban APED.

Hal-hal yang menghambat
pencapaianindikatar

Kesibukan masing- masing anggota DPRD selama masa
sidang penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD,
sehingga ada kemungkinan keterlambatan dalam

penetapan.
Cascading Indikator Kinerja Bidang Akuntansi
Periode Pengukuran Tahunan

Sifat Target

Tidak Kumulatif

Sumber data

Perda Pertanggungjawaban APBD

Periode pengukuran

1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Profil Indikator Kinerja BPPKAD 2
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PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG AKUNTANSI BPPKAD

Kode Qutcome™

Pernyataan Qutcome?

#

-

Melaksanakan pencatatan Akuntasi Penerimaan dan
Pengeluaran PD sesuai SAP dengan tepat waktu

Indikator Kinerja®

: [Persentase  pencatatan  Akuntasi Penerimaan  dan

Fengeluaran PD sesuai SAP dan Tepat Waktu

Definisi Indikator Kinerja¥

Pencatatan Akuntasi Penerimaan dan Pengeluaran FPD
adalah proses mencatat dan merekam transaksi penerimaan
dan pengeluaran Perangkat Daerah dalam  buku-buku
akuntansi

Tujuan

. Menyajikan laporan keuangan yang akurat dan lengkap untuk

memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan.

Rumus Pengukuran

Pencatatan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran PD)
dilaksanakan cleh masing- masing Perangkat Daerah, dan|
dilaksanakan rekonsiliasi bulanan oleh Bidang Akuntansi
maksimal tanggal 10 setiap bulan.

Hal-hal yang mendukung
pencapaianindikator

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

2. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah
Kabupaten Rembang;

4. Peraturan Bupati Rembang Momor 10 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah
fterakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Bupati
Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Rembang ;

5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021
tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Rembang NMomor 46 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;

8. Melakukan rekonsiliasi bulanan dengan OPD dalam
pencatatan penerimaan dan pengeluaran.

Hal-hal yang menghambat
pencapaianindikator

Kekurangdisiplinan OPD dalam melaksanakan pencatatan
pengeluaran dan penerimaan, sehingga laporan keuangan
ikut terlambat

Cascading Indikator Kinerja Bidang Akuntansi

Pericde Penguluran Tahunan

Sifat Target Tidak Kumulatif

Sumber data Laporan rekonsiliasi bulanan OPD
Periode pengukuran 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Profil Indikator Kinerja BPPEAD 2



PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG ASET BPPKAD

Kode OQutcome™

Pernyataan Outcome?

:Meningkatnya persentase Perangkat Daerah yang pengelolaan BMD
baik! tertib dan akuntabel

Indikator Kinerja®

: |Persentase Perangkat Daerah yang pengelolaan BMD baik/ tertib dan
akuntabel.

Definisi Indikator Kinerja®

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Tujuan

Untuk menilai sejauh mana Perangkat Daerah yang pengelolaan BMD
baik/ tertib dan akuntabel

Rumus Pengukuran

Perangkat Daerah yang pengelolaan BMD belum baik/ tertib dan akuntabel

kat Daerah yan elolaan BMD baik/ tertib | ¥ 100%

Hal-hal yang mendukung
pencapaianindikator

&

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/ Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang]
Padoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Momor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Momor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Terdapat kegiatan sosialisasi dan pendampingan pada OPD.
Hal-hal yang 1. Kurangnya pemahaman OFD dalam melaksanakan
menghambat pengadministrasian BMD.
pencapaian indikator 2. Terjadinya pergantian pengurus barang pada OPD sehingga
memberikan pemahaman Kembali kepada pengurus barang yang
baru.
Cascading Indikator Kinerja Bidang Asst
Periode Pengukuran Tahunan
Sifat Target Tidak Kumulatif

Sumber data

Laporan RK EMD, LRA

Periode pengukuran

1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Profil Indikator Kinerja BPPRAD 2
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PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG ASET BPPKAD

Kode Outcome"
Pernyataan Outcome?

:Meningkatnya persentase potensi BMD yang dimanfaatkan

Indikator Kinerja®

Persentase potensi BMD yang dimanfaatkan

Definisi Indikator Kinerja®

Potensi barang milik daerah adalah potensi atas semua barang yang
dibeli atau dipercleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah.

Tujuan

Untuk menilai sejauh mana persentase potensi BMD yang dimanfaatkan

Rumus Pengukuran

Potensi BMD yang dimanfaatkan X 100%
Keseluruhan BMD

Hal-hal yang mendukung

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas|

pencapaianindikator Peraturan Pemerintah Nomaor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/ Daerah;,
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang|
Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Momor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomaer 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Terdapat kegiatan sosialisasi dan pendampingan pada OPD.
Hal-hal yang . [Kurangnya pemahaman OPD dalam melaksanakan pemanfaatan
menghambat potensi BMD.
pencapaian indikator
Cascading Indikator Kinerja Bidang Asst
Periode Pengukuran Tahunan
Sifat Target Tidak Kumulatif
Sumber data Laporan RK BMD, LRA
Periode pengukuran 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Profil Indikater Kinerja BPPKAD 2
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PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG ASET BPPKAD

Kode Outcome™
Permnyataan Outcome?

:Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dalam pengelolaan
BMD

Indikator Kinerja”

! [umlah dokumen perancanaan dalam pengelolzan BMD.

Definisi Indikator Kinerja®

Perencanaan barang milik daerah adalah perencanaan atas semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

Tujuan

Untuk menilai sejauh mana penyusunan dokumen perencanaan dalam
pengelolaan BMD

Rumus Pengukuran

Terdapat 3 dokumen perencanaan dalam pengelolaan BMD.

Hal-hal yang mendukung
pencapaianindikator

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Momor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negaral Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan)
Pambukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daera
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daera
Momor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Terdapat kegiatan sosializsasi desk serta pendampingan pada OPD.
Hal-hal yang 1. Kurangnya pemahaman OPD dalam melaksanakan penyusunan
menghambat dokumen perencanaan dalam pengelolaan BMD.
pencapaian indikator 2. Keterlambatan waktu penyusunan RK BMD.
Cascading Indikator Kinerja Bidang Aset
Periode Pengukuran Tahunan
Sifat Target Tidak Kumulatif
Sumber data Laporan RK BMD, LRA
Periode pengukuran 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Profil Indikator Kinerja BPPKAD 2

19



PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG ASET BPPKAD

Kode Outcome”
Pernyataan Qutcome®

:Melaksanakan fasilitasi pemanfaatan dan pengamanan BMD secara
optimal

Indikator Kinerja

: |Persentase pemanfaatan dan pengamanan BMD secars optimal.

Definisi Indikator Kinerja®

Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) adalah pendayagunaan BMD
ang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan
kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daersh
engan tidak mengubah status kepamilikannya.
engamanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk
untuk menatausahakan dalam rangka mengamankan BMD.

Tujuan

Untuk menilai sejauh mana pemanfaatan dan pengamanan BMD.

Rumus Pengukuran

BEMD yang sudah dimanfaatkan dan diamankan x 100%
Keseluruhan BMD

Hal-hal yang mendukung
pencapaianindikator

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan ata
Peraturan Pemerintah Momor 27 Tahun 2014 tentang Fangalolaai
Barang Milik Negaral Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolzan Barang Milik Daerah;

3. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Momor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
MNomoer 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5. Terdapat kegiatan pendampingan pada OPD terkait pemanfaatan
dan pengamanan BMD.

Hal-hal yang Kurangnya pemahaman OPD dalam melaksanakan pemanfaatan dan
menghambat pengamanan BMD.

pencapaian indikator

Cascading Indikator Kinerja Bidang Aset

Periode Pengukuran Tahunan

Sifat Target Tidak Kumulatif

Sumber data Laporan BMD

Periode pengukuran 1 Januari 2024- 31 Desember 2023

Profil Indikator Kinerja BPPRAD 2
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PROFIL INDIKATOR KINER.JA DI BIDANG ASET BPPKAD

Kode Outcome®
Pernyataan Qutcome®

:Melaksanakan fasilitasi penghapusan BMD dalam penyusunan laporan
BMD yang akuntabel

Indikator Kinerja®

Persentase penghapusan BMD dalam penyusunan laporan BMD yang
akuntabel.

Definisi Indikator Kinerja®

Penghapusan merupakan tindakan menghapus BMD dari daftar barang
dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa
[Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang
yvang berada dalam penguasaannya.

Tujuan

s antuk menilai sejauh mana penghapusan BMD dalam penyusunary
a

poran BMD yang akuntabel.

Rumus Pengukuran

Jumiah penghapusan BMD  x 100%
Jumlah keseluruhan BMD

Hal-hal yang mendukung
pencapaianindikator

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas|
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negaral Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomar 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Permendagri Momor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Momor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Momor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5. Terdapat kegiatan pendampingan pada OPD terkait penghapusan

BMD.
Hal-hal yang . [Kurangnya pemahaman OPD dalam melaksanakan penghapusan BMD.
menghambat
pencapaian indikator
Cascading Indikator Kinerja Bidang Aset
Periode Pengukuran Tahunan

Sifat Target

Tidak Kumulatif

Sumber data

Laporan BMD

Periode pengukuran

1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Profil Indikator Kinerja BPPKAD 2
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PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG PERENCANAAN DAN PENDAFTARAN BPPKAD

Kode Outcome"
Pemyataan Qutcome?

: Meningkatnya wajib pajak daerah

Indikator Kinerja”

: |Persentase peningkatan wajib pajak daerah

Definisi Indikator Kinerja®

: Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak,

pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiba
parpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,

Tujuan

Untuk menilai sejauh mana peningkatan jumlah wajib pajak daerah.

Rumus Pengukuran

Jumlah waijib Eiak daerah tahun ini
Jumlah wajib pajak daerah tahun sebelumnya

x 100%

Hal-hal yang mendukung
pencapaianindikator

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Terdapatnya penganggaran untuk kegiatan pengelolaan pendapatan
daerah.

Hal-hal yang menghambat
pencapaian indikator

. [Kurang optimalnya pendataan wajib pajak daerah.

Cascading Indikator Kinerja

. |Bidang Perencanaan dan Pendaftaran;

Periode Pengukuran

Tahunan

Sifat Target

Tidak Kumulatif

Sumber data

Data wajib pajak daerah

Periode pengukuran

1 Januari 2024 - 31 Desamber 2024

Profil Indikator Kinerja BPPKAD 2



PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN BPPKAD

Kode Outcome”
Pernyataan Qutcome®

: Meningkatnya jumlah ketetapan Pajak Daerah.

Indikator P'Einn:rjau’_J

Persentase meningkatnya jumlah ketetapan Pajak Daerah.

Definisi Indikator Kinerja®

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarmya jumiah pokok pajak
yang terutang.

Tujuan

Untuk menilai sejauh mana peningkatan jumlah ketetapan Pajak Daerah.

Rumus Pengukuran

Jumlah SKPD tahun n ¥ 1009%

Jumlah SKPD tahun n-1

Hal-hal yang mendukung
pencapaian indikator

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan|
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

3. Mengoptimalkan penggalian potensi pajak daerah, sehingga bisa
menambah jumlah ketetapan pajak dasrah.

Hal-hal yang menghambat
pencapaian indikator

Tingginya target yang ditetapkan dalam rangka meningkatnya jumlah
ketetapan pajak daerah.

Cascading Indikator Kinerja

Bidang Perencanaan dan Pendaftaran;

Periode Pengukuran Tahunan

Sifat Target Tidak Kurnulatif

Sumber data Jumlah Rekap SKPD

Periode pengukuran 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Profil Indikator Kinerja BPPKAD 2
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PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG PENAGIHAN, KEBERATAN DAN PELAPORAN BPPKAD

Kode Qutcome™
Pernyataan Qutcome?

: Meningkatnya realisasi penerimaan PAD

Indikator Kinerja®

: | Persentase realisasi penerimaan PAD

Definisi Indikator Kinerja®

. [PAD adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah

tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Tujuan

Untuk menilai sejauh mana peningkatan penerimaan PAD.

Rumus Pengukuran

Jumlah penerimaan PAD tahun ini
Jumlah penerimaan PAD tahun sebelumnya

% 100%

Hal-hal yang mendukung
pencapaianindikator

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tenta
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Melakukan koordinasi dengan Bappeda dan TAPD terkait rencaj
penerimaan PAD.

Hal-hal yang
menghambatpencapaian
indikator

. [Tingginya target penerimaan PAD.

Cascading Indikator Kinerja

. |Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan.

Periode Pengukuran Tahunan
Sifat Target | Tidak Kumulatif
Sumber data LRA

Periode pengukuran

1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Profil Indikator Kinerja EPPKAD 2
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PROFIL INDIKATOR KINERJA Di BIDANG PENAGIHAN, KEBERATAN DAN PELAPORAN BPPKAD

Kode Outcome"
Pernyataan Outcome®

: Meningkatnya harmonisasi perencanaan pendapatan transfer.

Indikator I'{ima-fji_r"ﬁ

: | Persentase harmonisasi perencanaan pendapatan transfer.

Definisi Indikator Kinerja®

. [Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari dana dard

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan merupakan bagian dari
belanja negara, yang kemudian akan dialokasikan dan disalurkan ke daerah
untuk dikelola oleh pemerintah daerah, dalam rangka mendanal
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahl

Tujuan

Untuk menilai sejauh mana harmonisasi perencanaan pendapatan transfer.

Rumus Pengukuran

lAnggaran pendapatan transfer tahun n

Realisasi pendapatan transfer tahun n X 100%

Hal-hal yang mendukung
pencapaianindikator

1. Undang- Undang Nomer 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan|
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Melakukan koordinasi dengan Bidang Anggaran, Bidang
Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi BPPKAD terkait teknis|
perencanaan, penerimaan dan pealaporan pendapatan transfer.

Hal-hal yang menghambat
pencapaian indikator

. [Belum pastinya waktu penerimaan pendapatan transfer.

Cascading Indikator Kinerja

. |Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan.

Periode Pengukuran Tahunan

Sifat Target Tidak Kumulatif

Sumber data LRA

Periode pengukuran 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Profil Indikator Kinerja BPPEAD 2
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PROFIL INDIKATOR KINERJA DI BIDANG PENAGIHAN, KEBERATAN DAN PELAPORAN BPPKAD

Kode Qutcome"”
Pernyataan Outcome?

: Meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari
ketetapan.

Indikator Kinerja®

Presentase realisasi penerimaan pajak daerah dan refribusi daerah dar
ketetapan.

Definisi Indikator Kinerja®

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang privadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah|
sebagai pembayaran alas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus]
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat|
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
[terutang.

Tujuan

Untuk menilai sejauh mana peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah
dan retribusi daerah dari ketetapan.

Rumus Pengukuran

Jumnlah realisasi penerimaan pajak dan retribusi  x 100%

Jumlah nilai ketetapan pajak dan retribusi

Hal-hal yang mendukung
pencapaian indikator

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daersh;

3. Memberikan stimulus kepada wajib pajak daerah dengan syarat tertentu

Hal-hal yang menghambat
pencapaian indikator

. [Kurangnya kesadaran wajib pajak daerah untuk membayar pajak daerah.

Cascading Indikator Kinerja

. |Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan.

Periode Pangukuran Tahunan
Sifat Target Tidak Kumulatif
Sumber data LRA

Periode pengukuran

1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Profil Indikator Kinerja BPPKAD 2
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PROFIL INDIKATOR KINERJA DI SEKRETARIAT BPPKAD

Kode Qutcome”
Pernyataan Outcome®

: Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja®

Nilai IKM PD

Definisi Indikator Kinerja®

[Milai IKM dilaksanakan dengan tujuan bahwa untuk peningkatan kualitas|
pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap)
penyelenggaraan pelayanan publik.

Tujuan

Untuk menilai sejauh mana nilai IKM yang dicapai oleh BPPKAD

Rumus Pengukuran

D0~ 07 01 I 00 2 =

Nilai IKM diukur dari 9 indikator yang meliputi:

. Persyaratan

. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

. Waktu Penyelasaian

. BiayaiTarif

. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

. Kompetensi Pelaksana

. Perilaku Pelaksana

. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
. Sarana dan prasarana.

Hal-hal yang mendukung
pencapaian indikator

1.
2,
3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentan
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Remban
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratura
Daerah Kabupaten Rembang Momor 6 Tahun 2021 tentang Perubaha
Kedua atas Peraturan Daersh Nomor 5 Tahun 2016 tent
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
Peraturan Bupati Rembang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bada
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupate
Rembang.

Melaksanakan keordinasi dengan Bidang- bidang di lingkunga
BPPKAD dalam rangka mewujudkan nilai indeks kepuasan Masyaraka
yang lebih meningkat pada tahun mendatang.

Hal-hal yang menghambat
pencapaian indikator

urangnya pemahaman perscnal dalam rangka memberikan pelayanan
asilitas publik, sehingga bisa memberikan nilai IKM menurun.

Cascading Indikator Kinerja Sekretariat

Periode Pengukuran Tahunan

Sifat Target Tidak Kurnulatif

Sumber data Hasil survey KM

Periode pengukuran 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Profil Indikator Kinerja BPPKAD 2



PROFIL INDIKATOR KINERJA DI SEKRETARIAT BPFKAD

Kode Qutcome™
Pernyataan Qutcome®

! Meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Perangkat Daerah

Indikator I{inerjaz‘-’

Nilai SAKIP PD

Definisi Indikator Kinerja®

© |SAKIP merupakan rangkaian akfivitas, alat, dan prosedur untuk mengukur

dan mengelola kinerja pada instansi pemerintah.
Sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas
dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome)
yang dikenal juga dengan SAKIP.

Tujuan

Untuk menilai sejauh mana nilai SAKIP yang dicapai oleh BPPKAD

Rumus Pengukuran

Komponen SAKIP terdiri dari LKJIP berikut data dukung yang dibutuhkan.

Hal-hal yang mendukung
pencapaian indikator

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah|
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Momor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Momor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformas
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas|
Laporan Kinerja;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 20186 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor & Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Momor 5 Tahun 2016 tentang)
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Rembang.

6. Melaksanakan koordinasi dengan Bidang- bidang di lingkungan
EPPKAD dalam rangka mewujudkan nilai SAKIP yang lebih meningkat
pada tahun mendatang.

Hal-hal yang menghambat

. |Kurangnya pemahaman antar personal sehingga nilai SAKIP belum bisa

pencapaian indikator optimal.
Cascading Indikator Kinerja Sekretariat
Pericde Pengukuran Tahunan

Sifat Target Tidak Kumulatif

Sumber data

Reviu Tim APIP, Hasil penilaian mandiri SAKIP

Periode pengukuran

1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Profil Indikator Kinerja BPPRAD 2
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PROFIL INDIKATOR KINERJA DI SEKRETARIAT BPPKAD

Kode Qutcome
Pernyataan Outcome®

: Meningkatnya capaian indikator kinerja sesuai dengan target

Indikator Kinerja®

Persentase capaian indikator kinerja sesuai dengan target

Definisi Indikator Kinerja®

- |Iindikator kinerja adalah alat untuk mengukur sejauh mana pencapaian kinerjal

karyawan dalam suatu bisnis atau usaha.

Tujuan

Untuk menilai sejauh mana capaian indikator kinerja sesuai dengan target.

Rumus Pengukuran

Capaian indikator ~ x 100%
Target indikator

Hal-hal yang mendukung
pencapaian indikator

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangH
Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjg
menjadi Undang-Undang;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5888 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dar
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang|
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nemor & Tahun 2021 tentang Perubahar
Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

4. Peraturan Bupati Rembang Nomeor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupater
Rembang.

5. Terdapatnya  penganggaran dalam  melaksanakan  kegiatan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

6. Melaksanakan koordinasi dengan Bappeda terkait perencanaan, Bagian|
Organisasi dan Inspektorat terkait LKJIP, Dinkominfo terkait website dan
Bagian Administrasi Pembangunan terkait monitoring dan evaluasi.

7. Mengusulkan P3K untuk jabatan Analisis Program kepada BKD
Rembang.

Hal-hal yang menghambat
pencapaian indikator

Kurangnya personil dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Cascading Indikator Kinerja Sekretariat

Periode Pengukuran Tahunan

Sifat Target Tidak Kumulatif

Sumber data Renja, DPA, RKA, Laporan Monev
Periode pengukuran 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Profil Indikater Kinerja BPPKAD 2
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PROFIL INDIKATOR KINERJA DI SEKRETARIAT BPPKAD

Kode Outcome"
Pernyataan Outcome?

: Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah

Indikator Kinerja®

Persantase pemeanuhan pelayanan keuangan.

Definisi Indikator Kinerja®

bidang keuangan.

Persentase pemenuhan pelayanan keuangan merupakan kegiatan rutin yang
dilaksanakan oleh Sekretariat OPD dalam rangka memenuhi hak pegawai d

Tujuan

Untuk menilai sejauh mana pelaksanaan administrasi keuangan perang
daerah

Rumus Pengukuran

Jumlah pegawai yang telah terpenuhi pelayanan keuangan  x 100%

Jumlah pegawai keseluruhan

Hal-hal yang mendukung
pencapaian indikator

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomaor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjg|
menjadi Undang-Undang;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang NMomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Momor 8 Tahun 2021 tentang Perubahar
Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
Peraturan Bupati Rembang Nomaor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Rembang.
Terdapatnya penganggaran dalam melaksanakan kegiatan administrasi
keuangan perangkat daerah;

Melaksanakan koordinasi dengan Bidang Anggaran dan Bidang
Perbendaharaan terkait perencanaan dan anggaran kas gaji, BKD terkaif
penganggaran gaji P3K, Inspekiorat terkait Laporan Hasil Pemerilisaan
dan Laporan Akhir Tahun.

Hal-hal yang menghambat
pencapaian indikator

Cascading Indikator Kinerja

Sekretariat

Periode Pengukuran

Tahunan, setiap trivulanan

Sifat Target

Tidak Kumulatif

Sumber data

Laporan Gaji bulanan, LHP

Periode pengukuran

1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Profil Indikator Kinerja BPPKAD 2
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PROFIL INDIKATOR KINERJA DI SEKRETARIAT BPPKAD

Kode Outcome™
Pemyataan Qutcome?

: Meningkatnya administrasi kepegawaian perangkat daerah

Indikator Kinerja®

: |Persentase pemenuhan pelayanan kepegawaian.

Definisi Indikator Kinerja®

. |Pelayanan kepegawaian memerlukan pengembangan sistem informasi diman;

idalamnya terdapat berbagai administrasi kepegawaian sehingga riway
epegawaian dapat terdokumentasi dengan baik dan dapat digunakan sebagai
ahan pertimbangan untuk pengambilan suatu keputusan.

Tujuan

* [Karpeg, Cuti, SPTKG, Sumpah Janji) di lingkungan BPPKAD Rembang yang|

ewujudkan layanan pengurusan administrasi kepegawaian (Karis/Karsu]

mudah, murah, cepat dan tepat waktu dengan tujuan mewujudkan tertib
administrasi kepegawaian dan pelayanan prima terkait pengurusan dokumen
administrasi kepegawaian lingkup ASN BPPKAD Rembang.

Rumus Pengukuran

Jumlah pegawai yang terpenuhi pelayanan kepegawaian x 100%
Jumiah pegawai keseluruhan

Hal-hal yang mendukung
pencapaian indikator

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dasrah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nemor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Rembang.

4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupat
Rembang Momor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Rembang MNomer 50 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang;

5. Terdapatnya penganggaran dalam melaksanakan administrasi
kepegawaian perangkat daerah,

8. Melaksanakan koordinasi dengan BKD terkait data- data kepegawaian.

Cascading Indikator Kinerja : |Sekretariat

Periode Pengukuran . | Tahunan

Sifat Target Tidak Kumulatif

Sumber data . [Data kepegawaian

Periode pengukuran . |11 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Profil Indikator Kinerja BPPKAD 2
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PROFIL INDIKATOR KINERJA DI SEKRETARIAT BPPKAD

Kode Outcome"
Pernyataan Qutcome?

: Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

Indikator Kinerja”

EEd

Frosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

Definisi Indikator Kinerja®

:manajamen perkantoran merupakan rangkaian aktivitas merencanakan,

engorganisasi (mengatur dan menyusun), mengarahkan (memberikan arah
dan petunjuk), mengawasi dan mengendalikan (melakukan kontrol) sampai

enyelenggarakan secara tertib sesuai tujuan mengenai sesuatu hal atayl
egiatan.

Tujuan

Memberikan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.

Rumus Pengukuran

Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran % 100%
Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

Hal-hal yang mendukung
pencapaian indikator

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang|
Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Momor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang|
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Momor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Nomaor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan|
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Rembang.

4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman)
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Rembang MNomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang;

5. Terdapatnya penganggaran dalam melaksanakan kegiatan administrasi
umum perangkat daerah.

Cascading Indikator Kinerja

. |Sekretariat

Pericde Pengukuran

Tahunan

Sifat Target

Tidak Kumulatif

Sumber data

. |SPJ kegiatan administrasi umum perangkat daerah.

Pericde pengukuran

. |1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Profil Indikator Kinerja BPPKAD 2
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PROFIL INDIKATOR KINERJA DI SEKRETARIAT BPPKAD

Kode Outcome™
Pernyataan Outcome?

: Melaksanakan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah
Daerah

Indikator Kineriai'

Persentase ketercukupan sarana dan prasarana aparatur

Definisi Indikator Kinerja®

. |Seiring dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi, menuntut instans

melakukan perencanaan sarana dan prasarana kantor agar dapat menunjang
|aktwitas kerja ASN untuk mencapai target pekerjaan kantor seefisien mungkin
secara tenaga, wakiu maupun biaya,

Tujuan

: IMenunjang aktivitas perkantoran sehari- hari.

Rumus Pengukuran

Jumlah kebutuhan BMD ®* 100%
Jumlah BMD yang tersedia

Cascading Indikator Kinerja

: |Sekretariat

Periode Pengukuran

: | Tahunan

Sifat Target

: | Tidak Kumulatif

Sumber data

: | SPJ pengadaan Barang Milik Daerah

Periode pengukuran

: |1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Profil Indikator Kinerja BPPKAD 2
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PROFIL INDIKATOR KINERJA DI SEKRETARIAT BPPKAD

Kode Qutcome”
Pernyataan Outcome?

! Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja®

H |Prnsantas.a pemenuhan pelayanan adminisirasi Perkantoran

Definisi Indikator Kinerja®

. |Pelayanan administrasi perkantoran merupakan penyediaan jasa pihak ketigal

yang berfungsi membantu aktivitas pekerjaan kantor sehari- hari.

Tujuan

. IMencukupi kebutuhan administratif perkantoran.

Rumus Pengukuran

. |Jumlah penyediaan jasa penunjang ¥ 100%

Jurnlah kebutuhan jasa penunjang

Cascading Indikator Kinerja . |Sekretariat

Periade Pengukuran ;| Tahunan

Sifat Target Tidak Kumulatif

Sumber data SPJ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pericde pengukuran . [1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Prafil Indikator Kinerja BPPKAD 2
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PROFIL INDIKATOR KINERJA DI SEKRETARIAT BPPKAD

Kode Outcome” :

Pernyataan Outcome? : Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Indikator I'hT;iruerj.'iﬁ Terjaganya kondisi sarana prasarana pendukung kantor dalam kendisi Baik
Definisi Indikator Kinerja® . [Kondisi sarana prasarana pendukung kantor dalam kondisi Baik merupakan
perwujudan pertama OPD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannyal
sehari, sekaligus untuk mendukung aktivitas lapangan dan perkantoran.

Tujuan : Meningkatkan semangat dalam bekerja dan beraktivitas baik pekerjaan
lapangan maupun administratif.
Rumus Pengukuran ¢ |Jumlah BMD yang terpelihara  x 100%
Jumlah unit BMD
Cascading Indikator Kinerja . |Sekretariat
Periode Pengukuran : | Tahunan
Sifat Target ' ;| Tidak Kumulatif
Sumber data . | SPJ laporan pemeliharaan barang milik daerah
Periode pengukuran |1 Januari 2024 - 31 Desember 2024
Mo. ) f2024

Rembang, 5 Januari 2024
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Rembang
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PROFIL INDIKATOR KINERJA DI SEKRETARIAT BPPKAD

Kode Outcome”
Pernyataan Outcome®

: Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja?

: | Terjaganya kondisi sarana prasarana pendukung kantor dalam kondisi Baik

Definisi Indikator Kinerja®

. |Kondisi sarana prasarana pendukung kantor dalam kondisi Baik merupakan
perwujudan pertama OPD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya
sehari, sekaligus untuk mendukung aktivitas lapangan dan perkantoran.

Tujuan

:lMeningkatkan semangat dalam bekerja dan beraktivitas baik pekerjaan|
lapangan maupun administratif.

Rumus Pengukuran

. |Jumlah BMD vang terpelinara x 100%
Jumlah unit BMD

Cascading Indikator Kinerja . |Sekretariat

Periode Pengukuran . | Tahunan

Sifat Target . | Tidak Kumulatif

Sumber data SP.J laporan pemeliharaan barang milik daerah

Periode pengukuran

: |1 Januari 2024 - 31 Desamber 2024

Profil Indikator Kinerja BPPKAD 2
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